
 

NASKAH AKADEMIK  

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI PERENCANAAN  

 

 

 

OLEH : 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

 

TIM PENYUSUN 

 

 

BADAN KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2021 



ii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan 

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah memiliki Peraturan daerah 

mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, namun demikian untuk 

mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, 

peraturan daerah tersebut perlu dilakukan suatu perubahan agar dapat sesuai 

perkembangan dan perubahan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. 

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya atas dukungan dan kerjasama yang baik, sehingga penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

dapat diselesaikan. 

Demikian kata pengantar yang kami susun, atas segala kekurangannya 

kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. 

 

 

             TIM PENYUSUN 

 



iii 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .................................................................................    i 

KATA PENGANTAR ..............................................................................  ii 

DAFTAR ISI .............................................................................................  iii 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................  vii 

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................  1 

A Latar Belakang ...........................................................................  1 

B Identifikasi Masalah...................................................................  4 

C Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah 

Akademik .................................................................................  5 

D Metode Penyusunan Naskah Akademik ...................................  6 

E Sitematika Penulisan Naskah Akademik ..................................  7 

 

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS YANG 

BERKAITAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI 

KABUPATEN SUKOHARJO ..................................................................  14 

A Kajian Teoritis ..........................................................................  14 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah. .............  14 

2. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah ................................  17 

3. Undang-Undang Pelaksana Keuangan Daerah ....................  19 

B Kajian terhadap Asas-Asas Pembentukan Peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan 

Norma…. ..................................................................................  23 

C Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan dan Kondisi Yang 

Ada serta Perasalahan yang Dihadapi ......................................  36 

1. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo .............................  36 

2. Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo ....................................  38 

3. Perangkat Daerah Badan Pengelolaan keuangan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo. ..........................................................  44 



iv 

 

4. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo ........  46 

5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu  ....................  53 

6. Strategi Pembangunan Daerah .............................................  54 

7. Permasalahan yang Dihadapi ...............................................  56 

 

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS  PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN 

PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ................  57 

A. Peraturan Perundang - undangan yang Mengatur 

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengatur dan 

Mengurus Urusan Pemerintahan Berdasarkan Asas Otonomi 

dan Tugas Pembantuan  ............................................................  57 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 .......................................  57 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398) ....................  58 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 



v 

 

Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573).....................................................  62 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 

2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan ........................................................  69 

B. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Kewenangan 

Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Mengenai Pengelolaan 

Keuangan Daerah .....................................................................  69 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara  ...........................................................  69 

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah ..........................................................  76 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679) ...................................................................  80 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) .....  82 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 



vi 

 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).. ...  86 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah .............................................................................  90 

 

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ............................................  98 

A Landasan Filosofis …………………………………… ...........  98 

B Landasan Sosiologis …………………………………… ........  99 

C Landasan Yuridis ......................................................................  100 

 

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG 

LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN 

DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  KEUANGAN DAERAH .....  102 

A Jangkauan dan Arah Pengaturan ...............................................  102 

B Ruang Lingkup Materi Muatan ................................................  103 

C Rancangan Peraturan Daerah ....................................................  106 

 

BAB VI PENUTUP ..................................................................................  216 

A Kesimpulan ...............................................................................  216 

B Saran  ........................................................................................  197 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 



vii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2016-2020...............................................................................  50 



 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah 

sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan 

dengan adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang tentunya dapat menimbulkan adanya 

hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu 

dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang harus diatur 

dalam suatu kebijakan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut 

merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan 

merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 

diamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite 

Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan 

dari Badan Pemeriksa Keuangan. 

Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual 

dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) melalui 

proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) tersebut merupakan pertanggungjawaban 

profesional KSAP. Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(PSAP) dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang 
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merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan (KSAP), penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan 

pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah 

yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

Di lingkungan Pemrintah Kabupaten Sukoharjo telah memiliki 

regulasi mengenai pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 172). Peraturan Daerah ini secara umum 

mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Seiring dengan 

perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada telah diundangkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

telah diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020 dengan ditindaklanjuti 

adanya oeraturan secara teknis yang berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Sesuai dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat 

Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Daerah 

paling lama tahun 2022. 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan 
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penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban 

keuangan Daerah. Proses perencanaan dan penganggaran dalam 

Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih 

menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos 

belanja/pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. 

Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah 

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian 

tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah 

proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga 

berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam 

kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan 

pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang 

relevan.  

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan 

banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami 

perubahan. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga 

harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini harus sejalan dengan 

indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, anggaran yang 

direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam 

proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. Pelimpahan 

kewenangan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab 

pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu 

penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Hal ini merupakan 

penegasan fungsi verifikasi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk 

laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari 

penguatan transparansi dan akuntabilitas. Berkaitan dengan 
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pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan 

keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yaitu, neraca, laporan 

realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran 

lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh 

pemerintah daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis 

akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan 

tersendiri bagi setiap pemerintah daerah karena akan ada banyak hal yang 

dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya 

manusia 

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

melalui Badan Keuangan Daerah mekaukan suatu kajian akademis yang 

berupa Naskah Akademik yang dijadikan dasar dalam penyusunan atau 

pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

perkembangan masyarakat. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dirumuskan bebrapan 

permasalahan yang dituangkan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut: 

1. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi dalam pengaturan 

Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo ? 

2. Mengapa perlu disusun/dibentuk suatu Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo ? 

3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan baik filosofis, 

sosiologis, maupun yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo? 

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, 

dan arah dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah di Kabupaten Sukoharjo? 
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5. Bagaimana merumuskan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo yang dapat 

diterima semua pihak, yang dapat bermanfaat bagi pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah di 

Kabupaten Sukoharjo ?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 

1. Tujuan Kegiatan 

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan 

Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten 

Sukoharjo bertujuan untuk merumuskan: 

a. permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengaturan 

Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo;  

b. alasan-alasan adanya pengaturan dalam suatu Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten 

Sukoharjo; 

c. dasar pertimbangan atau landasan baik filosofis, sosiologis, maupun 

yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo; 

d. sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, 

dan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten 

Sukoharjo;dan 

e. draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah di Kabupaten Sukoharjo yang dapat diterima semua pihak, 

yang dapat bermanfaat bagi pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah di Kabupaten 

Sukoharjo.  

2. Kegunaan Kegiatan  

Adapun kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan 

dapat : 
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a. menjamin kepastian hukum dalam hal pengaturan pengelolaan 

keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo; 

b. memberikan arah bagi terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah 

yang baik dengan prinsip transparan dan akuntabel di Kabupaten 

Sukoharjo;dan  

c. memberikan kerangka pemikiran dalam menuangkan materi-materi 

muatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik 

1. Lokasi Kajian 

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.  

2.  Ruang Lingkup  

Naskah akademik ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Adapun ruang lingkup yang dijadikan sebagai obyek studi meliputi semua 

unsur/elemen yang berkepentingan khususnya yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo. 

Adapun metode yang dilakukan dalam Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdiri 

dari metode pendekatan yuridis normatif maupun yuridis empiris dengan 

menggunakan data sekunder maupun data primer. 

Metode pendekatan yuridis normatif dalam Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

dilakukan melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan data-data sekunder 

dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan 

daerah. Data yang dipergunakan dalam kajian ini menggunakan data 
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sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam 

melengkapi data sekunder ini dari sisi hukum, sosiologis, filsafat, ekonomi 

dan sosial budaya, maka akan diambil dasar hukum maupun peraturan-

peraturan di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan daerah. 

Untuk memperoleh data dilakukan dengan usaha studi dokumen 

atau studi pustaka yang meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan 

cara mengunjungi perpustakan-perpustakaan, mencari bahan referensi 

yang relefan melalui media cetak dan media elektronik, membaca, 

mengkaji dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat 

dengan pokok permasalahan. Selanjutnya data yang diperoleh, diedit, 

diidentifikasi secara khusus objektif dan sistematis diklarifikasikan, 

disajikan dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan 

permasalahan kajian. 

Metode pendekatan yuridis empiris dalam Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

dilakukan dengan menelaah data primer sebagai penunjang dan untuk 

mengkonfirmasi data sekunder yang diperoleh dengan mengadakan diskusi 

terbatas bersama antara pemerintah daerah dan para pemangku 

kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 

E. Sistematika Penulisan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 

(Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pendahuluan memuat latar belakang, identifikasi 

masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan 

naskah akademik, metode Penyusunan Naskah 
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Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan sistematika 

penulisan naskah akademik dalam kaitannya dengan 

pengelolaan keuangan daerah. 

 

BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS 

YANG BERKAITAN DENGAN PENGATURAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI 

KABUPATEN SUKOHARJO 

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat 

teoritis, mengenai hal yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan daerah. Dalam bab ini dapat 

diuraikan dalam beberapa sub bab yang meliputi : 

A. Kajian Teoritis 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan 

Daerah 

2. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah 

3. Undang-Undang Pelaksana Keuangan 

Daerah. 

B. Kajian Terhadap Asas-Asas Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait 

Dengan Penyusunan Norma 

C. Kajian Praktek Empiris Terhadap Praktek 

Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta 

Permasalahan Yang Dihadapi  

1. Gambaran umum Kabupaten Sukoharjo 

2. Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo 

3. Perangkat Daerah Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo 

4. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo 
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5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 

6. Strategi Pembangunan Daerah 

7. Permasalahan yang Dihadapi 

 

BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN 

DENGAN PENGATURAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan 

Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi 

hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan 

peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-

undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan 

horizontal, serta status dari peraturan perundang-

undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-

undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap 

berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan 

daerah yang baru khususnya yang mengatur 

kewenangan maupun substansi materi muatan peraturan 

daerah yang berkaitan dengan pengaturan pengelolaan 

keuangan daerah. 

A. Peraturan Perundang - undangan yang Mengatur 

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengatur 

dan Mengurus Urusan Pemerintahan Berdasarkan 

Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 6398) 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan  

B. Peraturan Perundang - undangan yang Mengatur 

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengatur 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 
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tentang Keuangan Negara 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322) 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah 
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BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN 

YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau 

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang 

dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, 

kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana 

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang 

bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang dikaitkan dengan keberadaan dalam Penyusunan 

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau 

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang 

dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

berbagai aspek kehidupan masyarakat. Landasan 

sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris 

mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan 

masyarakat dan negara yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan. Dengan demikian alasan-alasan 

perlunya Penyusunan Naskah Akademik Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo. 

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau 

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang 

dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau 

mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan 

aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan 

dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa 
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keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut 

persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi 

pengaturan pengelolaan keuangan daerah atau materi 

yang diatur sehingga perlu di rubah atau dibentuknya 

peraturan daerah yang baru.  

 

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN 

RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang 

lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang 

akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan 

ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang 

akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan yang 

dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Materi didasarkan pada 

ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. 

Dengan demikian dalam bab ini akan diuraikan 

mengenai komponen-komponen yang diatur dan 

dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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BAB VI : PENUTUP 

Bab penutup dalam Penyusunan Naskah Akademik 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah terdiri atas sub bab simpulan dan 

saran. 

A. Simpulan 

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang 

berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok 

elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam 

bab sebelumnya. Dengan demikian dalam 

kesimpulan ini menekankan pada urgensi dalam 

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

dilakukan. 

B. Saran 

Saran masukan untuk proses lebih lanjut setelah 

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu 

masukan yang diperlukan dalam proses penyusunan 

raperda, pembahasan rancangan peraturan daerah 

(raperda) dan pelaksanaan perda setelah 

diundangkan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS YANG BERKAITAN 

DENGAN PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DI KABUPATEN SUKOHARJO 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah 

Sejak masa reformasi masalah keuangan daerah merupakan 

masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Menurut 

pendapat dari Halim (2001:19) mengartikan bahwa ‘’keuangan daerah 

sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, 

demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat 

dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh 

Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai 

ketentuan/peraturan undangundang yang berlaku’’. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah tertuang dalam 

ketentuan umumnya dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak 

dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang 

dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban 

Daerah tersebut. 

Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya 

sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri 

sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi 

ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. 

Menurut pendapat Mamesah (Halim, 2002:19) dinyatakan bahwa 

“Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang 

dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang 

maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum 
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dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain 

sesuai peraturan perundangan yang berlaku’’. 

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, 

dinyatakan bahwa pada rancangan undang-undang atau Peraturan Daerah 

tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah disertakan atau 

dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemarintah, 

yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh penggunaan Anggaran 

sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan pengungkapan 

informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma 

penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan 

secara jelas keluaran (outputs) dan setiap kegiatan dari hasil (outcome) dari 

setiap program untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistim 

perencanaan strategis, sistim penganggaran dan sistim akuntansi 

pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan 

yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dihasilkan suatu 

laporan keuangan dan kinerja yang terpadu. 

Berdasarkan defenisi tersebut, selanjutnya menurut pendapat Halim 

(2002:19) menyatakan terdapat 2 (dua) hal yang perlu dijelaskan, yaitu: 

a. yang dimaksud dengan hak adalah hak untuk memungut sumber-

sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima 

sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan 

Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hak 

tersebut akan menaikkan kekayaan daerah. 

b. yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk 

mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah 

dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, 

pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut. 
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Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut pendapat 

Halim (2001:20) ada 2 (dua) yaitu : 

a. Keuangan daerah yang dikelolah langsung, meliputi: 

1) Angaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD);dan 

2) Barang-barang inventaris milik daerah 

b. Kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD). 

Keuangan daerah dikelolah melalui manajemen keuangan daerah. 

Adapun arti dari keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan 

pengelolahan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk 

mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut, menurut pendapat 

Halim (2001:20). Dinyatakan bahwa ‘’sedangkan alat untuk melaksanakan 

manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata 

usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan 

akuntansi keuangan daerah.’’ 

Sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas bahwa keuangan 

daerah adalah penggorganisasian kekayaan yang ada pada suatu daerah 

untuk mencapai tujuan yang di inginkan daerah tersebut, sedangkan 

akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau 

rangkaian kegiatan yang dilakuakan secara sistimatis dibidang keuangan 

berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta 

prosedurprosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang 

keuangan. 

 

2. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur 

keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan 

daerah menurut (Devas,dkk, 1987:279-280) dinyatakan bahwa 

pengelolaan keuangan daerah bertujuan adalah: 

a. Tanggung jawab (accountability); 
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Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan 

keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang 

sah. Lembaga atau orang itu termaksud pemerintah pusat, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah dan masyarakat 

umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab 

mencakup keabsahan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga 

kekayaan keuangan dan barang serta mencegah terjadinya 

penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua 

pendapatannya yang sah dan benar-benar terpungut jelas sumbernya 

dan tepat penggunaanya. 

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan; 

Keuangan daerah harus ditata dan dikelolah sedemikianrupa 

sehingga mampu melunasi semu kewajiban atau ikatan keuangan 

baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka 

panjang yang telah ditentukan. 

c. Kejujuran; 

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan dearah pada 

prinsipnya harus diserakan kepada pegawai yang betul-betul jujur 

dan dapat dipercaya. 

d. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency); 

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus 

sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat 

direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah 

daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu 

yang secepat-cepatnya. 

e. Pengendalian; 

Para aparat pengelolah keuangan daerah, , Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dan petugas pengawasan harus melakukan 

pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai. 
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3. Undang-Undang Pelaksana Keuangan Daerah 

Menurut pendapat Mahmudi dalam Forum Dosen Akuntansi Sektor 

Publik (2006:23) menyatakan bahwa perjalanan reformasi manajemen 

keuangan daerah, dilihat dari aspek historis, dapat dibagi dalam tiga fase, 

yaitu “Era sebelum otonomi daerah, Era transisi otonomi, era 

pascatransisi”. Era pra-otonomi daerah merupakan pelaksanaan otonomi 

ala Orde Baru mulai tahun 1975 sampai 1999. Era transisi ekonomi adalah 

masa antara tahun 1999 hingga 2004, dan era pascatransisi adalah masa 

setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-undang 

Nomor 15 tahun 2004, Undang -undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. 

Pada era reformasi, dalam manajemen keuangan daerah terdapat 

reformasi pelaksanaan seiring dengan adanya otonomi daerah. Adapun 

peraturan pelaksanaannya menurut Halim (2001:3) telah dikeluarkan oleh 

pemerintah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 

yang sekarang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 

1999 yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah 

Daerah, sebagai berikut : 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 

Perimbangan; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 

Daerah; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah;dan 
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e. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 

November 2000 Nomor 903/235/SJ tentang Pedoman Umum 

Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001. 

 

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, karakteristik manajemen 

keuangan daerah pada era reformasi antara lain : 

a. Pengertian daerah adalah propinsi dan kota atau kabupaten 

b. Pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat 

lainya. Pemerintah daerah ini adalah badan eksekutif, sedangkan 

badan legislatif didaerah adalah DPRD. 

c. Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban kepala 

daerah (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000) 

d. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas: 

1) Laporan perhitungan APBD 

2) Nota perhitungan APBD 

3) Laporan aliran kas 

4) Neraca daerah dilengkapi dengan kinerja berdasarkan tolak ukur 

Renstra (Pasal 38 Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000) 

e. Pinjaman APBD tdak lagi masuk dalam pos pendapatan (yang 

menunjukan hak pemerintah daerah), tetapi masukan dalam pos 

penerimaan (yang belum tentu menjadi hak pemerintah daerah) 

f. Masyarakat termaksud dalam unsur-unsur penyusunan APBD 

disamping pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan 

APBD 

g. Indikator kinerja pemerintah daerah tidak hanya mencakup 

1) Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya 

2) Perbandingan standar biaya dengan realisasinya 

3) Target dan persentase fisik proyek tetapi juga meliputi standar 

pelayanan yang diharapkan 

h. Laporan pertanggungjawaban daerah pada akhir tahun anggaran yang 

bentuknya laporan perhitungan APBD dibahas oleh , Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan mengandung konsekuwensi 

terhadap masa jabatan kepala daerah apabila dua kali ditolak oleh , 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

 

Dalam peraturan diatas terutama Peraturan Pemerintah Nomor 105 

tahun 2000, dapat dilihat 6 (enam) pergeseran anggaran daerah secara 

umum dari era pra reformasi ke era pasca reformasi yaitu : 

a. Dari vertical accountability menjadi horizontal accountability; 

b. Dari traditional buget menjadi performance buget; 

c. Dari pengendalian dan audit keuangan ke pengendalian dan audit 

keuangan dan kinerja; 

d. Lebih menerapkan konsep value for money; 

e. Penerapan pusat pertanggungjawaban; dan 

f. Perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah. 

 

Atas dasar tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan 

Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 29 Tahun 2002. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan pengganti 

dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan 

dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang selama ini dijadikan 

sebagai landasan hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan, penatausahaan dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah. Substansi materi kedua Peraturan 

Pemerintah dimaksud, memiliki persamaan yang sangat mendasar 

khususnya landasan filosofis yang mengedepankan prinsip efisiensi, 

efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan perbedaan, dalam 

pengaturan yang baru dilandasi pemikiran yang lebih mempertegas dan 
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menjelaskan pengelolaan keuangan daerah, sistem dan prosedur serta 

kebijakan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dibidang 

penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan 

daerah. 

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah 

agar pemerintah daerah dapat menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan panduan atau pedoman 

bagi pemerintah daerah dalam menyajikan keuangan yang standar, 

bagaimana perlakuan akuntansi, serta kebijakan akuntansi. 

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam 

perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab 

permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan 

kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan 

dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan 

mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut 

telah di undangkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005. 

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
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Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional.  

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah disusun untuk menyempurnakan pengaturan 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. 

Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) 

pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipatif. Tindaklanjut dari ketentuan Pasal 221 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Peraturan Menteri ini merupakan penjabaran teknis terhadap 

pengelolaan keuangan daerah termasuk disertai ilustrasi dokumen berupa 

contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis 

dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. 

 

B. Kajian Terhadap Asas - Asas Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma 

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, 

berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-

undangan berati dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun 

peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinisip yang 

berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan 

bertindak.1 

Dalam pembentukan peraturan perundang – undangan suatu negara 

akan meliputi asas – asas hukum tersebut di atas. Menurut Paul Scholten 

 
1Eko Saripudin, Asas – Asas dan Sumber Peraturan Perundang - Undangan, diunduh 
dari http://sosbud.kompasiana.com/2013/01/05/asas-asas-dan-sumber-peraturan-
perundang-undangan-522646.html. 
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sebuah asas hukum (rechtsbeginsel) bukanlah sebuah aturan hukum 

(rechtsregel).2 Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas 

hukum terlalu umum sehingga ia atau bukan apa – apa atau berbicara terlalu 

banyak (of niets of veel te veel zeide).3 

Asas hukum memang bukan merupakan aturan hukum, karena asas 

hukum tidak dapat dilaksanakan/dioperasikan langsung terhadap suatu 

peristiwa dengan menganggapnya sebagai bagian dari aturan umum, tetapi 

harus dengan penyesuaian substansi, untuk itu diperlukan isi yang lebih 

konkrit. 

Di bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan 

perundang – undangan negara, Burkhardt Krems menyebutkannya dengan 

istilah staatsliche Rechtssetzung, sehingga pembentukan peraturan itu 

menyangkut : isi peraturan (Inhalt der Regelung), bentuk dan susunan 

peraturan (Form der Regelung), metoda pembentukan peraturan (Methode der 

Ausarbeitung der Regelung) : dan Prosedur dan proses pembentukan 

peraturan (Verfahren der Ausarbeitung der Regelung).4 

Asas-asas hukum umum bagi penyelenggaran pemerintahan yang 

patut (algemene beginselen van behoorlijk best Undang-undang) dimana asas 

ini tumbuh dalam rangka mencari cara-cara untuk melakukan pengawasan 

atau kontrol yang sesuai hukum (rechtmatigheidscontrole) terhadap tindakan-

tindakan pemerintahan, terutama yang dapat dilakukan oleh hakim yang 

bebas. Asas-asas tersebut dirasakan akan bertambah penting apabila dalam 

memenuhi tuntutan terselenggaranya kesejahteraan rakyat diperlukan banyak 

peraturan perundang-undangan yang memberikan keleluasaan yang besar 

kepada aparatur pemerintahan.  

Dengan demikian maka terhadap aspek-aspek kebijakan dari 

keputusan-keputusan pemerintah yang tidak dibatasi oleh peraturan 

perundang-undangan dapat dilakukan pengujian oleh hakim (rechterlijke 

 
2 Maria Farida Indrati. 2007. Ilmu Perundang – Undangan. Yogyakarta : Kanisius 
3 Ibid. 
4 Ibid., hlm. 252. 
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toetsing), tanpa perlu hakim tersebut menguji kebijakan pemerintahan yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, 

sebagaimana halnya di negara lain, terdapat dua asas hukum yang perlu 

diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman 

dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan, dan asas hukum lainnya yang 

memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam 

bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya, dan bagi proses serta 

prosedur pembentukannya.  

Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-

undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring 

berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap 

kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-

masing sesuai dengan bidangnya. 

Pendapat para ahli tentang pembentukan Peraturan Perundang-

undangan adalah asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan yaitu asas-asas yang mengandung nilai-nilai hukum, di Negeri 

Belanda berkembang melalui lima sumber.  

Sumber itu ialah saran-saran dari Raad Var Staate (semacam Dewan 

Pertimbangan Agung di Indonesia), bahan-bahan tertulis tentang pembahasan 

rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam sidang-sidang parlemen 

terbuka, putusan-putusan hakim, petunjuk-petunjuk teknik perundang-

undangan, dan hasil-hasil akhir komisi pengurangan dan penyederhanaan 

peraturan perundang-undangan.  

Sebagai bahan hukum sekunder lainnya berupa kepustakaan di bidang 

tersebut adalah sangat penting. Dengan meneliti pendapat para pendahulunya 

mengenai asas-asas dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan, 

para ahli memandang asas-asas tersebut dapat dibagi menjadi asas-asas yang 

bersifat formal dan asas-asas yang bersifat material. Asas-asas formal ialah 

yang menyangkut tata cara pembentukan dan bentuknya, sedangkan asas-asas 

material ialah yang menyangkut isi atau materi. 
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Montesquieu dalam L'Esprit des Lois mengemukakan hal-hal yang 

dapat dijadikan asas-asas, yaitu:5 

1. Gaya harus padat (concise) dan mudah (simple); kalimat-kalimat bersifat 

kebesaran dan retorikal hanya merupakan tambahan yang 

membingungkan; 

2. Istilah yang dipilih hendaklah sedapat-dapatnya bersifat mutlak dan tidak 

relatif, dengan maksud menghilangkan kesempatan yang minim untuk 

perbedaan pendapat yang individual; 

3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual, 

menghindarkan sesuatu yang metaforik hipotetik; 

4. Hukum hendaknya tidak halus (not be subtle), karena hukum dibentuk 

untuk rakyat dengan pengertian yang sedang; bahasa hukum bukan 

latihan logika, metainkan untuk pemahaman yang sederhana dari orang 

rata-rata; 

5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan 

pengecualian, pembatasan, atau pengubahan; gunakan semua itu hanya 

apabila benar-benar diperlukan; 

6. Hukum hendaknya bersifat argumentatis/dapat diperdebatkan; adalah 

berbahaya merinci alasan-alasan hukum, karena hal itu akan lebih 

menumbuhkan pertentangan-pertentangan; 

7. Lebih daripada itu semua, pembentukan hukum hendaknya 

dipertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis, dan 

hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar, 

keadilan, dan hakekat permasalahan. Sebab hukum yang lemah, tidak 

perlu, dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan 

kepada nama jelek dan menggoyahkan kewibawaan negara.  

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan 

perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur 

 
5 Ranggi Wirasakti, Asas – Asas Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan yang 
baik, diunduh dari http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2012/11/asas-asas-pembentukan-
undang-undang.html. 
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masyarakat, berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-

undangan akan berhasil apabila sampai kepada tingkat tertentu 

memperhatikan persyaratan sebagai berikut :6 

1. Generalitas Undang – Undang, generalitas dimaksudkan bahwa dalam 

suatu sistem hukum harus ada peraturan.; 

2. Undang – Undang harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan 

dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan-

aturan tersebut; 

3. Undang – Undang tidak berlaku surut, dengan maksud bahwa aturan-

aturan hukum harus diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa yang akan 

datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena 

perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur 

perilaku, juga dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa 

depan; 

4. Rumusan Undang – Undang haruslah jelas, yang berarti bahwa aturan 

hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak 

tahu apa yang harus diperbuatnya; 

5. Konsistensi dalam konsepsi hukum, bahwa hukum tidak boleh saling 

bertentangan, sebab apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan 

berpegang pada aturan yang mana; 

6. Undang – Undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan, dengan maksud 

bahwa pembuat undang – undang selayaknya tidak membuat undang – 

undang yang tidak mungkin dapat dilaksanakan; 

7. Undang - Undang tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian or-

ang tidak dapat mengikui aturan mana yang masih berlaku; 

8. Kesesuaian antara undang – undang dan pelaksanaan. 

 

Ahli hukum tata negara Koopmans, mengemukakan perlunya asas-

asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu 

 
6 Gunawan Wdjaja. 2006. Lon Fuller, Pembuatan Undang – Undang dan Penafsiran 
Hukum, Law Review Vol VI, No. 1 Juli, Fakultas Hukum Pelita Harapan Hal 22 - 33 
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adanya asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut serta asas-

asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut, asas-asas tersebut 

sehubungan dengan: 

1. prosedur; 

2. bentuk dan kewenangan; 

3. masalah kelembagaan; 

4. masalah isi peraturan. 

Van Angeren membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan menjadi dua, yang pertama adalah yang pokok, yaitu 

yang disebutnya her vartrouwens beginsel yang dapat diterjemahkan dengan 

asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. 

 

Van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang patut (beginselen van beboorlijke regelgeving) ke 

dalam asas-asas yang formal dan yang material.7 

 

Asas-asas yang formal meliputi: 

1. asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling) 

2. asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan) 

3. asas pelunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel) 

4. asas dapat dilaksanakan (het beginsei van uitvoerbaarheid) 

5. asas konsensus (het beginsel van de consensus)  

 

asas-asas yang material meliputi: 

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van 

duidelijke terminologie en duidelijke systematiek); 

2. asas tentang dapat dikenali (hef beginsel van de kenbaarheid); 

3. asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkheidsbeginsel); 

4. asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel); 

5. asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (het beginsel 

 
7 Maria Farida Indrati S, Op Cit, Hal 227 - 228 
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vande individuele rechtsbedeling) 

 

Adapun masing-masing asas formal diuraikan sebagai berikut: 8 

1. Asas tujuan yang jelas 

Asas tujuan yang jelas mencakup tiga hal, yaitu mengenai ketepatan 

letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum 

pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan 

dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang-undangan 

yang akan dibentuk tersebut. 

Mengenai asas ini, dapat diterima oleh semua sistem pemerintahan, 

termasuk oleh Sistem Pemerintahan Negara republik Indonesia berdasar 

Undang –Undang Dasar 1945, mengingat asas ini akan mengukur sampai 

berapajauh suatu peraturan perundang-undangan diperlukan untuk 

dibentuk. 

2. Asas organ/lembaga yang tepat 

Latar belakang asas ini ialah memberikan penegasan tentang 

perlunya kejelasan kewenangan organ-organ/lembaga-lembaga yang 

menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Berbeda 

dengan di negeri Belanda, di Negara Republik Indonesia mengenai 

organ/lembaga yang tepat itu perlu dikaitkan dengan mated muatan dari 

jenis-jenis peraturan perundang-undangan. 

Materi muatan peraturan perundang-undangan itulah yang menyatu 

dengan kewenangan masing-masing organ/lembaga yang 

membentukjenis peraturan perundang-undangan bersangkutan. Atau 

dapat juga sebaliknya, kewenangan masing-masing organ/lembaga 

tersebut menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan yang 

dibentuknya. 

3. Asas perlunya pengaturan 

Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif-

altematif lain yang menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain 

 
8 Ibid, hal 231 - 235 
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dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsipderegulasi 

yang tengah dikembangkan di Negeri Belanda dan prinsip 

penyederhanaan serta kehematan (soberheid) dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan, menunjukkan kemungkinan adanya 

alternatif lain dalam bidang pengaturan. 

Asas ini dapat untuk dikembangkan di Indonesia, karena 

kebijaksanaan tentang deregulasi juga sedang berkembang di negara. 

(Yang perlu diperhatikan ialah bahwa deregulasi bukanlah tanpa regulasi; 

dereguleren bukanlah ontregelen). Sedangkan mengenai prinsip 

penyederhanaan serta kekuatan, di negara pun hal itu diperlukan. 

4. Asas dapat dilaksanakan 

Mengenai asas ini masyarakat melihatnya sebagai usaha untuk dapat 

ditegakkannya peraturan perundang-undangan bersangkutan. Sebab 

tidaklah ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak 

dapat ditegakkan. Selain pihak pemerintah, juga pihak rakyat yang 

mengharapkan jaminan (garantie) tercapainya hasil atau akibat yang 

ditimbulkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, ternyata akan 

kecewa karena peraturan tersebut tidak dapat ditegakkan. 

Asas ini mengingat suatu peraturan perundang-undangan yang tidak 

dapat ditegakkan, selain menggerogoti kewibawaan/lembaga yang 

membentuknya, juga akan menimbulkan kekecewaan pada harapan-

harapan rakyat. 

5. Asas konsensus 

Adapun yang dimaksud dengan konsensus ialah adanya kesepakatan 

rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang 

ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan bersangkutan. Hal itu 

mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah 

dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat. 

Asas ini dapat diwujudkan dengan perencanaan peraturan 

perundang-undangan yang baik, jelas, serta terbuka, diketahui rakyat 
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mengenai akibat-akibat yang akan ditimbulkannya serta latar belakang 

dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya.  

Hal itu dapat juga dilakukan dengan penyebarluasan rancangan 

peraturan perundang-undangan tersebut kepada masyarakat sebelum 

pembentukannya. Tentu saja selain itu, apabila peraturan perundang-

undangan dimaksud merupakan Undang-undang, pembahasannya di DPR 

dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat sebanyak mungkin 

melalui lembaga dengar pendapat yang sudah lama dimiliki. 

 

Adapun masing-masing asas material diuraikan sebagai berikut:  

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar 

Pertimbangan yang dikemukakan oleh Van der Vlies tentang asas ini 

ialah agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh 

masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai 

struktur atau susunannya. 

Asas ini dapat digolongkan ke dalam asas-asas teknik perundang-

undangan, meskipun sebagai suatu asas orang berpendapat seolah-olah 

sudah harus berlaku dengan semestinya. 

2. Asas tentang dapat dikenali 

Mengenai alasan pentingnya asas ini yang dapat dikemukakan ialah, 

apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui 

oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka ia akan 

kehiiangan tujuan sebagai peraturan. la tidak mengembangkan asas 

persamaan dan tidak pula asas kepastian hukum, dan selain itu tidak 

menghasilkan pengaturan yang direncanakan. 

Asas ini, terlebih-lebih apabila peraturan perundang-undangan 

tersebut membebani masyarakat dan rakyat dengan berbagai kewajiban. 

Asas yang menyatakan, bahwa setiap orang dianggap niengetahui 

peraturan perundang-undangan, perlu diimbangi dengan asas ini. 
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3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum 

Dalam mengemukakan asas ini para ahli menunjuk kepada tidak 

boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya 

kepada sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan 

adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum 

terhadap anggota-anggota masyarakat. 

Asas ini dapat diterima, lebih-lebih karena Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 sudah menegaskan, bahwa setiap warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

4. Asas kepastian hukum 

Asas ini mula-mula diberi nama lain, yaitu asas harapan yang ada 

dasamya haruslah dipenuhi (Het beginsel dat gerechtvaardigde 

verwachtingen gehonoreerd moeten worden), yang merupakan 

pengkhususan dari asas umum tentang kepastian hukum. 

Asas ini merupakan salah satu sendi asas umum Negara Berdasar 

Atas Hukum yang dianut oleh Negara republik Indonesia, oleh karena itu 

asas ini perlu diterima. 

5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. 

Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi 

hai-hal atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian 

peraturan perundang-undangan dapat juga memberikan jalan keluar 

selain bagi masalah-masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus. 

Asas ini memberikan keadaan yang baik bagi menghadapi masalah 

dan peristiwa individual, namun asas ini dapat menghilangkan asas 

kepastian di satu pihak dan asas persamaan di lain pihak apabila tidak 

dilakukan dengan penuh kesinambungan. Sebaiknya asas ini diletakkan 

pada pihak-pihak yang melaksanakan/menegakkan peraturan perundang-

undangan tetapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas dalam peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan itu sendiri. 
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Sedangkan asas-asas pembentukan hukum menurut Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang - undangan yang tertuang dalam Pasal 5 beserta penjelasannya 

menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan 

harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang baik meliputi: 

a. Kejelasan tujuan 

Adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan 

harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 

Adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus 

dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-

undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut 

dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh 

lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan 

Adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 

harus benar-benar memper-hatikan materi muatan yang tepat dengan 

jenis peraturan perundang-undangannya. 

d. Dapat dilaksanakan 

Adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan 

tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun 

sosiologis. 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 

Adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena 

memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

f. Kejelasan rumusan 

Adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus 

memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-
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undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa 

hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan 

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

g. Keterbukaan 

Adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan 

pembahasan bersifat transparan dan terbuka.  

 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , digunakan asas-asas yang 

dipakai sebagai materi muatan Peraturan Perundang-undangan yaitu: 

a. Pengayoman 

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan 

harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka 

menciptakan ketentraman masyarakat. 

b. Kemanusiaan 

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan 

harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi 

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk 

Indonesia secara proporsional. 

c. Kebangsaan 

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan 

harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang 

pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

d. Kekeluargaan 

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan 

harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam 

setiap pengambilan keputusan. 
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e. Kenusantaraan 

Adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan 

senantiasa memperhatikan kepentingan seiuruh wilayah Indonesia 

dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di 

daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila. 

f. Bhineka Tunggal Ika 

Adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, 

Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut 

masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bemegara. 

g. Keadilan 

Adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 

negara tanpa kecuali. 

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 

Adalah bahwa materi muatan Peraturan Pemndang-undangan tidak 

boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar 

belakang antara lain agama, suku, ras, golongan,. gender, atau status 

sosial. 

i. Ketertiban dan kepastian hukum 

Adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan 

adanya kepastian hukum. 

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan 

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan 

harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan 

individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. 
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Selain asas yang tersebut di atas peraturan perundang-undangan 

tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain: 

a. Dalam Hukum Pidana, misalnya: asas legalitas, asas tiada hukuman 

tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak 

bersalah. 

b. Dalam Hukum Perdata, misalnya: dalam hukum perjanjian, antara 

lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. 

 

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan dan Kondisi Yang Ada serta 

Permasalahan yang Dihadapi 

1. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo 

Berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-

2026, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Jawa Tengah, yang terletak di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa 

Tengah dan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara 

astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak di antara 110° 57’ 33,70” BT – 

110° 42’ 6,79” BT, dan antara 7° 32’ 17,00” LS – 7° 39’ 42,00” LS. 

Adapun secara geografis, wilayah Kabupaten Sukoharjo berada di sebelah 

selatan Kota Surakarta. Batas-batas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara  : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. 

b. Sebelah Timur  : Kabupaten Karanganyar  

c. Sebelah Selatan  : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan 

Kabupaten Wonogiri  

d. Sebelah Barat  : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.  

Secara administrasi, Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 

kecamatan yang terdiri atas 17 kelurahan dan 150 desa. Luas wilayah 

Kabupaten Sukoharjo tercatat 46.666 ha atau sekitar 1.43% luas wilayah 

Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Polokarto merupakan kecamatan terluas 
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di Kabupaten Sukoharjo, yaitu 6.218 ha (13%), sedangkan yang paling 

kecil adalah Kecamatan Kartasura seluas 1.923 ha (4%) dari luas 

Kabupaten Sukoharjo. 

Posisi wilayah Kabupaten Sukoharjo berada pada posisi jalur yang 

sangat strategis yaitu pada kawasan simpang segitiga emas Joglosemar 

(Yogya – Solo – Semarang), yang merupakan simpang kutub pusat 

pertumbuhan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Yogyakarta, Solo dan 

Semarang. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu wilayah yang 

termasuk bagian dalam kawasan wilayah pengembangan regional 

Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, 

Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Selain itu, posisi Kabupaten Sukoharjo 

berada pada jalur akses menuju Kawasan Pantai Selatan (Pansela) 

Kabupaten Sukoharjo dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Berdasarkan karakteristik perkembangannya, Kabupaten Sukoharjo 

dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu kawasan bagian utara, kawasan bagian 

tengah dan kawasan bagian selatan. 

Wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus 

potensi wilayah yang harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan 

sumberdaya alamnya. Potensi wilayah tersebut terdiri dari kawasan 

budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tertuang dalam RTRW 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031.  

a. kawasan budidaya; dan 

b. kawasan lindung. 

Berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-

2026, pada Tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo 

sebanyak 906.403 orang dengan perincian jumlah penduduk sebanyak 

453.879 penduduk laki-laki dan 452.524 penduduk perempuan. 

Berdasarkan data penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis 

Kelamin pada tahun 2019, jumlah penduduk yang terrbesar terdapat pada 
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kelompok umur 35-39 (8,1%), diikuti oleh masyarakat kelompok umur 10-

14 tahun (7,8%) dan diikuti oleh kelompok umur 15-19 tahun (7,6%). Hal 

ini tentu menjadi peluang bagi Kabupaten Sukoharjo karena penduduk 

dengan jumlah tersebut masih tergolong usia produktif 

 

2. Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo 

Pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 

merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 

Sukoharjo lima tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 

Sukoharjo tahun 2021-2026. 

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 

merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 

periode tahun 2021-2026 yaitu: “Terwujudnya Sukoharjo Yang Lebih 

Makmur” 

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 

merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten 

Sukoharjo tahun 2016-2020.  

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat 

Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh 

kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun 

batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo 

yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi. 

MAJU, Maju mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi 

lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban 

yang lebih tinggi. Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita 

ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikr dan berusaha keras 

kearah peningkatan menjadi lebih baik. 

AMAN, Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak 

untuk dapat terlaksananya pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan yang 

terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan 

pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.  
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KONSTITUSIONAL, Penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat 

dipertanggungjawabkan menurut hukum.  

MANTAP, Warga masyarakat dan segenap penyelenggara 

pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.  

UNGGUL, Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk 

selalu berusaha mencapai yang terbaik.  

RAPI, Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur 

,tertib, beres.  

 

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah 

Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan 

daerah yaitu: 

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui 

Percepatan Reformasi Birokrasi 

Misi kesatu ini bertujuan untuk semakin mempercepat 

implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode 

sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya Tata Kelola 

Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.  

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada 

tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, 

efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas 

kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang 

semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan 

membangun open government dan pemerintahan yang responsif. Open 

government dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi 

publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi 

publik. 

Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam 

respon pemerintah kabupaten dalam menghadapi aduan dan persoalan 
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riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan 

maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan 

responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, 

cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi. 

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan 

tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi 

pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Kabupaten 

Sukoharjo kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan 

berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu perlu juga dilakukan 

pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, 

implementasi hingga evaluasi. 

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang 

baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat 

dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya 

manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia 

aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur 

yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi 

dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam 

quality assurance aparatur. 

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas  

Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing 

sumberdaya manusia Sukoharjo, agar semakin sehat, pintar, 

berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang 

semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu 

bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus 

demografi yang saat ini telah dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan 

sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial 

ini akan menempatkan Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan 

sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, 

dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, 

dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera. 
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Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya 

manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk 

karakter masyarakat Sukoharjo yang semakin berbudaya. Di tengah 

arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana 

masyarakat Sukoharjo tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai 

budaya asli Sukoharjo, serta menjaga kearifan lokal sejak dini. 

3. Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi  

Misi ketiga ini mempunyai tujuan mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas dan insklusif. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan 

pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun 

daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi 

pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur 

dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju 

pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi 

yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal 

ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralisasi. 

Pada tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan sentralisasi menjadi 

desentralisasi dengan memberlakukan Otonomi Daerah. Hal tersebut 

memberikan harapan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan 

dan ketimpangan antar daerah.  

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupatyen Sukoharjo 

dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung 

oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan 

menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada 

kelompok sasaran utama, seperti petani pelaku UKM dan pekerja dan 

kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemisikinan tersebut 

perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, 

dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di 
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seluruh wilayah Sukoharjo, memperhitungkan kelestarian lingkungan 

dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh 

kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi 

kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek 

ekonomi biaya tinggi.  

4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan  

Misi keempat mengara kepada pembangunan infrastruktur 

akan terus dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

pemenuhan pelayanan dasar, yang akan dilaksanakan dengan 

penguatan konektivitas, penyediaan akses perumahan, permukiman, 

air minum dan sanitasi yang layak, telekomunikasi dan transportasi 

yang aman dan memadai. 

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup dilakukan 

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan 

meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk menjaga kelestarian 

lingkungan agar kualitas lingkungan hiudp tetap terjaga, pemanfaatan 

sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, adil, efisien, dan 

bertanggungjawab serta lingkungan yang tangguh bencana. 

5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan 

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin 

diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, 

tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam 

kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi 

implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. 

Membangun masyarakat Sukoharjo yang religius, toleran, dan guyup 

ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan 

interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan 

menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, 

dan toleransi dalam kerangka kesatuan. 

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan 

pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, 



 

 

43 

 

mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi 

antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong 

kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk 

gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk 

menciptakan kehidupan masyarakat Sukoharjo yang aman dan 

nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik Sara. 

 

Dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah Sukoharjo 

lima tahun kedepan, menggunakan Trisakti Bung Karno sebagai haluan 

politik. Yang pertama adalah berdaulat di bidang politik yang diartikan 

sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang 

menyangkut hajat hidup mereka, yang menjadikan masyarakat juga 

sebagai subyek politik dalam pembangunan. Hal ini didasari berbagai 

situasi bangsa saat ini, sehingga Kabupaten Sukoharjo memiliki kewajiban 

untuk aktif menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, nila-

nilai Pancasila harus ditanamkan di benak rakyat; kedua, rakyat harus 

dibangkitkan kesadarannya untuk berani membela Pancasila dan 

menegakkan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, rakyat 

secara sistematis merawat kelangsungan hidup bangsa dan negara, 

sekaligus menjaga kedaulatannya sebagai warga negara. Sebab, tanpa 

negara, rakyat tidak mungkin berdaulat; tanpa rakyat berdaulat, negara 

tidak akan nyata. 

Yang kedua adalah berdikari dibidang ekonomi, yang digambarkan 

sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada umumnya dan di 

Kabupaten Sukoharjo khususnya harus memberikan dampak pada 

peningkatan kesejahteraan sekaligus kualitas hidup rakyat Kabupaten 

Sukoharjo secara berkelanjutan. Kesejahteraan harus meliputi, 

tercukupinya kebutuhan dasar warga, seperti pangan, perumahan, sandang, 

air bersih, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, alat transportasi, alat 

komunikasi dan lain-lain. Kemudian, terciptanya relasi sosial yang aman 

dan tidak diskriminatif, serta tersedianya infrastruktur sosial, ekonomi, 
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politik, keamanan dan kebudayaan yang nyaman, memadahi dan 

terjangkau. Untuk itu, perlu mengembangkan ekonomi berbasis pada 

sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal, demi mengurangi 

ketergantungan ekonomi dari pihak luar. Sedang unsur luar merupakan 

tambahan apabila diperlukan, serta membuka akses seluas-luasnya kepada 

rakyat untuk penghidupan ekonomi yang lebih baik dengan prinsip 

berdikari dibidang ekonomi. 

Ketiga adalah berkepribadian dalam kebudayaan, yang dijelaskan 

sebagai berikut. Demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, 

pemanfaatan teknologi informasi harus diarahkan agar mampu mendorong 

transparansi pemerintahan, penghargaan atas perbedaan, penggalangan 

solidaritas sosial, dan penguatan gotong royong. Transparansi 

pemerintahan diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran untuk 

memerangi korupsi; membangun sikap menghormati atas perbedaan 

merupakan keniscayaan mengingat keragaman merupakan kodrat alam; 

menggalang solidaritas sosial untuk mempertahankan dan memajukan 

kehidupan bersama; dan menguatkan budaya gotong royong sebagai 

landasan untuk mempertahankan kepribadian bangsa. Semua itu perlu 

dilakukan guna mencapai apa yang disebut dengan berkepribadian dalam 

kebudayaan. 

 

3. Perangkat Daerah Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo 

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo merupakan 

suatu Badan teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang 

mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di 

bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi 

kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan 

Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 
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Kepala Badan, Sekretaris Badan, Bidang Anggaran, Bidang Pendapatan, 

Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Aset 

Daerah, dan jabatan fungsional. 

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, Program Kerja Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

2. Program Peningkaran Sarana dan Prasarana Aparatur. 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan. 

6. Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

7. Program Penataan Penugasan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah. 

8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. 

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 

11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 

 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Pasal 

29 ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah; 

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan daerah; 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis di bidang keuangan daerah; 

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah; 

5. Pelaksanaan fungsi keseketariatan Badan Keuangan Daerah; 
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6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Visi dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2016-2021 adalah “Terwujudnya Peningkatan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan sumber daya, pengelolaan keuangan Daerah dan peningkatan 

pendapatan Daerah dengan semangat desentralisasi, demokrasi, 

transparansi dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan 

pelayanan kepada masyarakat”. 

Sedangkan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo 

telah dirumuskan yang dapat diukur masing-masing kinerja yang berguna 

sebagai bahan evaluasi dan masukan sehingga terwujud kerangka 

konstruksi yang meliputi : 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya pengelolaan keuangan Daerah. 

2. Meningkatkan fungsi perencanaan dan penyusunan anggaran Daerah. 

3. Menignkatkan fungsi pemungutan pendapatan Daerah dan efisiensi 

belanja Daerah. 

4. Meningkatkan fungsi pengendalian Kas Daerah, perbendaharaan 

umum Daerah dan verifikasi serta perhitungan anggaran, 

pertanggungjawaban keuangan Daerah. 

 

4. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam 

melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan perundangan dan 

merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan karena 

terkait dengan upaya pemenuhan pendanaan bagi pembiayaan program-

program pembangunan. Salah satu hambatan pembangunan selama ini 

adalah ketidaksesuain antara permasalahan pembangunan yang harus 

ditangani dengan ketersediaan sumber-sumber pendanaan yang memadai, 

sehingga belum semua permasalahan pembangunan bisa ditangani. 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

yang dilaksanakan setiap tahun pada dasarnya bertujuan untuk 
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menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, 

mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan 

mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara 

baik. Kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk 

menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan 

daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. 

Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu 

APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap 

APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Analisis kinerja 

keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan 

pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan 

pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja 

daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada 

dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan 

penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah 

dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama 

ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas 

pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk 

penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis kinerja 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan 

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta analisis 

kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang 

kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai 

penyelenggaraan pembangunan daerah. 

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau 

penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap 
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tahunnya, secara umum gambaran kinerja pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah 

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari : 

1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, 

Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang 

Sah; 

2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi 

Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi 

Khusus; serta 

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari 

Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian 

dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 

Pemerintah Daerah Lainnya. 

b. Belanja Daerah 

Selain mengukur kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi 

realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja 

terdiri dari : 

1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas: 

a) Belanja Pegawai; 

b) Belanja Bunga; 

c) Belanja Subsidi,  

d) Belanja Hibah; 

e) Belanja Bantuan Sosial; 

f) Belanja Bantuan Keuangan Kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya; 

dan 

g) Belanja Tidak Terduga. 
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2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas: 

a) Belanja Pegawai; 

b) Belanja Barang dan Jasa; 

c) Belanja Modal. 

 

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa 

besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi 

belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah 

sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat 

sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat 

pada peningkatan pendapatan masyarakat. 

Asumsi pendapatan dibangun berdasarkan kondisi Belanja 

daerah dari tahun ke tahun, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) tetap memberikan kontribusi yang besar bagi upaya 

menggerakan seluruh sektor pembangunan. Karena besarnya peran 

belanja daerah tersebut, maka pemahaman terhadap perkembangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke 

tahun sangat penting, guna memberikan arah proyeksi belanja untuk 

sektor-sektor pembangunan di tahun 2016 s/d tahun 2021.  

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2016-2021 tetap 

dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan 

efektif, yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan-Peraturan 

lainnya. 

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 2016-2026, 

realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020, 

diketahui pula bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 adalah sebesar 1,12%. Angka 

tersebut dipengaruhi dari angka rata-rata pertumbuhan dari semua 
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komponen pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah. Adapun 

rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 

5,86%, dan Dana Perimbangan terjadi rata-rata negatif sebesar –

1,34%, sedamgkan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 5,31%. 

 

Gambar 2.1 

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 

Sumber: RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2016-2026 

 

Pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2016-2020 

didominasi dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Kontribusi 

Dana Perimbangan mengalami penurunan dari sebesar 64,55% pada tahun 

2016 menjadi 59,25% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 60,69% 

pada tahun 2020 
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Dengan melihat gambar di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo tingkat kemandiriannya masih rendah atau tingkat 

ketergantungan terhadap pihak luar/sumber dana eksternal masih sangat 

besar. Kondisi tersebut disebabkan adanya :  

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mana kebijakan tersebut akan 

berpengaruh pada penerimaan pendapatan, baik itu Pendapatan 

Transfer, Pendapatan Asli Daerah maupun Lain-lain pendapatan 

daerah yang sah. Adapun kebijakan-kebijakannya meliputi : 

a. mengalihkan dana tugas pembantuan ke Dana Alokasi Khusus 

(DAK), baik DAK fisik maupun DAK non fisik; 

b. Alokasi dana desa yang yang disalurkan lewat Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; 

c. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur belum 

ditetapkan targetnya karena sebagaimana kebijakan dari 

Pemerintah untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang 

belum memenuhi ketentuan cakupan layanan belum diwajibkan 

menyetorkan bagian laba untuk Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan. 

2. Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah. 

Dalam memaksimalkan dan mendorong laju pertumbuhan pendapatan 

asli daerah terutama, dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah 

dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi 

dilakukan dengan menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan 

dari pajak daerah dan retribusi daerah (intensifikasi) yang telah ada 

serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. 

Ekstensifikasi dilakukan dengan cara menyempurnakan peraturan 

daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yang telah 

ada, serta membuat peraturan daerah baru untuk menerapkan pajak 

daerah dan retribusi daerah yang baru pula. Dalam penyusunan perda 

baru tersebut diupayakan sebagai respon terhadap perubahan 

ketentuan penarikan jenis pajak daerah, retribusi daerah, untuk 
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merespon dimungkinkannya penarikan jenis pajak daerah maupun 

retribusi daerah baru yang sebelumnya belum diatur oleh peraturan 

manapun, termasuk oleh pemerintah pusat. Penyempurnaan 

administrasi pendapatan daerah menyangkut melakukan reformasi 

pengaturan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini 

ditujukan agar para wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah 

dapat secara optimal memenuhi kewajibannya dengan membayar 

pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana mestinya. Serangkaian 

cara dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini, seperti: melakukan 

perbaikan metode identifikasi, mekanisme registrasi, dan pemungutan; 

mengembangkan sistem evaluasi; merencanakan dengan lebih baik 

sistem pengawasan, pemungutan, dan pelaporan keuangannya. 

Upaya mendongkrak perolehan laba usaha kepada pemerintah daerah 

dilakukan dengan penambahan modal yang diberikan kepada Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kemampuan sumber daya 

manusia, penyusunan Road Map Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

yang terintegrasi kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD), menerbitkan pedoman tentang Investasi Pemerintah 

Daerah dan optimalisasi manajemen. 

3. Keterkaitan Antara Kinerja Keuangan Dengan Pertumbuhan Ekonomi, 

Pengangguran, dan Kemiskinan. Kemandirian dan pengelolaan secara 

ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah akan dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, karena pemerintah 

daerah akan lebih leluasa menerapkan kebijakan-kebijakan dalam hal 

percepatan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan 

masyarakatnya dan aparatur daerah dapat secara inisiatif dan kreatif 

mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Dengan 

pertumbuhan ekonomi daerah yang baik akan menggerakkan semua 

sektor perekonomian yang ada secara cepat dan ini sekaligus dapat 

menimbulkan lapangan-lapangan usaha, sehingga akan dapat 
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mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. 

 

5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 

Kebijakan pengelolaan keuangan meliputi kebijakan pengelolaan 

pendapatan dan kebijakan pengelolaan belanja daerah. Kebijakan 

pendapatan daerah yang dilaksanakan tetap dalam upaya optimalisasi 

seluruh potensi pendapatan dan menekan sekecil mungkin kebocoran 

pendapatan, sehingga kebijakan yang diarahkan dalam upaya tersebut 

adalah : 

a. Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) didasarkan pada 

potensi, terukur secara rasional tidak semata-mata didasarkan dari 

capaian tahun sebelumnya. 

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pendapatan Asli 

Daerah. 

c. Penerapan rewards dan punishment. 

d. Peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusia. 

e. Penguatan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). 

f. Peningkatan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah 

pengelola pendapatan. 

g. Pendelegasian sebagian kewenangan kepada camat. 

h. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Provinsi. 

i. Peningakatan kerjasama dengan pihak ketiga.  

j. Pemenuhan ketentuan-ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam 

memperolah dana dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi 

maupun sumber lainnya. 

 

Kebijakan anggaran untuk belanja daerah terbagi kedalam dua 

bagian belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja 
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langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan, diupayakan agar Belanja Langsung 

mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung. 

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk 

menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika 

terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan berasal dari Sisa lebih 

Anggaran Tahun lalu, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.Sedangkan 

pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal daerah dan 

pembayaran pinjaman daerah. 

 

6. Strategi Pembangunan Daerah 

Strategi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo sesuai dokumen yang 

tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : 

a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui 

Percepatan Reformasi Birokrasi 

Selama tahun 2021-2026 capaian reformasi birokrasi yang 

paling mendasar adalah berhasil menempatkan rakyat pada tempat 

yang terhormat dimana ruang rakyat untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan, penentuan arah dan pengawasan 

pembangunan menjadi semakin terbuka. Pada gilirannya partisipasi 

masyarakat mampu mendorong reformasi birokrasi yang semakin 

berpihak kepada kepentingan publik dan tanggap terhadap 

permasalahan yang dihadapai rakyat secara dinamis. Birokrasi telah 

ditempatkan sebagai subyek reformasi yang mendapatkan manfaat 

(benefit) dari reformasi itu sendiri, serta juga telah berhasil 

meningkatkan semangat dan kenyamanan bekerja, kemauan 

bekerjasama, transparasi, dan akuntabel. 

Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi di Kabupaten 

Sukoharjo tetap diarahkan pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan 
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publik yang semakin dinamis dan terbuka; efektivitas, efisiensi dan 

akutabilitas manajemen pemerintahan; serta efisiensi kelembagaan, 

dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik. 

b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 

Tujuan pada misi ini adalah Membentuk sumber daya manusia 

yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter dengan sasaran, 

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, meningkatnya 

Kualitas Pendidikan, Meningkatnya pengendalian penduduk, 

Meningkatnya kualitas kualitas anak, perempuan, dan pemuda, serta 

meningkatnya kearifan budaya lokal. Strategi yang akan dilakukan 

adalah :  

1) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju 

cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan 

pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan 

mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif 

didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. 

2) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. 

3) Meningkatnya pengendalian penduduk. 

4) Meningkatnya kualitas kualitas anak, perempuan, dan pemuda. 

5) Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin. 

c. Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi 

Misi ketiga mempunyai tujuan Mewujudkan Pertumbuhan 

Ekonomi Yang Berkualitas dan Insklusif, dengan sasaran 

Meningkatnya pertumbuhan produktifitas, dan Meningkatnya 

kemandirian desa. Strategi yang akan dilakukan adalah : 

1) Sasaran Meningkatkan pertumbuhan produktifitas. 

2) Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa 

d. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan 

Misi keempat mempunyai tujuan kesatu Meningkatkan 

pemerataan pembangunan infrastruktur dengan sasaran Meningkatnya 

kualitas infratruktur, dan tujuan kedua adalah Terwujudnya 
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lingkungan sehat, aman, tangguh, berkelanjutan, dengan sasaran 

Meningkatkan Kualitas Lingkungan, dan Meningkatnya kesiagaan dan 

ketangguhan bencana. 

e. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan 

Makna yang terkandung dalam misi ini adalah bagaimana 

menciptakan kehidupan masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang aman 

dan nyaman, kerukunan antar umat beragama, pluralisme, tanpa ada 

konflik sosial maupun agama bahkan konflik sara, dan tercipta kohesi 

sosial masyarakat yang baik. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu 

persentase penurunan konflik bernuansa sara, melalui penciptaan 

kohesi sosial di masyarakat 

 

7. Permasalahan yang Dihadapi 

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pengelolaan keuangan Daerah diuraikan mengenai permasalahan-

permasalahan yang dihadapi diantaranya  bahwa pengelolaan keuangan 

daerah dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Sering terjadi permasalahan jaringan (koneksi ke server) pada sistem 

pengelolaan keuangan daerah. 

2. Adanya sarana pengamanan asset yang rusak karena alam maupun 

manusia. 

3. Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum memadai dan 

kualitas kinerjanya masih rendah dalam hal pengelolaan keuangna 

daerah. 

4. Rendahnya kordinasi secara vertikan horizontal. 

5. Ketergantungan keuangan daerah pada pembiayaan dari pusat masih 

relatif tinggi. 
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

YANG BERKAITAN DENGAN PENGATURAN  PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. 

Materi muatan yang akan dituangkan dalam batang tubuh Rancangan Peraturan 

Daerah (Raperda) mempunyai landasan terhadap beberapa peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 

perlu menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa 

peraturan yang relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Hal 

tersbut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan aspek 

yuridis. 

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/acuan 

dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah baik yang menyangkut mengenai kewenangan maupun 

substansi materi muatan yang dituangkan dalam peraturan daerah antara lain: 

A. Peraturan Perundang - undangan yang Mengatur Kewenangan 

Pemerintah Daerah Dalam Mengatur dan Mengurus Sendiri Urusan 

Pemerintahan Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut “Pemerintahan 

Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain 

untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Ketentuan ayat (6) 

Pasal 18 ini merupakan hasil dari amandemen ke dua Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Hal ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo 

mempunyai kewenangan dalam membentuk dan menetapkan peraturan 
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daerah sesuai kewenangan yang dimilikinya. Pelaksanaan penetapan 

peraturan daerah ini merupakan atas dasar pelaksanaan otonomi daerah 

dan tugas pembantuan. Dengan adanya peraturan daerah diharapkan dapat 

memberikan pengaturan dan kekuatan hukum yang mengikat khususnya di 

daerah. 

 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 

6398) 

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

peraturan daerah itu jelas merupakan salah satu jenis peraturan perundang-

undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang. Jenis dan 

hieararki peraturan perundang-undangan itu ditentukan sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-

Undang; 

c. Peraturan Pemerintahan; 

d. Peraturan Presiden; 

e. Peraturan Daerah. 

Bahkan dalam Pasal 7 ayat (2) ditentukan pula bahwa Peraturan 

Daerah sebagaimana dimaksud diatas meliputi: 

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi bersama dengan gubernur; 
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b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota. 

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan 

perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa 

atau nama lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sedangkan 

keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398) merupakan 

penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004, antara lain:  

a. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak 

yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak 

memberikan suatu kepastian hukum;  

b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;  

c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan 

perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan 

Peraturan Perundangundangan; dan  

d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab 

sesuai dengan sistematika. 

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang 

sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam 

Undang-Undang ini, yaitu antara lain:  
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a. Penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan 

hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. Perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-

undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda 

melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintahan, 

Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan 

lainnya; 

c. Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-

Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintahan Pengganti 

Undang-Undang;  

d. Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam 

penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota;  

e. Pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan 

Perundangundangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan  

f. Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam 

Lampiran I Undang-Undang ini. Dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398) 
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terdapat perubahan tata urutan Peraturan perundang-undangan 

yang diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut:  

(1) Undang-Undang Dasar 1945 

(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(3) Undang-undang / Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-

Undang 

(4) Peraturan Pemerintahan 

(5) Peraturan Presiden 

(6) Peraturan Daerah Provinsi 

(7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Selain adanya penambahan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan 

Perundang-undangan, yaitu adanya penegasan peraturan daerah 

provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai suatu 

hierarki tata turutan Peraturan perundang-undangan. 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.9 

Penyelengaraan Pemerintahan Daerah berbeda dengan 

penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala 

daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 

diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang 

diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra 

sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan 

pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan 

atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah dibantu oleh 

Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi Dewan Perwakilan Rakyat 

 
9 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka 

susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi 

DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur 

dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan 

pengaturannya secara terintegrasi.10 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

telah mengamanatkan Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan 

pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan 

pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah 

provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi 

dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan 

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk 

Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak 

konstitusional masyarakat. Pembagian urusan pemerintahan konkuren 

antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan 

Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang 

lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan 

Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing 

yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara 

Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam 

pelaksanaannya.11 

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda 

sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi 

Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari 

 
10 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

11 Ibid 
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Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam 

batasbatas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian 

Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya 

sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu 

Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak 

boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam 

kaidah penyusunan Perda.12 

Pengertian Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, berkaitan dengan 

pengaturan kewenangan Pemerintahan Daerah, diantaranya: 

a. Pasal 9 

(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, 

urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 

(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat. 

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 

(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah 

menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. 

(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 

sebagai kepala pemerintahan. 

 

 

 
12 Ibid 
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b. Pasal 11 

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam 

Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar. 

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan 

Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan 

Pelayanan Dasar. 

c. Pasal 12 

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: 

a. pendidikan; 

b. kesehatan; 

c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat ; 

dan 

f. sosial. 

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 

meliputi: 

a. tenaga kerja; 

b. perempuan dan pelindungan anak; 

c. pangan; 

d. pertanahan; 

e. lingkungan hidup; 

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 
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g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

i. perhubungan; 

j. komunikasi dan informatika; 

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 

l. penanaman modal; 

m. kepemudaan dan olah raga; 

n. statistik; 

o. persandian; 

p. kebudayaan; 

q. perpustakaan; dan 

r. kearsipan. 

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 ayat (1) meliputi: 

a. kelautan dan perikanan; 

b. pariwisata; 

c. pertanian; 

d. kehutanan; 

e. energi dan sumber daya mineral; 

f. perdagangan; 

g. perindustrian; dan 

h. transmigrasi. 

 

d. Pasal 13 

(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip 

akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan 

strategis nasional. 



 

 

67 

 

(2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 

adalah: 

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi 

atau lintas negara; 

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah 

provinsi atau lintas negara; 

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 

lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih 

efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau 

e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi 

kepentingan nasional. 

(3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi 

adalah: 

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah 

kabupaten/kota; 

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah 

kabupaten/kota; 

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 

lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau 

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih 

efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. 

(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota adalah: 

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah 

kabupaten/kota; 

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah 

kabupaten/kota; 
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c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 

hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau 

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih 

efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. 
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4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 

Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Menurut ketentuan Pasal 77 Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut: Ketentuan 

mengenai penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah 

Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai 

dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 

penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 86 Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa: 

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi di 

lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 

sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan DPRD 

Kabupaten/Kota. 

 

B. Peraturan Perundang - undangan yang Mengatur Kewenangan 

Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Mengenai Pengelolaan keuangan 

Daerah 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisi keuangan negara 

sebagai berikut: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban 

negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 



 

 

70 

 

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara 

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.  

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan definisi keuangan 

negara tersebut adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi 

obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan 

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan 

kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara 

yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa 

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban tersebut. 

Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi 

seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau 

dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan 

Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan 

negara. 

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian 

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut 

di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan 

sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara 

meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan 

dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. 13 

Bidang pengelolaan keuangan negara yang luas tersebut dapat 

dikelompokkan ke dalam: sub-bidang pengelolaan fiskal, sub-bidang 

pengelolaan moneter, dan sub-bidang pengelolaan kekayaan negara yang 

dipisahkan. Lebih lanjut, lingkup keuangan negara meliputi (Pasal 2): 

1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan 

uang, dan melakukan pinjaman  

 
13 http://www.warsidi.com/2010/01/keuangan-negara-definisi-menurut-uu-no.html 
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2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga  

3. penerimaan negara  

4. pengeluaran negara  

5. penerimaan daerah  

6. pengeluaran daerah  

7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh 

pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak 

lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang 

dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah  

8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum  

9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas 

yang diberikan pemerintah Kekayaan pihak lain yang dimaksud di sini 

meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain 

berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan 

kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah. 

 

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan 

pemerintahan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara mengatur kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai 

berikut (Pasal 6):14 

1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan 

pemerintahan. 

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud di 

sini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang 

bersifat khusus. 

 
14 http://www.warsidi.com/2010/01/kekuasaan-atas-pengelolaan-keuangan.html 
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Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan 

umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain 

penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, 

penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian 

negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman 

pengelolaan penerimaan negara. 

Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan 

teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain 

keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan 

rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset 

dan piutang negara. 

2) Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut: 

a) dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal 

dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang 

dipisahkan. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden 

dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial 

Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia. 

b) dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang 

dipimpinnya. Setiap menteri/pimpinan lembaga pada 

hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu 

bidang tertentu pemerintahan. Dalam ketentuan ini yang 

dimaksud dengan lembaga adalah lembaga negara dan lembaga 

pemerintah nonkementerian negara. Di lingkungan lembaga 

negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah 

pejabat yang bertangguing jawab atas pengelolaan keuangan 

lembaga yang bersangkutan. 

c) diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala 

pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan 

mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 
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d) tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi 

antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur 

dengan undang-undang. 

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut juga 

diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan 

daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas 

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan 

menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral. 

Prinsip pembagian kekuasaan ini perlu dilaksanakan secara konsisten 

agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, 

terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong 

upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas 

pemerintahan. 

Selanjutnya, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

menegaskan bahwa: 

1. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk 

mencapai tujuan bernegara. 

2. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai 

tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun 

disusun APBN dan APBD. 

 

Sub-bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan 

kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi 

perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan 

keuangan. 

Tugas Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas 

pengelolaan fiskal meliputi (Pasal 8): 

1) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro 

2) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN 

3) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran 
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4) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan 

5) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan 

dengan undang-undang 

6) melaksanakan fungsi bendahara umum negara 

7) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN 

8) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal 

berdasarkan ketentuan undang-undang. 

 

Sementara itu, menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang 

dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang 

dipimpinnya 

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran 

c. melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang 

dipimpinnya 

d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan 

menyetorkannya ke Kas Negara 

e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab 

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Piutang yang 

dimaksud di sini adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara 

bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab 

kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.. Utang yang 

dimaksud di sini adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam 

rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan 

tanggung jawab kementerian negara/lembaga berkaitan sebagai unit 

pengguna anggaran dan/atau kewajiban lainnya yang timbul 

berdasarkan undangundang/keputusan pengadilan. 

f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya 
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g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian 

negara/lembaga yang dipimpinnya Penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan yang dimaksud di sini adalah dalam rangka akuntabilitas 

dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk 

prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya 

berdasarkan ketentuan undang-undang. 

 

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang diserahkan oleh 

Presiden kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan 

daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah 

selaku pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) dan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat 

pengguna anggaran/barang daerah (Pasal 10). Dalam rangka pengelolaan 

keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah mempunyai tugas 

sebagai berikut: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melaksanakan pemungutan 

pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

c. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah 

d. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 

Adapun kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat 

pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; 

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran 

c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang 

dipimpinnya 
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d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak 

e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan 

kerja perangkat daerah yang dipimpinnya 

f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab 

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; 

g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat 

daerah yang dipimpinnya. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam 

pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas 

penggunaan anggaran. 

 

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 

alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan 

selaras. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah 

melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, 

perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan 

pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas 

antarsusunan pemerintahan. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan 

pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai 

masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-

daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan 

kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk 
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meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk 

mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan 

Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 

Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, yang 

mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan 

yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masingmasing tingkat 

pemerintahan. 

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah 

mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan 

Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan 

memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah. Pemerintah pada 

hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi 

stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada 

umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan 

fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui 

kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga 

fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-

dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. 

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, 

pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara 

nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, 

dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan 

keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah 

otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan 

berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. 

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara 

efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak 

tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur 
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pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan kewenangan 

pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik kewenangan 

Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada 

Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka 

Tugas Pembantuan. 

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri 

atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan 

Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan 

Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil 

Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, 

dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. 

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas 

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu 

Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk 

mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat 

dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan 

antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem 

transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. 

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu Dana 

Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan 

antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan 

kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang 
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mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. Dana Alokasi Umum 

(DAU) suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal 

gap) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah 

(fiscal need) dan potensi Daerah (fiscal capacity). Dalam Undang-Undang 

ini ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan 

variabel Dana Alokasi Umum (DAU). Alokasi Dana Alokasi Umum 

(DAU) bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal 

kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) relatif kecil. 

Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal 

besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) relatif besar. 

Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi Dana Alokasi Umum 

(DAU) sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. Dana Alokasi Khusus 

(DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan 

khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai 

dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana 

dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar 

tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah. 

Undang-Undang ini juga mengatur hibah yang berasal dari 

pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga 

internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, 

baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau 

jasa termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. 

Dalam lain-lain pendapatan selain hibah, Undang-Undang ini juga 

mengatur pemberian Dana Darurat kepada Daerah karena bencana 

nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi 

dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di 

samping itu, Pemerintah juga dapat memberikan Dana Darurat pada 

Daerah yang mengalami krisis solvabilitas, yaitu Daerah yang mengalami 

krisis keuangan berkepanjangan. Untuk menghindari menurunnya 

pelayanan kepada masyarakat setempat, Pemerintah dapat memberikan 
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Dana Darurat kepada Daerah tersebut setelah dikonsultasikan terlebih 

dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber Pembiayaan yang 

bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah dan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber 

dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak 

negatif bagi Keuangan Daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter 

secara nasional. Oleh karena itu, Pinjaman Daerah perlu mengikuti 

kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi Pinjaman Daerah yang diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan yang sudah 

menjadi tuntutan masyarakat. Semua penerimaan dan pengeluaran yang 

menjadi hak dan kewajiban Daerah dalam tahun anggaran yang 

bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Dalam pengadministrasian Keuangan Daerah, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD), dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

Mengenai keuangan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, diatur tersendiri 
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dalam Bab XI dengan judul Bab Keuangan Daerah, dengan pokok 

pengaturan sebagai berikut: 

a. Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah 

untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. 

b. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang diserahkan kepada Daerah meliputi: 

1) pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

2)  pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 

3) pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk 

Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-

undang; dan 

4) pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif 

(fiskal). 

c. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang ditugaskan kepada Daerah disertai dengan pendanaan sesuai 

dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan 

dari Tugas Pembantuan. 

d. Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan 

Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. 

e. Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan 

keuangan Daerah meliputi: 

1) mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 

2) menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam 

APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan 

3) melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang 

ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. 
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f. Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan 

Pemerintahan. 

g. Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 

h. Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. 

i. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan 

sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, 

serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat 

Daerah. 

j. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip 

pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan 

yang menerima atau mengeluarkan uang. 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165) 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan 

Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada 

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan 



 

 

83 

 

sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik 

Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. 

Akuntansi berbasis akrual, yaitu suatu basis akuntansi di mana 

transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan 

dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa 

memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam 

akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat 

terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang 

paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. 

Beberapa pengaturan pokok dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, meliputi: 

1. Struktur SAP Berbasis Akrual 

Didalam struktur SAP berbasis akrual berdasar ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat tambahan pernyataan 

standar akuntansi yaitu pada pernyataan PSAP Nomor 12 tentang 

Laporan Operasional, adapun Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintahan adalah sebagai berikut : Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP) terdiri dari: PSAP Nomor 01 tentang Penyajian 

Laporan Keuangan; PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi 

Anggaran; PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; PSAP Nomor 

04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;PSAP Nomor 04 tentang 

Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi 

Persediaan; PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; PSAP 

Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; PSAP Nomor 08 tentang 

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; PSAPN 09 tentang 

Akuntansi Kewajiban; PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, 

Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; PSAPN 

11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; dan PSAP Nomor 12 

tentang Laporan Operasional. 
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2. Komponen Laporan Keuangan 

Perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 juga terdapat pada 

komponen laporan keuangan, dimana pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 terdapat empat (4) jenis laporan keuangan yaitu : 1. Neraca; 

2. Laporan Arus Kas; 3. Laporan Realisasi Anggaran; 4. Catatan atas 

Laporan Keuangan. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 laporan 

keuangan yang harus disusun oleh Pemda bertambah menjadi enam 

(6) jenis laporan keuangan yaitu :Laporan Realisasi Anggaran; 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); Neraca; Laporan 

Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan 

atas Laporan Keuanggan. secara garis besar, penjelasan tentang jenis-

jenis laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

Meskipun basis yang harus digunakan adalah basis akrual, khusus 

untuk LRA masih menggunakan cash basis yang menyajikan 

informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja transfer surplus/defisit 

LRA dan belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, 

yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 

satu periode. Struktur LRA tidak ada perubahan yang terdiri dari: 

Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/defisit-LRA, 

Pembiayaan, Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran 

(SiLPA/SiKPA). 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Laporan ini melaporkan mutasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang 

merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA dari LRA, adapun 

struktur SAL adalah sebagai berikut: Saldo Anggaran Lebih awal; 

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang 

Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; Koreksi Kesalahan 

Pembukuan tahun Sebelumnya; dan Lain-lain 
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c. Neraca 

Merupakan laporan keuangan yang telah menerapkan basis akrual, 

karena itu tidak terdapat perbedaan signifikan hanya saja ada 

sedikit tambahan pos-pos didalam sisi asset dan perubahan format 

pada sisi ekuitas, dimana ekuitas dana tidak dirinci kedalam EDL, 

EDI dan EDC tapi merupakan jumlah total selisih antara asset dan 

kewajiban, perubahan itu jadi membuat format neraca lebih 

sederhana. format neraca terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas 

(tanpa dirinci lebih lanjut ke EDL, EDI, EDC) 

d. Laporan Operasional 

Format laporan operasional terdiri dari : Pendapatan-LO dari 

kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, 

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada, Pos luar 

biasa, bila ada, Surplus/defisit-LO. perbedaan signifikan LO dan 

LRA terletak pengakuan belanja dan beban. Diatas telah dijelaskan 

bahwa penyusunan LRA masih menggunakan kas basis dalam arti 

kata pengakuan belanja di LRA adalah sebesar kas yang 

dikeluarkan dari kas daerah, juga pendapatan diakui pada saat 

diterima dikas daerah. Sedangkan pengakuan beban pada laporan 

operasional adalah juga meliputi kewajiban/biaya yang timbul 

meskipun belum dibayar tidak semata-mata melihat apakah kas 

tersebut sudah keluar atau belum dari kas daerah. hal yang sama 

juga berlaku pada pengakuan pendapatan yaitu pada saat timbulnya 

hak atas pendapatan tersebut. Pengertian timbulnya hak tersebut 

perlu dijelaskan bahwa timbulnya harus ditandai dengan suatu 

dokumen yang menyatakan bahwa benar-benar hak tersebut 

diperkirakan dapat direalisasikan. Dalam pengertian ini tidak 

termasuk potensi-potensi sumber-sumber daya yang belum 

dieksploitasi (national resources), misalnya kandungan minyak, 

kandungan batu bara, ikan, hutan, dan sebagainya.  

 



 

 

86 

 

e. Laporan Perubahan Ekuitas 

Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: Ekuitas awal 

Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi 

yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana 

3. Hubungan Antar Laporan Keuangan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengakomodasi dua 

jenis pelaporan, yaitu laporan pelaksanaan anggaran dan laporan 

financial. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan 

laporan financial terdiri dari neraca, Laporan Operasional, Arus Kas, 

Catatan Atas Laporan Keuangan dan laporan perubahan ekuitas. 

4. Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual  

Didalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 

hendaknya setiap pemerintah daerah merumuskan strategi yang 

dimulai dari aturan pelaksanaan menyangkut penyiapan aturan 

pelaksanaan dan kebijakan akuntansi, kemudian pengembangan 

sistem akuntansi dan TI, pengembangan kapasitas SDM, semua itu 

harus disosialisasikan agar ada keseragaman pandangan didalam 

pelaksanaan teknis akuntansi diseluruh SKPD. 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah disusun untuk menyempurnakan pengaturan 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. 

Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) 
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pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipatif.  

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup 

pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan 

penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

a. Perencanaan dan Penganggaran 

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah 

menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser 

penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos 

belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program 

kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan 

mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran 

Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. 

Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk 

mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga 

berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan 

dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk 

melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat 

indikator yang relevan. 

Peraturan Pemerintah ini menentukan proses penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimulai dari pembuatan 

KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh 

masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar 

untuk membuat rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Perkada tentang penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rancangan Perda 

dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah 

kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. 
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Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan 

kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk 

kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil 

evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada 

sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh 

Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 

rancangan Peraturan Kepala Daerah menjadi Perkada tentang 

penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Indikator Kinerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses 

pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah 

lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan 

Keluaran (output) dan Hasil (outcome) yang akan dicapai. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan 

Kinerja lebih fokus pada Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dari 

Kegiatan. 

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran (output) 

dan Hasil (outcome) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh 

karena itu, Peraturan Pemerintah ini menyempurnakan pengaturan 

mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur Kinerja dalam 

setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas penganggaran berbasis Kinerja serta mewujudkan 

sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini 

masih belum tercapai. 

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan 

banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak 

mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam 

rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. 
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Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus 

memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini harus sejalan 

dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan 

demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana 

mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan 

penatausahaan bisa diminimalisir.Peraturan Pemerintah ini juga 

mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan 

kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang 

merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan 

anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu 

penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. 

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang 

bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian 

fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan 

(PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, 

pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan 

juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan 

untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan 

Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah. 

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan 

koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan 

berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus 

mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis 

akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah 

sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di 

Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan 

penerapan basis akuntasi akrual. 
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c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk 

laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari 

penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan 

pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) 

laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, 

neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan 

perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan 

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh 

Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi 

berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini 

merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena 

akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah 

satunya yaitu sumber daya manusia. 

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan 

Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, 

masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. 

Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi 

dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan 

Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa 

melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses 

penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. 

 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Dokumen dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disajikan 

dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan 

kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan 

pengelolaan keuangan daerah. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan 
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Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

terdiri atas: 

a. pengelola keuangan daerah; 

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan 

daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan 

tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan 

informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang 

dilakukan secara elektronik. 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik 

Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang 

lingkup Keuangan daerah meliputi: 

1) hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah 

serta melakukan pinjaman; 

2) kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain; 

3) penerimaan Daerah; 

4) pengeluaran Daerah; 

5) kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang 

dapat dinilai 

6) dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; 

dan/atau 

7) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah 

dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah 

dan/atau kepentingan umum. 
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c. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD); 

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) didasarkan prinsip: 

1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan 

daerah; 

2) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi; 

3) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS; 

4) tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 

5) dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 

kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

6) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk 

melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. 

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat 

kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk 

setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat 

daerah. 

d. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan setiap 

tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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(APBD) dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan 

kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. 

e. pelaksanaan dan penatausahaan; 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang 

ditandai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), pelaksanaan dan penatausahaan atas Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses-

proses sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah 

2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris 

3) Penyiapan DPA-SKPD 

4) Anggaran Kas dan SPD 

5) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah 

6) Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah 

7) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah 

f. laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD); 

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) mengungkapkan laporan kegiatan keuangan 

pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi, dan 

pemakaian sumber daya ekonomi serta ketaatannya terhadap 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 

Januari-Juni tahun anggaran berkenaan. 

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dengan realisasinya dalam periode Januari-Juni pada tahun 

anggaran berkenaan serta menyajikan unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Pendapatan-LRA; 

2) Belanja; 

3) Transfer; 

4) Surplus/Defisit-LRA; 

5) Pembiayaan; dan 

6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 

g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; 

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang 

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan 

akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan 

akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi.  

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, 

dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik 

spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka 

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, 

antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut 

disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan 

Kepala Daerah.  

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian sistematik dari 

prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk 
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mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan 

pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. 

SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan 

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar 

laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain melampirkan laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

dilampiri Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rancangan 

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibahas Kepala Daerah 

bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.  

i. kekayaan daerah dan utang daerah; 

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, 

dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah 

diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. Pemerintah Daerah 

mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Piutang Daerah yang tidak 

dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian 

Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan 

melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara 
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penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau 

bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang 

negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara 

penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perurndang-undangan.  

j. badan layanan umum daerah; 

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah menetapkan kebijakan 

fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat 

pengelola BLUD. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas 

pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan 

pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang 

dihasilkan.  

k. penyelesaian kerugian keuangan daerah; 

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan 

melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap 

bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang 

karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan 

kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah 

wajib mengganti kerugian dimaksud. Ketentuan mengenai 

penyelesaian kerugian daerah berlaku secara mutatis mutandis 

terhadap penggantian kerugian. Tata cara penggantian kerugian daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

l. informasi keuangan daerah;  
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Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah 

dan diumumkan kepada masyarakat. Informasi keuangan daerah 

paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan 

anggaran, dan laporan keuangan. Informasi keuangan daerah 

digunakan untuk:  

1) membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan 

laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;  

2) membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan 

Daerah;  

3) membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja 

Keuangan Daerah;  

4) menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;  

5) mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;  

6) mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; 

dan  

7) melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah  

m. pembinaan dan pengawasan. 

Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan sistem 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan 

kebutuhan setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus 

menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah 

yang efektif, efisien, dan transparan. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS  

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  

 

A. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis menguraikan mengenai landasan filsafat atau 

pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah 

ke dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan 

harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis yaitu 

cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup 

suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika 

pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik 

adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi didalamnya ada nilai kebenaran, 

keadilan dan kesusilaan dari berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.  

Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang 

dimiliki bangsa yang bersangkutan, Peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak 

akan dipatuhi. Semua nilai yang ada di bumi Indonesia hendaknya 

tercermin/bersumber dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, 

cita-cita bangsa, falsafah, atau jalan kehidupan bangsa (way of life). 

Adapun falsafah hidup berbangsa dan bernegara merupakan suatu 

landasan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan demikian 

perundang-undangan yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu 

bangsa. Tujuan utama pendirian negara Indonesia adalah terwujudnya 

kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang didalamnya dinyatakan bahwa tujuan bernegara adalah 

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
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perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan 

segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum menjadi tanggung 

jawab negara, yang mencakup baik untuk Pemerintahan, Pemerintahan 

Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. 

Dalam hal ini yang menjadi dasar cita-cita dari adanya Naskah 

akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, yang perlu dituangkan dalam konsideran menimbang sebagai 

landasan filosofis adalah pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara 

tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 

 

B. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis menjelaskan peraturan dianggap sebagai suatu 

peraturan yang efektif apabila tidak melupakan bagaimana kebutuhan 

masyarakat, keinginan masyarakat, interaksi masyarakat terhadap peraturan 

tersebut. Sehingga dalam kajian ini realitas masyarakat yang meliputi 

kebutuhan hukum masyarakat, kondisi masyarakat dan nilai-nilai yang hidup 

dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). 

Seiring dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya 

Pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur 

urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat. 

Pemerintahan daerah baik Pemerintahan Kabupaten/Kota memiliki 

kewenangan membuat suatu kebijakan daerah untuk memberikan kepastian 

hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan tersebut harus 

dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang ef tertib, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta agar 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem 

yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Penyusunan akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan keuangan Daerah yang menjadi landasan sosiologis adalah 
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dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan 

bersih, perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

C. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi 

dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan, baik secara yuridis formal 

maupun yuridis materiil, mengingat dalam bagian ini dikaji mengenai 

landasan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk 

memberi kewenangan bagi suatu instansi membuat aturan tertentu dan dasar 

hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur. 

Peraturan perundang-undangan di level Pemerintahan kabupaten/kota 

harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan yuridis 

merupakan landasan hukum yang meliputi pertama mengenai kewenangan 

membuat peraturan perundang-undangan, yang kedua mengenai materi 

peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.  

Kewenangan menyusun peraturan daerah di kabupaten terletak pada 

Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan 

materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi 

khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi.  

Dasar utama penyusunan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan utama 

yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan 

berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, baik 

mengatur dari subtansi materi maupun dari proses penyusunan peraturan 

daerah. Dalam naskah akademik Rancangan Peraturan daerah tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ini yang merupakan landasan yuridis 

sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang dinyatakan bahwa untuk 

melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI 

MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  

 

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah dalam suatu peraturan 

daerah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 

Sedangkan Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam sutatu 

naskah akademik ini meliputi:  

1. Pengelola Keuangan Daerah 

2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

3. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

4. Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

5. Pelaksanaan Dan Penatausahaan 

6. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

7. Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 

8. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah 

9. Kekayaan Daerah Dan Utang Daerah 

10. Badan Layanan Umum Daerah 

11. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah 

12. Informasi Keuangan Daerah 

13. Pembinaan Dan Pengawasan 

 

Sedangkan arah pengaturan pengelolaan keuangan daerah 

diharapkan agar pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 
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rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan jawab dengan memperhatikan azas keadilan, 

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 

 

B. Ruang Lingkup Materi Muatan  

Ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Naskah 

Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup materi-materi muatan sebagai 

berikut: 

1. Judul 

2. Konsideran 

a. Menimbang 

b. Mengingat 

3. Batang Tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut: 

BAB I : Ketentuan umum 

BAB II : Ruang Lingkup 

BAB III : Pengelola Keuangan Daerah 

BAB IV : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

BAB V : Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah 

BAB VI : Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

BAB VII : Pelaksanaan Dan Penatausahaan 

BAB VIII : Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah 

BAB IX : Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 

BAB X : Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

BAB XI : Kekayaan Daerah Dan Utang Daerah 

BAB XII : Badan Layanan Umum Daerah 

BAB XIII : Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah 
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BAB XIV : Informasi Keuangan Daerah 

BAB XV : Pembinaan Dan Pengawasan 

BAB XVI : Ketentuan Penutup 

 

Secara lengkap dan detail materi muatan yang akan dituangkan 

dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: 

1. Judul  

“Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah.”  

2. Konsideran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten 

Sukoharjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  

Dalam naskah akademik yang dapat dijadikan dasaran menimbang sebagai 

konsideran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seharusnya mencakup materi 

sebagai berikut : 

a. bahwa pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 

b. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

yang baik dan bersih, perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah 

secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk 

masyarakat, serta taat ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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Sedangkan yang dijadikan dasar hukum yang digunakan sebagai dasar 

konsideran mengingat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup peraturan 

perundang-undangan antara lain : 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 

6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 
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3. Diktum 

Dalam diktum memuat pernyataan Penetapan Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibuat dan ditetapkan pejabat yang 

berwenang. 

 

C. Rancangan Peraturan Daerah 

Dalam kerangka penyusunan rancangan peraturan daerah selain 

mencakup judul, pembukaan, juga harus menguraikan mengenai ketentuan 

batang tubuh. Adapun ketentuan batang tubuh secara umum memuat 

substansi yang dituangkan dan dirumuskan dalam bab-bab, sub bab dan 

pasal-pasal, sub bagian dan paragraf. Secara umum di dalam batang tubuh 

memuat mengenai ketentuan umum, tujuan, materi pokok, ketentuan 

peralihan, ketentuan penutup. Secara umum yanga dapat diuraikan dalam 

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan materi muatan 

sebagaimana dituangkan dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah 

antara lain : 

1. Ketentuan Umum  

Ketentuan umum berisi definisi-definisi kata yang akan dipakai 

secara berulang-ulang dalam substansi materi peraturan daerah dan materi 

yang bersifat umum. Ketentuan umum yang perlu dituangkan dalam materi 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi: 

1) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

3) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
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dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

5) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri. 

6) Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 

7) Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

8) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo. 

9) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang 

selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

10) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

11) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah. 

12) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan 

pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

13) Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah bagian Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa 

Program. 

14) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 

15) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
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kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

16) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan 

kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

17) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 

yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara 

umum daerah. 

18) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam 

kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

19) Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa 

BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas 

Bendahara Umum Daerah. 

20) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat 

PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu 

Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

21) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 

22) Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah. 
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23) Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah 

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

24) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai 

ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian 

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 

tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

25) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan 

milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah 

tersebut. 

26) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan 

Daerah. 

27) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 

disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah 

Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

28) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

29) Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

30) Pengeluaran Daerah adalah uang yang ke luar dari kas Daerah. 

31) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 
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32) Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk 

digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

33) Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik 

maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 

34) Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil 

berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi 

ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. 

35) Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam 

rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

36) Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan 

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

37) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran berkenaan. 

38) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 
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39) Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 

Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang 

bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani 

kewajiban untuk membayar kembali. 

40) Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang 

yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban 

Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab 

lainnya yang sah. 

41) Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah 

Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan 

layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan 

usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan 

masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian 

pokok pinjaman. 

42) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai 

kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak 

dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

43) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan 

bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 

timbulnya kewajiban. 

44) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

45) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat 

RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

46) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat 
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kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta 

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

47) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap 

program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana 

kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

48) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat 

rencana pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 

fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar 

penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

49) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan 

penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan 

keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif 

lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan 

implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun 

berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 

50) Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) 

atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat 

daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 

51) Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 

(satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian 

dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa 

personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 
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semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk 

menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

52) Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan 

dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang 

pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 

53) Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan 

tujuan Program dan kebijakan. 

54) Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program. 

55) Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau 

Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 

56) Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan 

atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 

dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

57) Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 

ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh 

Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah. 

58) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 

uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung 

seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran 

Daerah pada bank yang ditetapkan. 

59) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang 

memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 

bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran oleh pengguna anggaran. 

60) Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 

dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar 
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penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

61) Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 

adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan 

pembayaran. 

62) Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka 

kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara 

pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan 

kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau 

untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya 

tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran 

langsung. 

63) Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah 

Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima 

hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat 

perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar 

langsung. 

64) Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah 

tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai 

pengeluaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu 

dalam 1 (satu) bulan. 

65) Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan 

dana atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

66) Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk 

penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran 
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan  

67) Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk 

penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang dananya dipergunakan untuk mengganti Uang Persediaan 

yang telah dibelanjakan. 

68) Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang 

selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan 

untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban 

pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya tidak dapat 

menggunakan Pembayaran Langsung dan Uang Persediaan. 

69) Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-

LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat 

perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada 

pihak ketiga. 

70) Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas 

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

71) Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah 

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya 

yang sah. 

72) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 

selama 1 (satu) periode anggaran. 

73) Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 

Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat 
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dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat 

lainnya yang sah. 

74) Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

75) Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang 

menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 

masyarakat. 

76) Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang 

wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 

77) Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang 

wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang 

dimiliki Daerah. 

78) Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar warga negara. 

79) Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan 

mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan 

Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

80) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah 

atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat 

daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai 

pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada 

umumnya. 

81) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
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berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

82) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh Daerah. 

83) Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber 

dari penerimaan dan perkiraan arus kas ke luar untuk mengatur 

ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam setiap periode. 

84) Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP 

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

85) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, 

konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah 

Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan 

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode 

maupun antar entitas. 

86) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, 

peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi 

sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di 

lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah. 

87) Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar 

kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun 

secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran 

dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. 

88) Hari adalah hari kerja 
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Ketentuan Umum juga menguraikan mengenai materi mengenai 

maksud, tujuan dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daeraeh yang 

perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah meliputi:  

a. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perda ini 

dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan program dan kegiatan mulai dari perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

b. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk: 

1) meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan 

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah; 

2) menunjang terselenggaranya urusan pemerintah daerah di 

bidang pengelolaan keuangan daerah; dan 

3) mendukung terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik di 

Daerah. 

c. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perda ini 

meliputi: 

1) tertib; 

2) efisien; 

3) ekonomis; 

4) efektif; 

5) transparan; dan 

6) bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 

kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam 

APBD. 

e. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan 

Penerimaan dan Pengeluaran Daerah 
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2. Ruang Lingkup  

Materi mengenai Ruang Lingkup yang perlu dituangkan dalam 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:  

1) Keuangan Daerah meliputi: 

a) hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi 

daerah serta melakukan pinjaman; 

b) kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak 

ketiga; 

c) Penerimaan Daerah; 

d) Pengeluaran Daerah; 

e) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak 

lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta 

hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau 

f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas 

Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. 

2) Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah 

dalam Perda ini meliputi : 

a. pengelola keuangan daerah; 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

c. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah; 

d. penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

e. pelaksanaan dan penatausahaan; 

f. laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan 

dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah akuntansi dan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah; 
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g. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

h. kekayaan daerah dan utang daerah; 

i. BLUD; 

j. penyelesaian kerugian keuangan daerah; 

k. informasi keuangan daerah; dan 

l. pembinaan dan pengawasan. 

3) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk 

masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

4) Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD. 

5) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk 

melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. 

 

3. Pengelola Keuangan Daerah  

Materi mengenai Pengelola Keuangan Daerah yang perlu 

dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

meliputi:  

a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

2) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

berwenang: 

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 

dibahas bersama; 

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat 

persetujuan bersama DPRD; 

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh 

Daerah dan/atau masyarakat; 

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 

g. menetapkan KPA; 

h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara 

Pengeluaran; 

i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah; 

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 

Utang dan Piutang Daerah; 

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 

tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3) Selain kewenangan yang dimilikinya, Bupati selaku Pemegang 

kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang menetapkan 

bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran 

pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara 

BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau 
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bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-

undangan. 

4) Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas: 

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan 

c. kepala SKPD selaku PA. 

5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan idasarkan pada 

prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, 

menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. 

6) Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

7) Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan 

kekayaan Daerah yang dipisahkan berkedudukan sebagai pemilik 

modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada 

perseroan daerah. 

b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan 

Daerah bertugas: 

a. melaksanakan koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

b. melaksanakan koordinasi di bidang penyusunan rancangan 

APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan 

APBD; 

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; 

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di 

bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

f. memimpin TAPD. 
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2) Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator Pengelolaan Keuangan 

Daerah bertanggung jawab kepada Bupati. 

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

1) Kepala SKPKD selaku PPKD bertugas: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah 

diatur dalam Perda; 

d. melaksanakan fungsi BUD; dan 

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

b. mengesahkan DPA SKPD; 

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 

dan pengeluaran kas umum daerah; 

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 

f. menetapkan anggaran kas dan SPD; 

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan 

atas nama Pemerintah Daerah; 

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan 

Daerah; 

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal 

penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan 

melalui Rekening Kas Umum Daerah. 
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3) Selain melaksanakan fungsinya, PPKD berwenang: 

a. mengelola investasi; 

b. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; 

c. membuka Rekening Kas Umum Daerah; 

d. membuka rekening penerimaan; 

e. membuka rekening pengeluaran; dan 

f. menyusun laporan keuangan yang merupakan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

4) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD 

kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 

5) Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

6) Kuasa BUD bertugas: 

a. menyiapkan Anggaran Kas; 

b. menyiapkan SPD; 

c. menerbitkan SP2D; 

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD 

oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah 

ditunjuk; 

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 

f. menyimpan uang daerah; 

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan 

mengelola/menatausahakan investasi; 

h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA 

atas Beban APBD; 

i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama 

Pemerintah Daerah; 

j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan 

k. melakukan penagihan Piutang Daerah. 

7) Selain melaksanakan tugasnya, Kuasa BUD dalam mengelola kas 

bertugas: 
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a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun 

dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk 

ditetapkan oleh BUD;  

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola 

piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak 

tertagih atas investasi; dan 

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan 

penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening 

Kas Umum Daerah.  

8) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD. 

9) Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa 

BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah 

uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali. 

10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kuasa BUD diatur 

dalam peraturan Bupati. 

d. Pengguna Anggaran 

1) Kepala SKPD selaku PA bertugas: 

a. menyusun RKA SKPD; 

b. menyusun DPA SKPD; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

Beban anggaran belanja; 

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 

h. menandatangani SPM; 

i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi 

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 
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j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya; 

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD; 

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 

dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2) Kepala SKPD selaku PA bertanggung jawab atas pelaksanaan 

tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

3) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat 

melimpahkan kepada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan 

pengelolaan keuangan. 

e. Kuasa Pengguna Anggaran 

1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala 

Unit SKPD selaku KPA. 

2) Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran 

anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. 

3) Pelimpahan kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala 

SKPD. 

4) Pelimpahan kewenangan meliputi: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

Beban anggaran belanja; 

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung 

jawabnya; dan 
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g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5) Dalam melaksanakan kewenangan KPA bertanggung jawab kepada 

PA. 

6) Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA bertugas:  

a. menyusun RKA Unit organisasi bersifat khusus;  

b. menyusun DPA Unit organisasi bersifat khusus;  

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;  

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus 

yang dipimpinnya;  

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran;  

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;  

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;  

h. menandatangani SPM;  

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung 

jawab SKPD yang dipimpinnya;  

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit 

organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;  

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi 

bersifat khusus yang dipimpinnya;  

l. menetapkan PPTK dan PPK Unit SKPD;  

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat 

khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan 

keuangan daerah; dan  

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

7) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih 
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pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada 

kepala Unit SKPD selaku KPA.  

f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada 

SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.  

2) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan 

SKPD/Unit SKPD.  

3) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.  

4) PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA bertugas:  

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan 

teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;  

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas 

Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan  

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada 

Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengadaan barang/jasa.  

5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, PPTK bertanggung 

jawab kepada PA/KPA. 

6) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat 

yang dilaksanakan oleh PPTK. 

7) Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, 

besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, 

dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan 

Bupati. 

8) PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan 

struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

9) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan 

struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum 

selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Bupati. 
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g. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD untuk 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

2) PPK SKPD bertugas dan berwenang: 

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-

LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran; 

b. menyiapkan SPM; 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 

e. menyusun laporan keuangan SKPD. 

3) Selain melaksanakan tugas dan wewenang, PPK SKPD 

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:  

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara 

lainnya;  

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 

pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara 

penerimaan; dan 

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta 

bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. 

4) PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang 

bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau 

PPTK. 

h. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD 

1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA 

karena pertimbangan, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. 



 

 

130 

 

2) PPK Unit SKPD bertugas: 

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 

pembantu; 

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU 

dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 

pembantu; dan 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban 

Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara 

Pengeluaran pembantu. 

3) Selain melaksanakan tugasnya, PPK Unit SKPD bertugas: 

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 

pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara 

penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan 

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya 

sebagai dasar penyiapan SPM. 

4) PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus bertugas :  

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-

LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu 

dan Bendahara lainnya;  

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta 

bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;  

c. menyiapkan SPM; 

d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;  

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan  

f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.  
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5) PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki 

jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan 

keuangan unit SKPD.  

i. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan 

tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 

pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD. 

2) Bendahara Penerimaan bertugas dan berwenang menerima, 

menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan 

Daerah yang diterimanya. 

3) Selain melaksanakan tugas dan wewenang, Bendahara Penerimaan 

bertugas dan berwenang antara lain:  

a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 

langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;  

b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang 

ditetapkan oleh Bupati;  

c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan 

jumlah yang telah ditetapkan;  

d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan 

daerah yang diterimanya; dan 

e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 

kelebihan pendapatan daerah. 

4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 

KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu 

pada unit kerja SKPD yang bersangkutan. 

5) Bendahara Penerimaan pembantu memiliki tugas dan wewenang 

sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati. 

6) Lingkup penugasan mengenai tugas dan wewenang bendahara 

penerimaan pembantu paling sedikit meliputi: 
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a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang 

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada 

SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik; 

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 

langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah; 

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang 

ditetapkan oleh Bupati; 

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan 

jumlah yang telah ditetapkan; 

e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan 

daerah yang diterimanya; dan 

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 

kelebihan pendapatan daerah. 

7) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan 

pegawai ASN yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan 

untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah. 

8) Pegawai ASN yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan 

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup 

penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

9) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 

anggaran belanja pada SKPD. 

10) Bendahara Pengeluaran bertugas dan berwenang: 

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, 

SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; 

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang 

dikelolanya; 

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
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f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif 

kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara 

fungsional kepada BUD secara periodik; dan 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

11) Selain mempunyai tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran 

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi: 

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan 

Bupati; 

b. memeriksa kas secara periodik; 

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 

dokumen fisik dari bank; 

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 

belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan 

eksternal; dan 

f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD 

yang melaksanakan fungsi BUD. 

12) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, maka 

Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran 

pembantu. 

13) Bendahara Pengeluaran pembantu bertugas dan berwenang: 

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU 

dan SPP LS; 

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara 

Pengeluaran; 

c. menerima dan menyimpan TU dari BUD; 

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang 

dikelolanya; 
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e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif 

kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara 

fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik. 

14) Selain mempunyai tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran 

Pembantu, bertugas dan berwenang lainnya meliputi: 

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan 

oleh Bupati; 

b. memeriksa kas secara periodik; 

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 

dokumen fisik dari bank; 

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada 

tahun berjalan; dan 

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 

belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan 

eksternal pada tahun berjalan. 

15) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan 

pegawai ASN yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran 

untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah. 

16) Pegawai ASN yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran 

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup 

penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

17) Bupati menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus pada 

unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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18) Bendahara unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas dan 

wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran. 

19) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, 

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 

Bendahara khusus dilaran: 

a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, 

dan penjualan jasa; 

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, 

dan/atau penjualan jasa; dan 

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan 

lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

20) Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan 

Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, 

dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan 

pelaksanaan APBD 

j. Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD. 

2) TAPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 

3) TAPD terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan 

pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. 

4) TAPD bertugas: 

a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan 

perubahan KUA; 

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan 

rancangan perubahan PPAS; 

d. melakukan verifikasi RKA SKPD; 

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan 

APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD; 
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f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan 

Pertanggungjawaban APBD; 

g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan 

rancangan perubahan DPA SKPD; 

h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman 

penyusunan RKA; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

5) Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Materi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah meliputi:  

a. Umum 

1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan 

kemampuan Pendapatan Daerah. 

2) APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan 

pada RKPD. 

3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, 

alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk 

uang dianggarkan dalam APBD. 

6) Penerimaan Daerah terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah; dan 

b. penerimaan Pembiayaan daerah. 
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7) Pengeluaran Daerah terdiri atas: 

a. Belanja Daerah; dan 

b. pengeluaran Pembiayaan daerah. 

8) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan 

rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang 

dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan 

berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan 

rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya 

dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. 

10) Setiap Pengeluaran Daerah arus memiliki dasar hukum yang 

melandasinya. 

11) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan 

secara bruto dalam APBD. 

12) APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 

masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah; 

b. Belanja Daerah; dan 

c. Pembiayaan daerah. 

2) APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui 

Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali 

oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai 

penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) 

tahun anggaran. 

5) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan 

pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang 

merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

6) Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun 

anggaran berikutnya. 

c. Pendapatan Daerah 

1) Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan 

daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian 

obyek Pendapatan Daerah. 

2) Pendapatan Daerah terdiri atas: 

a. pendapatan asli daerah; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

3) Pendapatan asli Daerah meliputi: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

4) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi 

pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

5) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan 

Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. 
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6) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: 

a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 

b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 

c. hasil kerja sama daerah; 

d. jasa giro; 

e. hasil pengelolaan dana bergulir; 

f. pendapatan bunga; 

g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; 

h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai 

akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau 

pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau 

penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada 

bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau 

dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; 

i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing; 

j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan; 

k. pendapatan denda pajak daerah; 

l. pendapatan denda retribusi daerah; 

m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

n. pendapatan dari pengembalian; 

o. pendapatan dari BLUD; dan 

p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

7) Pendapatan transfer huruf b meliputi: 

a. transfer Pemerintah Pusat; dan 

b. transfer antar-daerah. 

8) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: 

a. dana perimbangan; 

b. dana insentif daerah; dan 
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c. dana desa. 

9) Transfer antar-daerah terdiri atas: 

a. pendapatan bagi hasil; dan 

b. bantuan keuangan. 

10) Dana perimbangan huruf a terdiri atas: 

a. Dana Transfer Umum; dan 

b. Dana Transfer Khusus. 

11) Dana Transfer Umum terdiri atas: 

a. DBH; dan 

b. DAU. 

12) Dana Transfer Khusus terdiri atas: 

a. DAK Fisik; dan 

b. DAK Non Fisik. 

13) DBH bersumber dari: 

a. pajak; dan 

b. sumber daya alam. 

14) DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas: 

a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, 

pertambangan, dan perhutanan; 

b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang 

Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan 

c. cukai hasil tembakau; 

15) DBH yang bersumber dari pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

16) DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: 

a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha 

pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana 

reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang 

bersangkutan; 

b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang 

berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran 
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eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari 

wilayah Daerah yang bersangkutan; 

c. penerimaan dari sumber daya alam pertambangan minyak 

bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang 

bersangkutan; 

d. penerimaan dari sumber daya alam pertambangan gas 

bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang 

bersangkutan; 

e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan 

setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran 

produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah; dan 

f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan 

pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang 

dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 

17) Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa 

yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

18) Dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

19) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari 

Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain 

berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

20) Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah 

lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan 

peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu 

lainnya. 

21) Bantuan keuangan atas: 

a. bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah;  

b. bantuan keuangan dari Provinsi Lainnya; dan 
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c. bantuan keuangan dari luar Daerah. 

22) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi: 

a. hibah; 

b. dana darurat; dan/atau 

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

23) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa 

yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, 

masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang 

tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

24) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang 

diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk 

mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana 

yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan 

menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

d. Belanja Daerah 

1) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri 

atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-

undangan. 

3) Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan 

Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan 

Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. 

4) Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang 

dimiliki Daerah. 
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5) Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan 

pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar 

dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 

6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib 

yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai 

dengan kebutuhan daerah. 

7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan 

dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang 

dimiliki Daerah. 

8) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, 

analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9) Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman 

dalam menyusun standar harga satuan. 

10) Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga 

satuan ditetapkan dengan peraturan Bupati. 

11) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar 

teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran 

dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. 

12) Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, jenis, obyek, 

rincian obyek, dan sub rincian obyek Belanja Daerah. 

13) Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan 

belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara 

lain terdiri atas: 

a. pelayanan umum; 

b. ketertiban dan keamanan; 

c. ekonomi; 

d. perlindungan lingkungan hidup; 

e. perumahan dan fasilitas umum; 

f. kesehatan; 
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g. pariwisata; 

h. pendidikan; dan 

i. perlindungan sosial. 

14) Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan 

organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

15) Belanja Daerah menurut Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) disesuaikan 

dengan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

16) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, rinciannya paling sedikit 

mencakup: 

a. target dan Sasaran; 

b. indikator capaian Keluaran; dan 

c. indikator capaian Hasil. 

17) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator 

capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan 

pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur 

Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator 

Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

18) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer. 

19) Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk 

Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat 

jangka pendek. 



 

 

145 

 

20) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat 

lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 

21) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas 

Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan 

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

22) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari 

Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. 

23) Belanja operasi dirinci atas jenis: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 

d. belanja subsidi; 

e. belanja hibah; dan 

f. belanja bantuan sosial. 

24) Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal. 

25) Belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. 

26) Belanja transfer dirinci atas jenis: 

a. belanja bagi hasil; dan 

b. belanja bantuan keuangan. 

27) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi 

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

28) Kompensasi diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, 

pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 

29) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD 

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

30) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan 

kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan 
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Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

31) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan 

beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, 

prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. 

32) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

33) Dalam hal belum adanya Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang mengatur mengenai pemberian tambahan 

penghasilan Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan 

bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. 

34) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan 

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 

(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan 

atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. 

35) Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program, 

Kegiatan dan sub Kegiatan Pemerintahan Daerah. 

36) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran 

bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang 

berdasarkan perjanjian pinjaman. 

37) Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa 

yang dihasilkan oleh BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. 

38) BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan 

yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar 

masyarakat. 

39) BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain 

yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit 
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keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

40) Hasil audit merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan 

subsidi. 

41) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

penerima subsidi wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati. 

42) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan 

pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Bupati. 

43) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau 

badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta 

tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

44) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian 

Sasaran Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Pemerintah Daerah 

sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya 

fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan 

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, 

dan manfaat untuk masyarakat. 

45) Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

46) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan 

pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada 

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya 
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tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk 

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali 

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 

47) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan 

sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima 

bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

48) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

49) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran 

yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset 

lainnya. 

50) Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: 

a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan; 

b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 

c. batas minimal kapitalisasi aset. 

51) Ketentuan lebih lanjut mengenai Batas minimal kapitalisasi aset 

diatur dalam Peraturan Bupati. 

52) Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli 

atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 

pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. 

53) Belanja modal meliputi: 

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah 

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 

kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam 

kondisi siap dipakai; 

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk 

menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin 
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dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris 

kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan 

dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan 

dalam kondisi siap pakai; 

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk 

menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh 

gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud 

untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk 

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup 

jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh 

Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk 

menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap 

yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset 

tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 

operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap 

dipakai; dan 

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan 

aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan 

operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi 

aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai 

dengan nilai tercatatnya. 

54) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

55) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam 

rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan 

keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. 
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56) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan 

Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan 

serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

57) Bantuan keuangan dapat diberikan kepada : 

a. Provinsi Jawa Tengah; 

b. Provinsi diluar Jawa Tengah; 

c. Daerah lainnya dalam Provinsi jawa Tengah; 

d. Daerah lainnya diluar Provinsi jawa Tengah; dan/atau  

e. Desa. 

58) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus. 

59) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat 

umum diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan. 

60) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya 

diserahkan kepada penerima bantuan. 

61) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan 

penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran 

pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. 

62) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas 

Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan 

mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas 

Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. 

63) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, 

menggunakan: 

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program, 

Kegiatan dan sub Kegiatan lainnya serta pengeluaran 

Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 

b. memanfaatkan kas yang tersedia. 
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64) Penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan 

diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD. 

65) Keadaan darurat meliputi: 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 

dan/atau kejadian luar biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik. 

66) Keperluan mendesak meliputi: 

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 

tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib; 

c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali 

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 

Daerah dan/atau masyarakat. 

67) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan 

dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan. 

68) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum 

tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam 

RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, 

konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. 

69) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik 

sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 



 

 

152 

 

70) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum 

tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, 

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau 

Perubahan DPA SKPD. 

e. Pembiayaan Daerah 

1) Pembiayaan Daerah terdiri atas: 

a. penerimaan Pembiayaan; dan 

b. pengeluaran Pembiayaan. 

2) Pembiayaan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, 

dan sub rincian obyek Pembiayaan daerah. 

3) Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari: 

a. SiLPA; 

b. pencairan Dana Cadangan; 

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. penerimaan Pinjaman Daerah; 

e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 

f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4) Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan: 

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 

b. penyertaan modal daerah; 

c. pembentukan Dana Cadangan; 

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan 

terhadap pengeluaran Pembiayaan. 

6) Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran. 

f. Penerimaan Pembiayaan 

1) SiLPA bersumber dari: 
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a. pelampauan penerimaan PAD; 

b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; 

c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang 

sah; 

d. pelampauan penerimaan Pembiayaan; 

e. penghematan belanja; 

f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 

belum terselesaikan; dan/atau 

g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan 

sisa dana pengeluaran Pembiayaan. 

2) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan 

pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke 

Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran 

berkenaan. 

3) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah 

ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan 

bersangkutan. 

4) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran 

menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran 

berkenaan. 

5) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan 

peruntukannya, maka dana tersebut dapat ditempatkan dalam 

portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. 

6) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. 

7) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening 

Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan 

dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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8) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat 

berdasarkan bukti penerimaan yang sah. 

10) Penerimaan Pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah 

pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan 

sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman 

bersangkutan. 

11) Penerimaan Pinjaman Daerah dapat bersumber dari: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah lain; 

c. lembaga keuangan bank; 

d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau 

e. masyarakat. 

12) Penerimaan Pinjaman Daerah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah digunakan 

untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang 

diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

14) Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk 

menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Pembayaran cicilan pokok Utang digunakan untuk 

menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan 

pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian 

pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari 

seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan 

dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian 

pinjaman. 
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2) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD. 

3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan 

apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 

berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan 

modal daerah bersangkutan. 

4) Perda ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati 

dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. 

5) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak 

diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran 

penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan 

modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai 

penyertaan modal bersangkutan. 

7) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah 

penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang 

telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, 

Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai 

penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

8) Dana Cadangan, penggunaannya diprioritaskan untuk 

mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana 

daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun 

anggaran. 

9) Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

10) Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan 

Daerah kecuali dari: 

a. DAK; 

b. Pinjaman Daerah; dan 
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c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk 

pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

11) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam 

Rekening Kas Umum Daerah. 

12) Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang 

pembentukan Dana Cadangan. 

13) Perda ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati 

dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. 

14) Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan 

Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan 

usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat. 

15) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat 

persetujuan DPRD. 

16) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam 

KUA dan PPAS. 

17) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Pinjaman 

Daerah diatur dalam Peraturan Bupati. 

18) Pengeluaran Pembiayaan lainnya digunakan untuk 

menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

h. Surplus dan Defisit 

1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran 

Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit 

APBD. 

2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat 

digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang 

ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka APBD dapat 

didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan 

dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk: 

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 

b. penyertaan modal Daerah; 

c. pembentukan Dana Cadangan; 

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Pemerintah Daerah berkewajiban melaporkan posisi surplus 

APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam 

tahun anggaran berkenaan. 

6) Pemerintah Daerah berkewajiban melaporkan posisi defisit 

APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam 

tahun anggaran berkenaan. 

7) Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto. 

8) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan 

Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan. 

 

5. Penyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah 

Materi mengenai Penyusun Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:  

a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara 
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1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS 

berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan 

APBD. 

2) Rancangan KUA memuat: 

a) kondisi ekonomi makro daerah; 

b) asumsi penyusunan APBD; 

c) kebijakan Pendapatan Daerah; 

d) kebijakan Belanja Daerah; 

e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan 

f) strategi pencapaian. 

3) Rancangan PPAS disusun dengan tahapan: 

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah; 

b. menentukan prioritas Program, Kegiatan dan sub Kegiatan 

untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan 

prioritas dan program nasional yang tercantum dalam 

rencana kerja Pemerintah Pusat dan prioritas serta program 

Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam rencana kerja 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun; dan 

c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran 

sementara untuk masing-masing Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan. 

4) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS 

kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk 

dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD. 

5) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS 

ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat 

minggu kedua bulan Agustus. 

6) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD 

SKPD. 
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7) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

8) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama 

rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) 

minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS 

disampaikan kepada DPRD, maka Bupati menyampaikan 

Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan 

RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun 

Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati 

dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

9) Kegiatan dapat dianggarkan: 

a) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau 

b) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan 

Tahun Jamak. 

10) Kegiatan Tahun Jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit: 

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara 

teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 

(satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih 

dari 12 (dua belas) bulan; atau 

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya 

harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. 

11) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas 

persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. 

12) Persetujuan bersama ditandatangani bersamaan dengan 

penandatanganan KUA dan PPAS. 

13) Persetujuan bersama paling sedikit memuat: 

a) nama Kegiatan; 

b) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan; 

c) jumlah anggaran; dan 
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d) alokasi anggaran per tahun. 

14) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak 

tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, 

kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas 

nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

1) Bupati menetapkan surat edaran Bupati perihal Pedoman 

Penyusunan RKA-SKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah 

rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati.  

2) Surat edaran Bupati paling sedikit memuat: 

a. prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub 

kegiatan yang terkait;  

b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, 

kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana 

pendapatan dan penerimaan pembiayaan;  

c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan  

d. dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode 

rekening APBD, format RKA SKPD, analisis standar 

belanja, standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan 

penyusunan APBD.  

3) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan 

PPAS serta surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan 

RKA SKPD. 

4) RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan: 

a) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah; 

b) penganggaran terpadu; dan 

c) penganggaran berdasarkan Kinerja. 

5) Proses penyusunan RKA SKPD mengandung informasi, aliran 

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 

secara elektronik. 
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6) RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan 

penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan 

jadwal dan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD 

yang ditetapkan setiap tahun. 

7) Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat 

keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, 

maka kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD di luar KUA 

dan PPAS. 

8) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah 

dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. 

9) Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk 

Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang direncanakan dalam 

tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang 

direncanakan. 

10) Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan 

memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di 

lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja 

dan anggaran. 

11) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja dilakukan 

dengan memperhatikan: 

12) keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan 

dari Kegiatan; 

a) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan 

b) efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran. 

13) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan 

pendekatan dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala 

SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan 

sub Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan 

semester pertama tahun anggaran berjalan. 
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14) Evaluasi bertujuan untuk menilai Program, Kegiatan dan sub 

Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum 

diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau 

diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun 

berikutnya dari tahun yang direncanakan. 

15) Dalam hal Program, Kegiatan dan sub Kegiatan merupakan 

tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, 

kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang 

direncanakan. 

16) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan 

penganggaran berdasarkan Kinerja berpedoman pada: 

a) indikator Kinerja; 

b) tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar 

belanja; 

c) standar harga satuan; 

d) rencana kebutuhan BMD; dan 

e) Standar Pelayanan Minimal. 

17) Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan 

dicapai dari Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang 

direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil. 

18) Tolok ukur Kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan 

dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor 

kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari 

setiap Program, Kegiatan dan sub Kegiatan. 

19) Sasaran Kinerja merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu 

Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan 

yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 

anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

20) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas 

beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan 

suatu sub Kegiatan. 
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21) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa 

yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

22) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur Kinerja 

dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar 

yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak 

diperoleh setiap masyarakat secara minimal. 

23) RKA SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan 

maju untuk tahun berikutnya. 

24) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan dirinci sampai 

dengan rincian obyek. 

25) RKA SKPD juga memuat informasi mengenai Urusan 

Pemerintahan Daerah, organisasi, standar harga satuan, dan 

Kinerja yang akan dicapai dari Program, Kegiatan dan sub 

Kegiatan. 

26) Rencana pendapatan memuat Urusan Pemerintahan Daerah, 

organisasi, akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek dan sub 

rincian obyek Pendapatan Daerah. 

27) Rencana pendapatan diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas 

dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

28) Rencana belanja dirinci atas Urusan Pemerintahan Daerah, 

organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, kelompok 

belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, 

rincian obyek belanja dan sub rincian obyek belanja. 

29) Rencana Pembiayaan memuat kelompok: 

a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk 

menutup defisit APBD yang masing-masing diuraikan 

menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek 

penerimaan pembiayaan; dan 
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b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk 

memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing 

diuraikan menurut jenis, obyek, dan sub rincian objek 

pengeluaran pembiayaan 

30) Urusan Pemerintahan Daerah memuat Urusan Pemerintahan 

Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. 

31) Organisasi memuat nama SKPD selaku PA. 

32) Kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator Kinerja, tolok 

ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja. 

33) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan memuat nama Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD 

dalam tahun anggaran berkenaan. 

c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

1) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan 

kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. 

2) Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian 

antara RKA SKPD dengan: 

a) KUA dan PPAS; 

b) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran 

sebelumnya; 

c) dokumen perencanaan lainnya; 

d) capaian Kinerja; 

e) indikator Kinerja; 

f) analisis standar belanja; 

g) standar harga satuan; 

h) perencanaan kebutuhan BMD; 

i) Standar Pelayanan Minimal; 

j) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; 

dan 

k) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antar RKA SKPD. 
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3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, 

kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 

4) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen 

pendukung berdasarkan RKA¬ SKPD yang telah disempurnakan 

oleh kepala SKPD. 

5) Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran paling sedikit 

terdiri atas: 

a) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan 

jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

b) ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan 

organisasi; 

c) rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, 

organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, akun, 

kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

d) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan 

Pemerintahan daerah, organisasi, Program, beserta hasil, 

kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta 

keluaran; 

e) rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam 

kerangka pengelolaan keuangan daerah; 

f) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

g) daftar Piutang Daerah; 

h) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah 

lainnya; 

i) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap 

daerah; 

j) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-

lain; 
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k) daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran yang direncanakan; 

l) daftar Dana Cadangan; dan 

m) daftar Pinjaman Daerah. 

6) Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan 

Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

7) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD memuat 

lampiran paling sedikit terdiri atas: 

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, 

organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, kelompok, 

jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; 

dan 

d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

bantuan sosial. 

8) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD 

disampaikan kepada Bupati. 

 

6. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Materi mengenai Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:  

a. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

1) Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD 

disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD 
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paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun 

anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama 

antara bupati dan DPRD. 

2) Apabila dalam pengajuan rancangan Perda tentang APBD 

Bupati berhalangan tetap, maka Wakil Bupati bertugas: 

a. mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; 

dan 

b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan 

Perda tentang APBD. 

3) Apabila dalam pengajuan rancangan Perda tentang APBD 

Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada 

Wakil Bupati untuk: 

a. mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; 

dan 

b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan 

Perda tentang APBD. 

4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau 

sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat 

yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana 

tugas Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD 

kepada DPRD, dan penandatanganan persetujuan bersama 

terhadap rancangan Perda tentang APBD dilakukan oleh pejabat 

yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, 

selaku pelaksana tugas/ penjabat/penjabat sementara Bupati. 

5) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau 

sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas 

pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap 

rancangan Perda tentang APBD. 

6) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh 

Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan 

Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen 
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pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

7) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada 

RKPD, KUA, dan PPAS. 

b. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

1) Bupati dan DPRD menyetujui bersama rancangan Perda tentang 

APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun 

anggaran setiap tahun. 

2) Berdasarkan persetujuan bersama, Bupati menyiapkan 

rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

3) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan 

bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan 

rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, 

maka Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang 

APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran 

sebelumnya. 

4) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD diprioritaskan untuk 

belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.  

5) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui 

apabila terdapat: 

6) kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan 

pembebanan pada APBD; dan/atau 

7) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD memuat lampiran 

yang terdiri atas: 

a) ringkasan APBD; 

b) ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek; 

c) ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan 

organisasi; 
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d) rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, 

organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, kelompok, 

jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

e) rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan 

Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan; 

f) rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam 

kerangka pengelolaan keuangan negara; 

g) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

h) daftar Piutang Daerah; 

i) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah 

lainnya; 

j) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap 

daerah; 

k) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-

lain; 

l) daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran ini; 

m) daftar Dana Cadangan; 

n) daftar Pinjaman Daerah; 

o) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; 

dan 

p) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

bantuan sosial. 

9) Rancangan Peraturan Bupati dapat ditetapkan menjadi Peraturan 

Bupati setelah memperoleh pengesahan dari dari Gubernur Jawa 

Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah. 

10) Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Bupati 

tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 
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15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil 

keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda 

tentang APBD. 

11) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur Jawa 

Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan 

rancangan Peraturan Bupati, Bupati menetapkan rancangan 

Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati. 

12) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati 

melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar 

seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran 

sebelumnya. 

13) Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai 

keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 

1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama 

dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 

disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil 

Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal 

persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi 

sebelum ditetapkan oleh Bupati. 

2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan 

Bupati tentang penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, 

dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD. 

3) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda 

tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang 

penjabaran APBD dengan: 

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 

b) kepentingan umum; 
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c) RKPD, KUA, dan PPAS; dan 

d) RPJMD. 

4) Dalam hal Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah 

Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD 

dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, maka 

Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi 

Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

APBD menjadi Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5) Dalam hal Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah 

Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD 

dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, maka 

Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 

7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. 

6) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui TAPD 

bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. 

7) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan 

DPRD. 

8) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda 

tentang APBD. 

9) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna 

berikutnya. 

10) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Gubernur Jawa 

Tengah paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut 

ditetapkan. 
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d. Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan 

Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi 

ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan 

Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.  

2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan 

Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dilakukan paling 

lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. 

3) Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan 

Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur Jawa 

Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) 

hari setelah Perda dan Peraturan Bupati ditetapkan.  

4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang 

menetapkan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang 

penjabaran APBD 

 

7. Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Materi mengenai Penataan dan Penatausahaan yang perlu 

dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

meliputi:  

a. Umum 

1) Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD 

dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang 

dikelola oleh BUD. 

2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan 

melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan 

pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah 

tersebut. 
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3) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan 

orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan 

daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen 

yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar 

penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD 

bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang 

timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 

5) Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan 

anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai 

dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan. 

6) Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan 

Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

7) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat 

pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk 

membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup 

tersedia. 

8) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan 

SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

9) Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran 

atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan 

dalam APBD. 

10) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan: 

a) pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 

b) pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 

c) pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat 

pertanggungjawaban; 

d) pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 
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e) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

f) Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara 

Pengeluaran pembantu; dan 

g) Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 

11) Bupati dalam menetapkan pejabat ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati  

12) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat dilakukan sebelum 

dimulainya tahun anggaran berkenaan. 

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah 

1) Pelaksanaan penatausahaan Kas Umum Daerah meliputi: 

a. Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah; 

b. Pembukaan Rekening Operasional; 

c. Pembukaan Rekening SKPD; 

d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek; 

e. Penatausahaan oleh BUD; dan 

f. Pelaporan oleh BUD.. 

2) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD 

membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang 

sehat. 

3) Bank umum ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4) Penetapan bank umum dimuat dalam perjanjian antara BUD 

dengan bank umum yang bersangkutan. 

5) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan 

Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan 

dan rekening pengeluaran pada bank umum yang ditetapkan oleh 

Bupati. 

6) Rekening penerimaan digunakan untuk menampung Penerimaan 

Daerah setiap hari. 
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7) Rekening penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo 

nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening 

Kas Umum Daerah paling sedikit sekali sehari pada akhir hari. 

8) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan secara teknis belum 

dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan 

secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

9) Rekening pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang 

menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Pemerintah 

Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati.  

10) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau 

rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum 

Daerah dilakukan atas perintah BUD.  

11) Bupati dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk 

membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan 

oleh Bupati pada bank umum. 

12) Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk 

membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan 

oleh Bupati pada bank umum untuk menampung UP. 

13) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, 

dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank 

berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

14) Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang 

diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku 

pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

15) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat 

mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek 

atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan 
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sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas 

daerah, dan kualitas pelayanan publik. 

16) Deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke 

Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember. 

17) PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua 

penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari Rekening Kas 

Umum Daerah.  

18) Proses penatausahaan oleh BUD memuat informasi, aliran data, 

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik. 

19) BUD membuat laporan atas Kas Umum Daerah yang berada 

dalam pengelolaannya.  

20) Proses pelaporan oleh BUD memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik. 

21) BUD menyampaikan laporan atas Kas Umum Daerah kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

22) Laporan BUD disusun dalam bentuk: 

a. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan 

b. Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian. 

23) Laporan BUD dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari kerja 

pertama setiap minggunya kepada Bupati atau dapat diserahkan 

sesuai kebutuhan. 

24) BUD membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register 

SP2D secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan 

keuangan daerah yang terintegrasi. 

c. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris  

1) Jenis-jenis kas transitoris, antara lain : 

a. Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, 

bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara 
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khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

b. Potongan gaji pegawai; 

c. Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan 

oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam 

melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan 

dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2) Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari 

transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah. 

3) Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada 

akun perhitungan fihak ketiga (PFK).  

4) Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran 

hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). 

5) Penerimaan kas transitoris, tidak dapat digunakan untuk 

operasional belanja karena dalam jangka waktu tertentu harus 

dibayarkan ke pihak ketiga. 

6) Kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan 

sebagai berikut: 

a. dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya 

sesuai kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan 

mengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

b. pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak 

ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai 

kontrak, digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi 

kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai target 

kinerja sub kegiatan SKPD yang ditetapkan. 



 

 

178 

 

7) Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan 

pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara 

Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

8) Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran 

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 

secara elektronik. 

d. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah 

1) PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun 

dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lama 3 (tiga) 

hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 

ditetapkan. 

2) Rancangan DPA SKPD memuat Sasaran yang hendak dicapai, 

fungsi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan anggaran yang 

disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, 

dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan 

yang diperkirakan.  

3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah 

disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah 

pemberitahuan disampaikan. 

4) Rancangan DPA SKPD mencakup : 

a. rancangan ringkasan DPA-SKPD; 

b. rancangan DPA-Pendapatan SKPD; 

c. rancangan DPA-Belanja SKPD; 

d. rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD; dan 

e. rancangan DPA-Pembiayaan SKPD. 

5) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama 

dengan kepala SKPD yang bersangkutan. 

6) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD diselesaikan paling lama 

15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Peraturan Bupati 

tentang penjabaran APBD. 
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7) Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan 

DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.  

8) Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai dengan Peraturan Bupati 

tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan 

rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan 

persetujuan Sekretaris Daerah. 

9) DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepala SKPD 

yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional 

melakukan pengawasan daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak 

tanggal disahkan. 

10) DPA SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 

kepala SKPD selaku PA. 

e. Anggaran Kas dan SPD 

1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah 

untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran 

sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam 

DPA SKPD. 

2) Anggaran Kas memuat perkiraan arus kas masuk yang 

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas ke luar yang 

digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap 

periode. 

3) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan 

mempertimbangkan: 

a) Anggaran Kas Pemerintah Daerah; 

b) ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan 

c) penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang 

tercantum dalam DPA SKPD. 

4) SPD disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh 

PPKD. 

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran 

Kas dan SPD diatur dalam Peraturan Bupati. 
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f. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah 

1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya 

ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 

(satu) hari. 

2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan 

komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa 

keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan 

dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Bupati. 

3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan 

sah atas setoran.  

4) Bukti dapat meliputi dokumen elektronik. 

5) Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda 

setoran. 

6) Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai 

dan/atau nontunai. 

7) Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota 

kredit atau dokumen lain yang dipersamakan. 

8) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau 

surat berharga yang dalam penguasaannya: 

a) lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan; dan/atau 

b) atas nama pribadi. 

9) Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara 

Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.  

10) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan 

pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas 

penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

11) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui 

PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
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12) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

13) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan 

pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi 

penerimaan. 

14) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya 

berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun 

sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening 

penerimaan yang bersangkutan. 

15) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya 

tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan 

dengan membebankan pada rekening penerimaan yang 

bersangkutan. 

16) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya 

tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan 

dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga. 

17) Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:  

a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;  

b. rekomendasi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah;  

c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia;  

d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah 

tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau  

e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

g. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah 

1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah 

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 
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2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan 

dan diundangkan dalam lembaran daerah. 

3) Pengeluaran kas tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat 

dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui 

PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan dengan SPD. 

5) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran 

SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran 

pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

6) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran 

anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran 

pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen 

lain yang dipersamakan dengan SPD. 

7) SPP terdiri atas: 

a) SPP UP; 

b) SPP GU; 

c) SPP TU; dan 

d) SPP LS. 

8) SPP terdiri atas: 

a) SPP TU; dan 

b) SPP LS. 

9) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. 

10) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. 

11) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan 

dengan keputusan Bupati. 
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12) Pengajuan SPP UP diajukan dengan melampirkan keputusan 

Bupati tentang besaran UP. 

13) Pengajuan SPP GU dilampiri dengan dokumen asli 

pertanggungjawaban penggunaan UP. 

14) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu 

mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang 

bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS 

dan/atau SPP UP/GU. 

15) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan 

dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu 

penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

16) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, 

sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. 

17) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk: 

a) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; 

dan/atau 

b) kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah 

ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali 

PA/KPA. 

18) Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana 

penggunaan dana. 

19) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran: 

a) gaji dan tunjangan; 

b) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan 

c) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

20) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan 

barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian 

kewenangannya kepada KPA. 
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21) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan 

barang dan jasa huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari 

sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. 

22) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan 

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

23) Berdasarkan pengajuan SPP UP, PA mengajukan permintaan UP 

kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP. 

24) Berdasarkan pengajuan SPP GU, PA mengajukan penggantian 

UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan 

menerbitkan SPM GU. 

25) Berdasarkan pengajuan SPP TU, PA/KPA mengajukan 

permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM 

TU. 

26) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK 

SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas: 

a) kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih; 

b) kelengkapan dokumen yang menjadi 

persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian 

pengadaan barang/jasa; dan 

c) ketersediaan dana yang bersangkutan. 

27) Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan 

pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS 

kepada Kuasa BUD. 

28) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak 

menerbitkan SPM LS. 

29) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil 

verifikasi tidak memenuhi syarat paling lambat 1 (satu) hari 

terhitung sejak diterimanya SPP. 
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30) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima 

dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra 

kerjanya. 

31) Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima 

secara sah dan lengkap. 

32) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban 

untuk: 

a) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA 

berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 

b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD 

yang tercantum dalam perintah pembayaran; 

c) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan 

d) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran 

Daerah. 

33) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA 

apabila: 

a) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

PA/KPA; dan/atau 

b) pengeluaran tersebut melampaui pagu. 

34) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan 

paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM. 

35) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu 

melaksanakan pembayaran setelah: 

a) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang 

diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya; 

b) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum 

dalam dokumen pembayaran; dan 

c) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 

36) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib 

menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila 

persyaratan tidak dipenuhi. 
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37) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu 

bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang 

dilaksanakannya. 

38) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu 

sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya 

wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak 

yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara. 

39) PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun 

anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir. 

40) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib 

mempertanggung-jawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada 

PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. 

41) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada 

SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas 

pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 

kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. 

42) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan 

pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan 

penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati. 

43) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu secara 

fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan 

pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA. 

44) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun 

anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan 

Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. 

h. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah 
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1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan 

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD. 

2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan 

melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak 

dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD 

melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan 

pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut. 

4) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya 

digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk: 

a) menutupi defisit anggaran; 

b) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum 

tersedia anggarannya; 

c) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah 

yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului 

perubahan APBD; 

d) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 

e) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat 

adanya kebijakan Pemerintah; 

f) mendanai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum 

tersedia anggarannya; dan/atau 

g) mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya 

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD 

tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai 

dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun 

anggaran berjalan. 

5) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening 

Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan 

Dana Cadangan sesuai peruntukannya. 
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6) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening 

Kas Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan 

yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana 

Cadangan yang bersangkutan mencukupi. 

7) Pemindahbukuan paling banyak sejumlah pagu Dana Cadangan 

yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran 

berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang 

pembentukan Dana Cadangan. 

8) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening 

Kas Umum Daerah dilakukan dengan surat perintah 

pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 

9) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan 

dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang 

ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. 

10) Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum 

Daerah ke rekening Dana Cadangan. 

11) Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD 

atas persetujuan PPKD. 

12) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa 

BUD berkewajiban untuk: 

a) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan 

oleh kepala SKPKD; 

b) menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan 

yang tercantum dalam perintah pembayaran; 

c) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan 

d) menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas 

pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan. 

13) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 

perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan 

yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat: 

a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah 

diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan; 

b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengadaan barang dan jasa; 

c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau 

penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force 

majeure) sesuai peraturan perundang-undangan; 

d. kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil 

putusan pengadilan yang bersifat tetap. 

14) Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran 

terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus 

persen) pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan 

tahapan sebagai berikut: 

a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 

selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; 

b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan.  

c. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan 

SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.  

15) Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan 

pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah 

daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 
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a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 

selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; 

b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan. 

c. mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai 

dasar pelaksanaan pembayaran. 

16) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali 

Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk 

keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang- 

undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai 

berikut: 

a. kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang 

berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan 

penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia 

barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa; 

b. Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

c. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 

selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; 

d. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan. 

e. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan 

SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

17) Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, 

pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 

a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban 

pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam 

APBD; 

b. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 

selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; 

c. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan. 

d. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan 

SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

18) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 

perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan 

yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih 

dahulu oleh aparatur pengawas internal pemerintah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

19) Hasil reviu aparatur pengawas internal pemerintah menjadi salah 

satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam 

perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

20) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang 

melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan Bupati. 

i. Pengelolaan Barang Milik Daerah 

1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 

penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, 

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 
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2) Ketentuan mengenai pengelolaan BMD diatur dalam Peraturan 

Daerah tersendiri. 

 

8. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah 

Materi mengenai Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:  

a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama 

APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 

2) Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir 

bulan Juli tahun anggaran berkenaan. 

b. Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

1) Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar 

perubahan APBD. 

2) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: 

a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 

b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar 

Program, antar Kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis 

belanja; 

c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran 

berjalan; 

d) keadaan darurat; dan/atau 

e) keadaan luar biasa. 



 

 

193 

 

c. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat 

berupa terjadinya: 

a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan 

Daerah; 

b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja 

Daerah; dan/atau 

c) perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. 

2) Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta 

perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. 

3) Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai 

perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya. 

4) Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan: 

a) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat diusulkan 

untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan 

mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun 

anggaran berjalan; 

b) capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD 

apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan 

c) capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD 

apabila melampaui asumsi KUA. 

d. Pergeseran Anggaran 

1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit 

organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar sub Kegiatan, 

antar Kelompok, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, 

antar rincian objek belanja dan/atau antar sub rincian objek. 
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2) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar 

Program, antar Kegiatan, antar sub Kegiatan, antar kelompok 

dan antar jenis belanja dilakukan melalui perubahan Perda 

tentang APBD. 

3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian 

obyek belanja dilakukan melalui melalui perubahan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan oleh Bupati. 

4) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan 

antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja ditetapkan oleh 

Bupati.  

5) Pergeseran anggaran diformulasikan dalam Perubahan DPA 

SKPD. 

6) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 

selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang 

perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi 

anggaran. 

7) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 

ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila: 

a) tidak melakukan perubahan APBD; atau 

b) pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang 

perubahan APBD. 

8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran 

diatur dalam Peraturan Bupati. 

e. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

1) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan 

pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan 

DPA SKPD dan/atau RKA SKPD. 

2) Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya 

harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa: 

a. menutupi defisit anggaran; 
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b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum 

tersedia anggarannya; 

c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah 

yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului 

perubahan APBD; 

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 

e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat 

adanya kebijakan Pemerintah; 

f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum 

tersedia anggarannya; dan/atau 

g. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya 

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD 

tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai 

dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun 

anggaran berjalan. 

f. Pendanaan Keadaan Darurat 

1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai 

keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam 

rancangan perubahan APBD. 

2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat 

dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah 

Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran 

tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan 

terlebih dahulu melakukan Peraturan Bupati perubahan 

penjabaran APBD. 

g. Pendanaan Keadaan Luar Biasa 

1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

2) Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan 

estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD 
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mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima 

puluh persen). 

3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa 

diatur dalam Peraturan Bupati. 

4) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi 

penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% 

(lima puluh persen) dapat dilakukan penambahan Sub Kegiatan 

baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan. 

5) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi 

penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% 

(lima puluh persen) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau 

pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan 

Sub Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. 

h. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS 

disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan 

Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. 

2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS 

dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan 

perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus 

dalam tahun anggaran berkenaan. 

3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati 

Bupati bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah 

dalam menyusun RKA SKPD. 

4) Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada 

perangkat daerah disertai dengan: 

a) Program, Kegiatan dan sub Kegiatan baru; 

b) kriteria DPA SKPD yang dapat diubah; 

c) batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; 

dan/atau 
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d) dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening 

perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar 

belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan 

BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan. 

5) Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan 

Agustus tahun anggaran berkenaan. 

6) Bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan 

perubahan RKA-SKPD berdasarkan perubahan KUA dan 

perubahan PPAS, sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun 

perubahan RKA-SKPD. 

7) Surat edaran Bupati paling sedikit memuat: 

a. prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan 

sub kegiatan yang terkait; 

b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, 

kegiatan dan sub kegiatan SKPD; 

c. batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan 

Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan 

d. dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, 

perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-

SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar 

belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman 

penyusunan APBD. 

8) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD 

dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu 

ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 

9) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan 

KUA dan perubahan PPAS serta surat edaran Bupati tentang 

Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD. 

10) RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan 

penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD. 
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11) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD berlaku 

secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada 

perubahan APBD. 

12) DPA SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau 

pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan 

Sub Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 

13) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diformulasikan dalam 

perubahan DPA SKPD. 

14) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, 

kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah 

perubahan. 

15) RKA SKPD yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

baru dan perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam 

perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan 

kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. 

16) Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian 

antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan: 

a) perubahan KUA dan perubahan PPAS; 

b) prakiraan maju yang telah disetujui; 

c) dokumen perencanaan Iainnya; 

d) capaian Kinerja; 

e) indikator Kinerja; 

f) analisis standar belanja; 

g) standar harga satuan; 

h) standar kebutuhan BMD; 

i) perencanaan kebutuhan BMD; 

j) Standar Pelayanan Minimal; dan 

k) Program, Kegiatan sub Kegiatan antar RKA SKPD dan 

perubahan DPA SKPD. 
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17) Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, 

kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 

18) PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan 

dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan 

DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD. 

19) Rancangan Perda tentang perubahan APBD memuat lampiran 

paling sedikit terdiri atas: 

a) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan 

jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

b) ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan 

organisasi; 

c) rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, 

organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, akun, 

kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

d) rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan 

Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan; 

e) rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam 

kerangka pengelolaan keuangan negara; 

f) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

g) daftar Piutang Daerah; 

h) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah 

lainnya; 

i) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap 

daerah; 

j) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-

lain; 

k) daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran berkenaan; 

l) daftar Dana Cadangan daerah; dan 
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m) daftar Pinjaman Daerah. 

20) Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan 

Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD. 

21) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan 

APBD memuat lampiran paling sedikit terdiri atas: 

a) ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi 

menurut jenis, obyek, dan rincian obyek, dan sub rincian 

obyek, pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

b) penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, jenis, 

obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; 

dan 

d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

bantuan sosial. 

22) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun 

oleh PPKD disampaikan kepada Bupati. 

i. Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan 

APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen 

pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan 

bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun 

anggaran berkenaan. 

2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati 

menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan 

perubahan PPAS. 
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j. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang 

perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling 

lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan 

berakhir. 

2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil 

keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran 

yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan. 

3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan 

setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. 

k. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah 

1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui 

bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

perubahan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal 

persetujuan Rancangan Perda tentang perubahan APBD untuk 

dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati. 

2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan 

Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD disertai 

dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan 

PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.  

3) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda 

tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati 

tentang penjabaran perubahan APBD dengan: 

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
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b) kepentingan umum; 

c) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; 

dan 

d) RPJMD. 

4) Dalam hal Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah 

Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang 

perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang 

penjabaran perubahan APBD tinggi, kepentingan umum, 

perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan 

RPJMD, Bupati menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda 

dan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

5) Dalam hal Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah 

Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang 

perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang 

penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 

umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, 

dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan 

paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. 

6) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui TAPD 

bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. 

7) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan 

DPRD. 

8) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda 

tentang perubahan APBD. 

9) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna 

berikutnya. 

10) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Gubernur Jawa 

Tengah untuk perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) hari 

setelah keputusan tersebut ditetapkan. 
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11) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara 

dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai 

pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan 

pimpinan DPRD. 

12) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai 

dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur 

Jawa Tengah, Bupati menetapkan Perda Perubahan APBD 

berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi. 

13) Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor 

registrasi dari Gubernur Jawa Tengah. 

 

9. Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Materi mengenai Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 

Daerah yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:  

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan: 

1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 

2) SAPD; dan 

3) BAS untuk Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan 

entitas pelaporan. 

c. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, meliputi kebijakan 

akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. 

d. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas 

unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam 

penyajian pelaporan keuangan. 

e. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, 

penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai 

dengan SAP. 
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f. SAPD, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam 

melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke 

dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan 

keuangan. 

g. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi: 

1) laporan realisasi anggaran; 

2) laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

3) neraca; 

4) laporan operasional; 

5) laporan arus kas; 

6) laporan perubahan ekuitas; dan 

7) catatan atas laporan keuangan. 

h. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD. 

i. BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah 

dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur 

APBD dan laporan keuangan secara lengkap. 

j. BAS untuk Daerah bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan 

dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi 

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi 

penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan. 

k. BAS untuk Daerah diselaraskan dengan bagan akun standar 

Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

l. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh 

entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan 

SKPD selaku entitas akuntansi. 

m. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD 

selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi: 

1) laporan realisasi anggaran; 

2) neraca; 
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3) laporan operasional; 

4) laporan perubahan ekuitas; dan 

5) catatan atas laporan keuangan. 

n. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui PPKD 

paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

o. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh 

kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk 

disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

p. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi: 

1) laporan realisasi anggaran; 

2) laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

3) neraca; 

4) laporan operasional; 

5) laporan arus kas; 

6) laporan perubahan ekuitas; dan 

7) catatan atas laporan keuangan. 

q. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati 

melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

r. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh aparat 

pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa 

Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. 

s. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. 

t. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan 

hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima 
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laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD. 

u. Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap 

laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan 

keuangan Pemerintah Daerah. 

v. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan 

daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD 

bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Bupati melalui 

PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

w. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan 

daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan 

dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

10. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Materi mengenai Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang perlu 

dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

meliputi:  

a. Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan 

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar 

laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

b. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. 

c. Persetujuan bersama rancangan Perda dilakukan paling lambat 7 

(tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
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d. Atas dasar persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan 

Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD. 

e. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang 

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan 

kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat paling 

lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan 

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk 

dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati. 

f. Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil 

Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari 

terhitung sejak diterimanya rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan 

Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  

g. Dalam hal Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat 

menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan 

Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sudah sesuai dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan 

APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati 

tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti 

temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati 

menetapkan rancangan Perda menjadi Perda dan rancangan Peraturan 

Bupati menjadi Peraturan Bupati. 

h. Dalam hal Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat 

menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan 

Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

bertentangan dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan 

APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati 
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tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti 

temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati 

bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak hasil evaluasi diterima. 

i. Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan 

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Bupati, 

DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap 

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

j. Rancangan Peraturan Bupati ditetapkan setelah memperoleh 

pengesahan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

k. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Bupati tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya 

disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak 

mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan 

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

l. Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Gubernur Jawa 

Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan 

Peraturan Bupati, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati 

tersebut menjadi Peraturan Bupati. 

 

11. Kekayaan Daerah Dan Utang Daerah 

Materi mengenai Kekayaan Daerah Dan Utang Daerah yang perlu 

dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

meliputi:  

a. Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, 

dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah 

diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. 

b. Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis 

tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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c. Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat 

waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

d. Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata 

dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang 

Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari 

pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, 

kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang 

mengakibatkan masalah perdata dan penghapusan Piutang Daerah, 

diatur dalam Perda tersendiri. 

d. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka 

memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi Pemerintah Daerah diatur 

dalam Perda tersendiri. 

f. Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

a. Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah 

dibebankan pada anggaran Belanja Daerah. 
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12. Badan Layanan Umum Daerah 

Materi mengenai Badan Layanan Umum Daerah yang perlu 

dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

meliputi:  

a. Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati 

menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Bupati 

yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD. 

c. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan 

kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan 

umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan. 

d. Pelayanan kepada masyarakat meliputi: 

1) penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; 

2) pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau 

layanan kepada masyarakat; dan/atau 

3) pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan 

meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. 

e. BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah. 

f. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang 

dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran. 

h. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP. 

i. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan 

teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab 

atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan. 

j. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk 

membiayai belanja BLUD yang bersangkutan. 
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k. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas 

peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan. 

l. Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja 

BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan 

Kinerja Pemerintah Daerah. 

 

13. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah 

Materi mengenai Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah 

yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah meliputi:  

a. Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan 

melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain 

yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan 

kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah 

wajib mengganti kerugian dimaksud. 

c. Penggantian kerugian wajib segera diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian kerugian 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan 

Bupati. 

 

14. Informasi Keuangan Daerah 

Materi mengenai Informasi Keuangan Daerah yang perlu 

dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

meliputi:  

a. Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi keuangan 

daerah dan diumumkan kepada masyarakat. 
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b. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi 

penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. 

c. Informasi keuangan daerah digunakan untuk: 

1) membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan laporan 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

2) membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan 

Daerah; 

3) membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan 

Daerah; 

4) menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah; 

5) mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; 

6) mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; 

dan 

7) melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 

d. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan 

wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

e. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 

f. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan 

secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

g. Pemerintah Daerah berkwajiban menerapkan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara 

terintegrasi paling sedikit meliputi: 

1. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja 

Pemerintah Daerah; 

2. penyusunan rencana kerja SKPD; 

3. penyusunan anggaran; 

4. pengelolaan Pendapatan Daerah; 
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5. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; 

6. akuntansi dan pelaporan; dan 

7. pengadaan barang dan jasa. 

h. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penerapan 

sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan 

Keuangan Daerah diatur dalam peraturan Bupati 

 

15. Pembinaan Dan Pengawasan 

Materi mengenai Pembinaan Dan Pengawasan yang perlu 

dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

meliputi:  

a. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah 

dilaksanakan oleh: 

1) Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi 

Pemerintah Daerah; dan 

2) Bupati bagi perangkat daerah. 

b. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan 

dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. 

c. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

e. Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, 

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati menyelenggarakan 

sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

Daerah. 

f. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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g. Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan 

DAK dalam APBD dilakukan dengan cara supervisi, pemantauan, dan 

pengevaluasian. 

h. Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, 

dan DAK bertujuan untuk: 

i. memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara optimal untuk 

membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

dan sesuai dengan prioritas daerah termasuk Urusan Pemerintahan 

tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 

j. memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara optimal untuk 

membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

terutama untuk penyediaan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

k. memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan secara optimal untuk 

membiayai Urusan Pemerintahan pada Kegiatan khusus yang menjadi 

kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional pada tahun 

anggaran berkenaan. 

l. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan 

pengevaluasian diatur dalam Peraturan Bupati. 

m. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 

n. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan 

secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

o. Pemerintah Daerah berkwajiban menerapkan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara 

terintegrasi paling sedikit meliputi: 

1) penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja 

Pemerintah Daerah; 

2) penyusunan rencana kerja SKPD; 
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3) penyusunan anggaran; 

4) pengelolaan Pendapatan Daerah; 

5) pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; 

6) akuntansi dan pelaporan; dan 

7) pengadaan barang dan jasa. 

p. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penerapan 

sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan 

Keuangan Daerah diatur Peraturan Bupati. 

 

 

16. Ketentuan Penutup 

Materi mengenai Ketentuan Penutup yang perlu dituangkan dalam 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:  

a. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 172), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

b. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

c. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan studi pustaka 

dan kajian yuridis dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak relevan lagi 

dengan tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, serta tidak 

sesuai dengan perkembangan dan perubahan regulasi di bidang 

pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan ditetapkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

2. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

3. Dalam pengaturan Keuangan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah 

ini meliputi : 

a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah 

serta melakukan pinjaman; 

b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 

c. Penerimaan Daerah; 

d. Pengeluaran Daerah; 

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa 

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat 

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; 

dan/atau 
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f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau 

kepentingan umum 

 

B. Saran  

Dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan studi pustaka 

dan kajian yuridis dapat dirumuskan saran sebagai berikut: 

1. Agar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan memperhatikan 

peraturan perundangan-undangan berkaitan dengan keuangan daerah, 

perencanaan partisipatif pemerintah daerah serta tuntutan pengelolaan 

keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel; 

2. Dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentunya harus memperhatikan 

asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan serta harus 

memperhatikan landasan penyusunan produk hukum daerah yang berupa 

peraturan daerah maupun peraturan pelaksana teknis lainnya.  

3. Agar Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat 

efektif dan dapat dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus 

melakukan perubahan seiring dengan adanya peraturan perundang-

undangan yang baru, sehingga pelaksanaan peraturan daerah tersebut 

dapat diterapkan guna mendukung terselenggaranya pengelolaan 

keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, 

manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Demikian Penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah ini dapat kami susun untuk dapat dipergunakan sebagai 

bahan acuan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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LAMPIRAN 



BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

RANCANGAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR ….. TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO, 

Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, 

taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk 

masyarakat; 

b. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang baik dan bersih, perlu dilakukan pengelolaan 

keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

Mengingat:  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

dan 

BUPATI SUKOHARJO 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 

angka 59 PP No 12 Tahun 2020) 

2. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. (Pasal 1 angka 53 PP No 12 Tahun 2020) 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. (Pasal 1 angka 62 PP No 12 Tahun 2020) 
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5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dalam negeri. (pasal 1 angka 60 PP No 12 Tahun 2020) 

6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 

7. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo. 

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (pasal 1 

angka 64 PP No 12 Tahun 2020) 

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.  

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

Urusan Pemerintahan daerah. (pasal 1 angka 65 PP No 12 Tahun 2020) 

12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 

adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah 

yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. (pasal 1 angka 66 PP No 

12 Tahun 2020) 

13. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah bagian Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program. (pasal 1 angka 

67 PP No 12 Tahun 2020) 

14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. (pasal 1 angka 68 PP No 

12 Tahun 2020) 

15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna 

Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. (pasal 1 angka 69 PP No 12 Tahun 2020) 

16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 

tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam 

rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (pasal 1 

angka 70 PP No 12 Tahun 2020) 

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. (pasal 1 angka 71 PP No 

12 Tahun 2020) 

18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai 

Bendahara Umum Daerah. (pasal 1 angka 72 PP No 12 Tahun 2020) 

19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD 

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara 

Umum Daerah. (pasal 1 angka 73 PP No 12 Tahun 2020) 

20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 

pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 

(satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang 

tugasnya. (pasal 1 angka 74 PP No 12 Tahun 2020) 

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat PPK Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat 
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yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. (pasal 1 angka 75 PP No 12 Tahun 2020) 

22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. (pasal 1 angka 76 PP No 12 Tahun 2020) 

23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam 

rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah. (pasal 1 angka 77 PP No 12 Tahun 2020) 

24. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN 

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. (pasal 1 angka 78 PP No 12 

Tahun 2020) 

25. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung 

dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. (pasal 1 angka 1 PP No 12 

Tahun 2020) 

26. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. (pasal 1 angka 2 

PP No 12 Tahun 2020) 

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan 

dengan undang-undang. (pasal 1 angka 3 PP No 12 Tahun 2020) 

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. (pasal 1 angka 4 PP No 12 Tahun 2020) 

29. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. (pasal 1 angka 

5 PP No 12 Tahun 2020) 

30. Pengeluaran Daerah adalah uang yang ke luar dari kas Daerah. (pasal 1 

angka 6 PP No 12 Tahun 2020) 

31. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

(pasal 1 angka 7 PP No 12 Tahun 2020) 

32. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai 

dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. (pasal 1 angka 8 PP No 12 Tahun 2020) 

33. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang 

merupakan urusan Daerah. (pasal 1 angka 9 PP No 12 Tahun 2020) 
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34. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada 

Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan 

mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah. (pasal 1 angka 10 PP No 12 Tahun 2020) 

35. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-

Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi. (pasal 1 angka 11 PP No 12 Tahun 2020) 

36. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. (pasal 1 angka 12 PP No 12 Tahun 2020) 

37. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. (pasal 1 angka 13 PP No 12 Tahun 2020) 

38. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (pasal 1 angka 

14 PP No 12 Tahun 2020) 

39. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 

pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 

kembali. (pasal 1 angka 15 PP No 12 Tahun 2020) 

40. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang 

wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah 

yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-

undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. (pasal 1 

angka 15 PP No 12 Tahun 2020) 

41. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah 

pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum 

daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh 

bunga dan pengembalian pokok pinjaman. (pasal 1 angka 17 PP No 12 

Tahun 2020) 

42. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. (pasal 1 angka 18 PP No 12 Tahun 2020) 

43. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 

pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat 

berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. (pasal 1 

angka 19 PP No 12 Tahun 2020) 

44. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. (pasal 1 angka 20 PP No 12 Tahun 2020) 
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45. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (pasal 1 angka 

21 PP No 12 Tahun 2020) 

46. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 

untuk periode 1 (satu) tahun. (pasal 1 angka 22 PP No 12 Tahun 2020) 

47. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat 

daerah. (pasal 1 angka 23 PP No 12 Tahun 2020) 

48. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 

pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang 

memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 

digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. (pasal 1 angka 24 PP No 12 Tahun 2020) 

49. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran 

berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan 

tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan 

mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan 

pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. (pasal 1 

angka 25 PP No 12 Tahun 2020) 

50. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 

sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. (pasal 1 angka 26 PP No 12 

Tahun 2020) 

51. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 

beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya 

manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai 

masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. (pasal 

1 angka 27 PP No 12 Tahun 2020) 

52. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan 

untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan 

melalui kontrak tahun jamak. (pasal 1 angka 28 PP No 12 Tahun 2020) 

53. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program 

dan kebijakan. (pasal 1 angka 29 PP No 12 Tahun 2020) 

54. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari 

Kegiatan dalam 1 (satu) Program. (pasal 1 angka 30 PP No 12 Tahun 2020) 
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55. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran 

yang diharapkan dari suatu Kegiatan. (pasal 1 angka 31 PP No 12 Tahun 

2020) 

56. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah 

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 

kualitas yang terukur. (pasal 1 angka 32 PP No 12 Tahun 2020) 

57. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan 

membayar seluruh Pengeluaran Daerah. (pasal 1 angka 33 PP No 12 Tahun 

2020) 

58. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 

Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 

Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank 

yang ditetapkan. (pasal 1 angka 34 PP No 12 Tahun 2020) 

59. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan 

dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. (pasal 1 angka 35 PP 

No 12 Tahun 2020) 

60. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 

yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat 

permintaan pembayaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. (pasal 1 angka 36 PP No 12 Tahun 2020) 

61. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

(pasal 1 angka 37 PP No 12 Tahun 2020) 

62. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja 

dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran 

untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat 

daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai 

pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan 

melalui mekanisme pembayaran langsung. (pasal 1 angka 38 PP No 12 

Tahun 2020) 

63. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran 

Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar 

perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui 

penerbitan surat perintah membayar langsung. (pasal 1 angka 39 PP No 12 

Tahun 2020) 

64. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan 

uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara 

pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak cukup didanai dari 

Uang Persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. (pasal 1 angka 

40 PP No 12 Tahun 2020) 

65. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 

yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas 
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Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. (pasal 1 angka 41 PP No 12 Tahun 2020) 

66. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-

UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah 

pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipergunakan sebagai UP untuk 

mendanai Kegiatan. (pasal 1 angka 42 PP No 12 Tahun 2020) 

67. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah 

pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya dipergunakan untuk 

mengganti Uang Persediaan yang telah dibelanjakan. (pasal 1 angka 43 PP 

No 12 Tahun 2020) 

68. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat 

perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya tidak 

dapat menggunakan Pembayaran Langsung dan Uang Persediaan. (pasal 1 

angka 44 PP No 12 Tahun 2020) 

69. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS 

adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah 

pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga. (pasal 1 angka 45 PP 

No 12 Tahun 2020) 

70. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (pasal 1 angka 46 PP No 12 

Tahun 2020) 

71. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang 

yang dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. (pasal 1 angka 47 PP 

No 12 Tahun 2020) 

72. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) 

periode anggaran. (pasal 1 angka 48 PP No 12 Tahun 2020) 

73. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah 

Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. (pasal 1 

angka 49 PP No 12 Tahun 2020) 

74. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo. (pasal 1 angka 50 PP No 12 Tahun 2020) 

75. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. (pasal 1 

angka 52 PP No 12 Tahun 2020) 
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76. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh semua Daerah. (pasal 1 angka 54 PP No 12 Tahun 

2020) 

77. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

(pasal 1 angka 55 PP No 12 Tahun 2020) 

78. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan 

dasar warga negara. (pasal 1 angka 56 PP No 12 Tahun 2020) 

79. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 

Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak 

diperoleh setiap warga negara secara minimal. (pasal 1 angka 57 PP No 12 

Tahun 2020) 

80. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan 

kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 

dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. (pasal 1 angka 58 PP No 12 

Tahun 2020) 

81. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (pasal 1 

angka 61 PP No 12 Tahun 2020) 

82. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

(pasal 1 angka 79 PP No 12 Tahun 2020) 

83. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 

penerimaan dan perkiraan arus kas ke luar untuk mengatur ketersediaan 

dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dalam setiap periode. (pasal 1 angka 80 PP No 12 Tahun 

2020) 

84. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah. (pasal 1 angka 81 PP No 12 

Tahun 2020) 

85. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, 

aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai 

pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah 

Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam 

rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap 

anggaran, antar periode maupun antar entitas. (pasal 1 angka 82 PP No 12 

Tahun 2020) 

86. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD 

adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan 

elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 
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sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan 

Daerah. (pasal 1 angka 83 PP No 12 Tahun 2020) 

87. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar 

kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara 

sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan 

keuangan Pemerintah Daerah. (pasal 1 angka 84 PP No 12 Tahun 2020) 

88. Hari adalah hari kerja. (pasal 1 angka 85 PP No 12 Tahun 2020) 

 

Pasal 2 

(1) Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perda ini dimaksudkan 

sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan 

kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 

Keuangan Daerah. 

(2) Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertujuan untuk : 

a. meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip-

prinsip pengelolaan keuangan daerah; 

b. menunjang terselenggaranya urusan pemerintah daerah di bidang 

pengelolaan keuangan daerah; dan 

c. mendukung terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik di 

Daerah;  

 

Pasal 3 

(1) Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perda ini meliputi: 

a. tertib; 

b. efisien; 

c. ekonomis; 

d. efektif; 

e. transparan; dan 

f. bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, 

manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diwujudkan dalam APBD. 

(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi 

Pemerintah Daerah dalam melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 4 

Keuangan Daerah meliputi: 

a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta 

melakukan pinjaman; 
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b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah 

dan membayar tagihan pihak ketiga; 

c. Penerimaan Daerah; 

d. Pengeluaran Daerah; 

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, 

surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan 

uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau 

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. 

 

Pasal 5 

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perda ini 
meliputi : 

a. pengelola keuangan daerah; 
b. APBD; 
c. penyusunan rancangan APBD; 

d. penetapan APBD; 

e. pelaksanaan dan penatausahaan; 

f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; 

g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; 

h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

i. kekayaan daerah dan utang daerah; 

j. BLUD; 

k. penyelesaian kerugian keuangan daerah; 

l. informasi keuangan daerah; dan 

m. pembinaan dan pengawasan. 

 

 

BAB III 

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

 

Bagian Kesatu 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

Pasal 6 

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

(2) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 
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c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan 

APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah 

dan/atau masyarakat; 

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 

g. menetapkan KPA; 

h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan 

Piutang Daerah; 

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan 

dan memerintahkan pembayaran; 

l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati selaku 

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang 

menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran 

pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, 

bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus 

lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.  

(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat 

Perangkat Daerah. 

(5) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: 

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan 

c. kepala SKPD selaku PA. 

(6) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang 

memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. 

(7) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 

dengan keputusan Bupati. 

 

Pasal 7 

Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah 

yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkedudukan 

sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham 

pada perseroan daerah. 
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Bagian Kedua 

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

Pasal 8 

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, bertugas: 

a. melaksanakan koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. melaksanakan koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, 

rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; 

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang 

Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

f. memimpin TAPD. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada 

Bupati. 

 

Bagian Ketiga 

PPKD 

 

Pasal 9 

(1) Kepala SKPKD selaku PPKD bertugas: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam 

Perda; 

d. melaksanakan fungsi BUD; dan 

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d, berwenang: 

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

b. mengesahkan DPA SKPD; 

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas umum daerah; 

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 

f. menetapkan anggaran kas dan SPD; 

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama 

Pemerintah Daerah; 

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; 

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 
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j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan 

Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

(3) Selain melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD 

berwenang: 

a. mengelola investasi; 

b. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; 

c. membuka Rekening Kas Umum Daerah; 

d. membuka rekening penerimaan; 

e. membuka rekening pengeluaran; dan 

f. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

 

Pasal 10 

(1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada 

Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

keputusan Bupati. 

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 

a. menyiapkan Anggaran Kas; 

b. menyiapkan SPD; 

c. menerbitkan SP2D; 

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank 

dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 

f. menyimpan uang daerah; 

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan 

mengelola/menatausahakan investasi; 

h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban 

APBD; 

i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah 

Daerah; 

j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan 

k. melakukan penagihan Piutang Daerah. 

(4) Selain melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa 

BUD dalam mengelola kas bertugas: 

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji 

anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;  

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang 

menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas 

investasi; dan 

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan 

pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.  

(5) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada 

PPKD selaku BUD. 
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Pasal 11 

(1) Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di 

lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang 

dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kuasa BUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati. 

 

Bagian Keempat 

PA 

 

Pasal 12 

(1) Kepala SKPD selaku PA bertugas: 

a. menyusun RKA SKPD; 

b. menyusun DPA SKPD; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban 

anggaran belanja; 

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 

h. menandatangani SPM; 

i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab 

SKPD yang dipimpinnya; 

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya; 

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD; 

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam 

rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD selaku PA 

mempunyai tugas lainnya, meliputi:  

a. menyusun anggaran kas SKPD;  

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;  

c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);  

d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;  

e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja 

atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas 

Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan 

Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan  

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.  
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(3) Kepala SKPD selaku PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

(4) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat 

melimpahkan kepada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan 

pengelolaan keuangan. 

 

 

Bagian Kelima 

KPA 

 

Pasal 13 

(1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD 

selaku KPA. 

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. 

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh Bupati atas usul kepala SKPD. 

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban 

anggaran belanja; 

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; 

dan 

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

KPA bertanggung jawab kepada PA. 

(6) Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA bertugas:  

a. menyusun RKA Unit organisasi bersifat khusus;  

b. menyusun DPA Unit organisasi bersifat khusus;  

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;  

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang 

dipimpinnya;  

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;  

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;  

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan;  

h. menandatangani SPM;  

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD 

yang dipimpinnya;  
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j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi 

bersifat khusus yang dipimpinnya;  

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus 

yang dipimpinnya;  

l. menetapkan PPTK dan PPK Unit SKPD;  

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang 

dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan  

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(7) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih 

pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit 

SKPD selaku KPA.  

 

Bagian Keenam 

PPTK SKPD 

 

Pasal 14 

(1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada 

SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.  

(2) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan 

SKPD/Unit SKPD.  

(3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan 

wewenang PA/KPA.  

(4) PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) bertugas:  

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis 

Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;  

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban 

pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan  

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub 

kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.  

(5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA. 

(6) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan 

oleh PPTK. 

 

Pasal 15 

(1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 

berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, 

beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif 

lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati. 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang 

menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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(3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, 

PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang 

kriterianya ditetapkan Bupati. 

 

Bagian Ketujuh 

PPK SKPD 

 

Pasal 16 

(1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (1) huruf l untuk melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada SKPD. 

(2) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang:  

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta 

bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 

b. menyiapkan SPM; 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 

e. menyusun laporan keuangan SKPD. 

(3) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:  

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta 

bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;  

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian 

kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan 

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan 

SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya 

sebagai dasar penyiapan SPM. 

(4) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai 

pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah 

dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, 

dan/atau PPTK. 

 

Bagian Kedelapan 

PPK Unit SKPD 

 

Pasal 17 

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena 

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), PA 

menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada Unit SKPD. 

(2) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya 

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; 

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS 

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan 
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c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu. 

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK Unit 

SKPD bertugas: 

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian 

kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan 

pembantu/Bendahara lainnya; dan 

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan 

SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar 

penyiapan SPM. 

(4) PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus bertugas :  

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta 

bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, 

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;  

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan 

SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya 

sebagai dasar penyiapan SPM;  

c. menyiapkan SPM; 

d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;  

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan  

f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.  

(5) PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan 

struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.  

 

 

Bagian Kesembilan 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

 

Pasal 18 

(1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas 

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada 

SKPD atas usul PPKD selaku BUD. 

(2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan 

berwenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum 

Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan 

Daerah yang diterimanya. 

(3) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Bendahara Penerimaan bertugas dan berwenang antara lain:  

a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung 

melalui Rekening Kas Umum Daerah;  

b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh 

Bupati;  

c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah 

yang telah ditetapkan;  

d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah 

yang diterimanya; dan 
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e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan 

pendapatan daerah. 

 

Pasal 19 

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati 

dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD 

yang bersangkutan. 

(2) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang 

ditetapkan Bupati. 

(3) Lingkup penugasan mengenai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) paling sedikit meliputi: 

a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka 

pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk 

transaksi secara elektronik; 

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung 

melalui Rekening Kas Umum Daerah; 

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh 

Bupati; 

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah 

yang telah ditetapkan; 

e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah 

yang diterimanya; dan 

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan 

pendapatan daerah. 

 

Pasal 20 

(1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai 

ASN yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan 

efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah. 

(2) Pegawai ASN yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan 

lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

 

Pasal 21 

(1) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 

belanja pada SKPD. 

(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan 

berwenang: 

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, 

SPP TU, dan SPP LS; 

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya; 

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
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e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA 

dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara 

periodik; dan 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya 

meliputi: 

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati; 

b. memeriksa kas secara periodik; 

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen 

fisik dari bank; 

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau 

hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja 

akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan 

f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang 

melaksanakan fungsi BUD. 

(4) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), maka Bupati atas usul PPKD 

menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu. 

(5) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

bertugas dan berwenang: 

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; 

c. menerima dan menyimpan TU dari BUD; 

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang 

dikelolanya; 

e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA 

dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara 

Pengeluaran secara periodik. 

(6) Selain mempunyai tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas dan berwenang lainnya 

meliputi: 

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati; 

b. memeriksa kas secara periodik; 

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen 

fisik dari bank; 

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau 

hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan 
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e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja 

akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun 

berjalan. 

 

Pasal 22 

(1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai 

ASN yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk 

meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah. 

(2) Pegawai ASN yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang 

sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

(3) Bupati menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus pada unit 

organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Bendahara unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang setara dengan Bendahara 

Pengeluaran. 

 

Pasal 23 

(1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara 

Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara khusus 

dilarang: 

a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan 

penjualan jasa; 

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau 

penjualan jasa; dan 

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas 

nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. 

(2) Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, 

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan 

terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang 

berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD. 

 

Bagian Kesepuluh 

TAPD 

 

Pasal 24 

(1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD. 

(2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 

(3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana 

Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. 

(4) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 

a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan 

KUA; 
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c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan 

PPAS; 

d. melakukan verifikasi RKA SKPD; 

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan 

rancangan pertanggungjawaban APBD; 

f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan 

Pertanggungjawaban APBD; 

g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan 

DPA SKPD; 

h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA; 

dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan. 

 

 

BAB IV 

APBD 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 25 

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan 

Pendapatan Daerah. 

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani 

KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. 

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, 

distribusi, dan stabilisasi. 

(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 26 

(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang 

dianggarkan dalam APBD. 

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah; dan 

b. penerimaan Pembiayaan daerah. 

(3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Belanja Daerah; dan 

b. pengeluaran Pembiayaan daerah. 

(4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara 
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rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan 

berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan 

kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang 

cukup. 

(6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

memiliki dasar hukum yang melandasinya. 

(7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD. 

 

Pasal 27 

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah. 

 

Pasal 28 

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) 

tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Struktur APBD 

 

Pasal 29 

(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah; 

b. Belanja Daerah; dan 

c. Pembiayaan daerah. 

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 30 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf 

a, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah 

yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai 

penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun 

anggaran. 

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, 

meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak 

perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai 

pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun 

anggaran. 
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(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, 

meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

 

Bagian Ketiga 

Pendapatan Daerah 

 

Pasal 31 

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, 

akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek 

Pendapatan Daerah. 

 

Pasal 32 

Pendapatan Daerah terdiri atas: 

a. pendapatan asli daerah; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

 

Pasal 33 

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, 

meliputi: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, dan huruf b, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan 

modal daerah. 

(4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d terdiri atas: 

a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 

b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 

c. hasil kerja sama daerah; 

d. jasa giro; 

e. hasil pengelolaan dana bergulir; 

f. pendapatan bunga; 

g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; 

h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat 

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan 

barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai 

akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil 



26 

 

 

pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan 

Pendapatan Daerah; 

i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing; 

j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

k. pendapatan denda pajak daerah; 

l. pendapatan denda retribusi daerah; 

m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

n. pendapatan dari pengembalian; 

o. pendapatan dari BLUD; dan 

p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 34 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, 

meliputi: 

a. transfer Pemerintah Pusat; dan 

b. transfer antar-daerah. 

(2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

terdiri atas: 

a. dana perimbangan; 

b. dana insentif daerah; dan 

c. dana desa. 

(3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri 

atas: 

a. pendapatan bagi hasil; dan 

b. bantuan keuangan. 

 

Pasal 35 

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, 

terdiri atas: 

a. Dana Transfer Umum; dan 

b. Dana Transfer Khusus. 

(2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 

atas: 

a. DBH; dan 

b. DAU. 

(3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri 

atas: 

a. DAK Fisik; dan 

b. DAK Non Fisik. 

 

Pasal 36 

(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, bersumber 

dari: 

a. pajak; dan 
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b. sumber daya alam. 

(2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, terdiri atas: 

a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan 

perhutanan; 

b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan 

c. cukai hasil tembakau; 

(3) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(4) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, berasal dari: 

a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan 

hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan 

dari wilayah Daerah yang bersangkutan; 

b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari 

penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran 

eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; 

c. penerimaan dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang 

dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; 

d. penerimaan dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang 

dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; 

e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran 

bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang 

dihasilkan dari wilayah Daerah; dan 

f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan 

dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang 

bersangkutan. 

 

Pasal 37 

(1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, 

bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 38 

(1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) 

huruf a, merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang 

dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, 

merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja 

sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau 

tujuan tertentu lainnya. 
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(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah;  

b. bantuan keuangan dari Provinsi Lainnya; dan 

c. bantuan keuangan dari luar Daerah. 

 

Pasal 39 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

huruf c, meliputi: 

a. hibah; 

b. dana darurat; dan/atau 

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 40 

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, merupakan bantuan 

berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar 

negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 41 

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, merupakan dana 

yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca 

bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana 

yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber 

APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Keempat 

Belanja Daerah 

 

Pasal 42 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, 

untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. 

(4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai 

dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan 

memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan 

Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 
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(6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 

terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan 

daerah. 

(7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan 

dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki 

Daerah. 

 

 

Pasal 43 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), ayat (6) dan 

ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar 

belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan. 

(3) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan peraturan Bupati. 

(4) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menyusun rencana 

kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. 

(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, 

jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek Belanja Daerah 

 

Pasal 44 

Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) 

diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan 

menurut fungsi yang antara lain terdiri atas: 

a. pelayanan umum; 

b. ketertiban dan keamanan; 

c. ekonomi; 

d. perlindungan lingkungan hidup; 

e. perumahan dan fasilitas umum; 

f. kesehatan; 

g. pariwisata; 

h. pendidikan; dan 

i. perlindungan sosial. 

 

Pasal 45 

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 

(5) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 46 

(1) Belanja Daerah menurut Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan 

Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

rinciannya paling sedikit mencakup: 

a. target dan Sasaran; 

b. indikator capaian Keluaran; dan 

c. indikator capaian Hasil. 

(3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil 

dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional 

disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan 

indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 47 

(1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer. 

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan 

pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang 

memberi manfaat jangka pendek. 

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan 

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang 

memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan 

darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 

sebelumnya. 

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan 

pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah 

lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. 

 

Pasal 48 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, 

dirinci atas jenis: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 

d. belanja subsidi; 

e. belanja hibah; dan 

f. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, 

dirinci atas jenis belanja modal. 
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(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf 

c, dirinci atas jenis belanja tidak terduga. 

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, 

dirinci atas jenis: 

a. belanja bagi hasil; dan 

b. belanja bantuan keuangan. 

 

Pasal 49 

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, 

digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 

Bupati/Wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 

pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 50 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada 

Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan 

memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, 

kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. 

(3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal belum adanya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pemberian tambahan penghasilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan 

bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. 

 

 

Pasal 51 

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) 

huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang 

nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa 

yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. 

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka 

melaksanakan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Pemerintahan Daerah. 

 

Pasal 52 

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, 

digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas 

kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. 
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Pasal 53 

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, 

digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD 

dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. 

(2) BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan 

Dasar masyarakat. 

(3) BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih 

dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan 

pertimbangan untuk memberikan subsidi. 

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan 

pertanggungjawaban subsidi diatur dalam peraturan Bupati. 

 

Pasal 54 

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e 

diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan 

usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik 

telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, 

serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 

menunjang pencapaian Sasaran Program, Kegiatan dan sub Kegiatan 

Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan 

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat 

untuk masyarakat. 

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 

APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 55 

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) 

huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang 

dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 
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bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, 

kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 

(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran 

sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

(3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 

dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 56 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) digunakan 

untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pengadaan aset tetap dan aset lainnya. 

(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi 

kriteria: 

a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 

c. batas minimal kapitalisasi aset. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Batas minimal kapitalisasi aset 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur dalam peraturan 

Bupati. 

(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja 

modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang 

terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. 

 

Pasal 57 

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) meliputi: 

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan 

dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, 

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa 

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; 

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung 

dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, 

irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun 

oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap 

lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 

kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan 



34 

 

 

huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan 

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang 

tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak 

memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya 

sesuai dengan nilai tercatatnya. 

 

Pasal 58 

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 59 

(1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) 

huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, 

pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu 

lainnya. 

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan 

sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta 

alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 

kepada : 

a. Provinsi Jawa Tengah; 

b. Provinsi diluar Jawa Tengah; 

c. Daerah lainnya dalam Provinsi jawa Tengah; 

d. Daerah lainnya diluar Provinsi jawa Tengah; dan/atau  

e. Desa. 

(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum 

atau khusus. 

(5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah 

penerima bantuan. 

(6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi 

bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. 

(7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD 

atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. 

 

Pasal 60 

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) 

merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat 
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termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan 

pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. 

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mencukupi, menggunakan: 

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan dan sub 

Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran 

berjalan; dan/atau 

b. memanfaatkan kas yang tersedia. 

(3) Penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu 

dalam Perubahan DPA SKPD. 

 

Pasal 61 

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) meliputi: 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian 

luar biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) 

meliputi: 

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 

masyarakat. 

(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun 

berkenaan. 

(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia 

anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali 

untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau 

kejadian luar biasa. 

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, 

dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia 

anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan 

terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD. 

 

Bagian Kelima 

Pembiayaan Daerah 
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Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 62 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf 

c, terdiri atas: 

a. penerimaan Pembiayaan; dan 

b. pengeluaran Pembiayaan. 

(2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, 

rincian objek, dan sub rincian obyek Pembiayaan daerah. 

(3) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, bersumber dari: 

a. SiLPA; 

b. pencairan Dana Cadangan; 

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. penerimaan Pinjaman Daerah; 

e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 

f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dapat digunakan untuk Pembiayaan: 

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 

b. penyertaan modal daerah; 

c. pembentukan Dana Cadangan; 

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap 

pengeluaran Pembiayaan. 

(6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk 

menutup defisit anggaran. 

 

Paragraf 2 

Penerimaan Pembiayaan 

 

Pasal 63 

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, bersumber dari: 

a. pelampauan penerimaan PAD; 

b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; 

c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; 

d. pelampauan penerimaan Pembiayaan; 

e. penghematan belanja; 

f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum 

terselesaikan; dan/atau 

g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana 

pengeluaran Pembiayaan. 
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Pasal 64 

(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) 

huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari 

rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun 

anggaran berkenaan. 

(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 

jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana 

Cadangan bersangkutan. 

(3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi 

penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. 

(4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 

digunakan sesuai dengan peruntukannya, maka dana tersebut dapat 

ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko 

rendah. 

(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari laporan pertanggungjawaban APBD. 

(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana 

Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 65 

(1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah. 

 

Pasal 66 

(1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 

(3) huruf d, didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam 

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian 

pinjaman bersangkutan. 

(2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

bersumber dari: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah lain; 

c. lembaga keuangan bank; 

d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau 

e. masyarakat. 

(3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 67 

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 62 ayat (3) huruf e, digunakan untuk menganggarkan penerimaan 

kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 68 

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 

(3) huruf f, digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 3 

Pengeluaran Pembiayaan 

 

Pasal 69 

Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 

(4) huruf a, digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang 

didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian 

pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh 

kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran 

berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. 

 

Pasal 70 

(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 62 ayat (4) huruf b, pada BUMD. 

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun 

anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan 

modal daerah bersangkutan. 

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan 

bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. 

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 71 

(1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan 

Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut 

tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda 

mengenai penyertaan modal bersangkutan. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal 

melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda 

mengenai penyertaan modal, maka Pemerintah Daerah melakukan 

perubahan Perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 72 

(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf c, 

penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan 

prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) 

tahun anggaran. 

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan 

untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari 

penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari: 

a. DAK; 

b. Pinjaman Daerah; dan 

c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran 

tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam 

rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah. 

(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. 

(6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan 

bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. 

 

Pasal 73 

(1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) 

huruf d, digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah 

yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, 

BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat. 

(2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan 

DPRD. 

(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian 

yang disepakati dalam KUA dan PPAS. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Pinjaman Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam 

peraturan Bupati. 

 

Pasal 74 

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 

(4) huruf e, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Keenam 

Surplus dan Defisit 

 

Paragraf 1 

Umum 
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Pasal 75 

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja 

Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. 

(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat digunakan untuk 

pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang 

APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka APBD dapat didanai dari 

penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD 

yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Paragraf 2 

Surplus 

 

Pasal 76 

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk: 

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 

b. penyertaan modal Daerah; 

c. pembentukan Dana Cadangan; 

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 77 

Pemerintah Daerah berkewajiban melaporkan posisi surplus APBD kepada 

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. 

 

Paragraf 3 

Defisit 

 

Pasal 78 

Pemerintah Daerah berkewajiban melaporkan posisi defisit APBD kepada 

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. 

  

 

Pasal 79 

(1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 harus dapat ditutup 

dari Pembiayaan neto. 

(2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada (1) merupakan selisih antara 

penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan. 
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BAB V 

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD 

 

Bagian Kesatu 

KUA dan PPAS 

 

Pasal 80 

(1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD 

dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. 

(2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. kondisi ekonomi makro daerah; 

b. asumsi penyusunan APBD; 

c. kebijakan Pendapatan Daerah; 

d. kebijakan Belanja Daerah; 

e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan 

f. strategi pencapaian. 

(3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 

tahapan: 

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah; 

b. menentukan prioritas Program, Kegiatan dan sub Kegiatan untuk 

masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program 

nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat dan 

prioritas serta program Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam 

rencana kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun; dan 

c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara 

untuk masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. 

 

Pasal 81 

(1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 80 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu 

kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan 

DPRD.  

(2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD 

paling lambat minggu kedua bulan Agustus. 

(3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam 

menyusun RKA SKPD. 

(4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 82 

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan 

rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), paling lama 6 

(enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada 
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DPRD, maka Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada 

DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun 

Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 83 

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b, dapat 

dianggarkan: 

a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau 

b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak. 

(2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus 

memenuhi kriteria paling sedikit: 

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis 

merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang 

memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau 

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap 

berlangsung pada pergantian tahun anggaran. 

(3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. 

(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani 

bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. 

(5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 

memuat: 

a. nama Kegiatan; 

b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan; 

c. jumlah anggaran; dan 

d. alokasi anggaran per tahun. 

(6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun 

masa jabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud 

merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

RKA SKPD 

 

Pasal 84 

(1) Bupati menetapkan surat edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-

SKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan 

PPAS disepakati.  

(2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: 

a. prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan 

yang terkait;  

b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan 

sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan 

pembiayaan;  
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c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan  

d. dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening 

APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar satuan 

harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.  

(3) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) serta surat 

edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(4) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 

menggunakan pendekatan: 

a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah; 

b. penganggaran terpadu; dan 

c. penganggaran berdasarkan Kinerja. 

(5) Proses penyusunan RKA SKPD mengandung informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik  

(6) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD 

sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan 

jadwal dan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap 

tahun. 

 

Pasal 85 

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan 

darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, maka kepala SKPD dapat 

menyusun RKA SKPD di luar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3). 

 

Pasal 86 

(1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf a, dilaksanakan dengan menyusun 

prakiraan maju. 

(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan 

kebutuhan anggaran untuk Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang 

direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang 

direncanakan. 

(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 

ayat (4) huruf b, dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan 

dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen 

rencana kerja dan anggaran. 

(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 84 ayat (4) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan: 

a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari 

Kegiatan; 

b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan 

c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran. 
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Pasal 87 

(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) dan terciptanya 

kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan 

Program, Kegiatan dan sub Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya 

sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai 

Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau 

belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau 

diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya 

dari tahun yang direncanakan. 

(3) Dalam hal Program, Kegiatan dan sub Kegiatan merupakan tahun terakhir 

untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya 

harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan. 

 

Pasal 88 

(1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran 

berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf 

c, berpedoman pada: 

a. indikator Kinerja; 

b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja; 

c. standar harga satuan; 

d. rencana kebutuhan BMD; dan 

e. Standar Pelayanan Minimal. 

(2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan 

ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program, Kegiatan dan sub 

Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil. 

(3) Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula 

dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan 

efektivitas pelaksanaan dari setiap Program, Kegiatan dan sub Kegiatan. 

(4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan 

Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan 

dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

(5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan 

untuk melaksanakan suatu sub Kegiatan. 

(6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan 

keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 

merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu 

Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak 

diperoleh setiap masyarakat secara minimal. 
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Pasal 89 

(1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) memuat rencana 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta 

prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 

(2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dirinci sampai dengan rincian obyek. 

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi 

mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar harga satuan, 

dan Kinerja yang akan dicapai dari Program, Kegiatan dan sub Kegiatan. 

 

Pasal 90 

(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) 

memuat Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, 

obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek Pendapatan Daerah. 

(2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh 

SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dirinci atas 

Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, 

obyek, rincian obyek belanja dan sub rincian obyek belanja. 

(4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) 

memuat kelompok: 

a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit 

APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian 

objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan; dan 

b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan 

surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan 

sub rincian objek pengeluaran pembiayaan. 

(5) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat 

(3) memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas 

dan fungsi SKPD. 

(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) memuat nama 

SKPD selaku PA. 

(7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) 

terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja. 

(8) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

89 ayat (3) memuat nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan 

dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

 

 

Bagian Ketiga 

Penyiapan Rancangan Perda Tentang APBD 
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Pasal 91 

(1) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 84 ayat (3) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk 

diverifikasi. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk 

menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan: 

a. KUA dan PPAS; 

b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya; 

c. dokumen perencanaan lainnya; 

d. capaian Kinerja; 

e. indikator Kinerja; 

f. analisis standar belanja; 

g. standar harga satuan; 

h. perencanaan kebutuhan BMD; 

i. Standar Pelayanan Minimal; 

j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan 

k. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antar RKA SKPD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 

 

Pasal 92 

(1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung 

berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD. 

(2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat lampiran paling sedikit terdiri atas: 

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi; 

c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, 

belanja, dan Pembiayaan; 

d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan 

daerah, organisasi, Program, beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, 

dan sub kegiatan beserta keluaran; 

e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan 

Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 

daerah; 

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

g. daftar Piutang Daerah; 

h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; 

i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 

j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 

k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan 

dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan; 

l. daftar Dana Cadangan; dan 

m. daftar Pinjaman Daerah. 
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(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota 

keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

(4) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas: 

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, 

obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian 

obyek, dan sub rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan 

d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial. 

 

Pasal 93 

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan 

kepada Bupati. 

 

BAB VI 

PENETAPAN APBD 

 

Bagian Kesatu 

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD 

 

Pasal 94 

(1) Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai 

penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam 

puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk 

memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. 

(2) Apabila dalam pengajuan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Bupati berhalangan tetap, maka Wakil Bupati 

bertugas: 

a. mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan 

b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda 

tentang APBD. 

(3) Apabila dalam pengajuan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Bupati berhalangan sementara, Bupati 

mendelegasikan kepada Wakil Bupati untuk: 

a. mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan 

b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda 

tentang APBD. 

(4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, 

pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku 

pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Bupati menyampaikan 

rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD, dan penandatanganan 

persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD dilakukan 

oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, 

selaku pelaksana tugas/ penjabat/penjabat sementara Bupati. 



48 

 

 

(5) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara 

dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD 

menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang 

APBD. 

 

Pasal 95 

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan 

DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD 

beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. 

 

Bagian Kedua 

Persetujuan Rancangan Perda tentang APBD 

 

Pasal 96 

(1) Bupati dan DPRD menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD 

paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap 

tahun. 

(2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

 

Pasal 97 

(1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam 

waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang 

APBD oleh Bupati kepada DPRD, maka Bupati menyusun rancangan 

Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun 

anggaran sebelumnya. 

(2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja 

yang bersifat wajib.  

(3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilampaui apabila terdapat: 

a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan 

pembebanan pada APBD; dan/atau 

b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 98 

 

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 97 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas: 

a. ringkasan APBD; 

b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek; 

c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi; 
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d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, dan sub 

rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, 

organisasi, Program, dan Kegiatan; 

f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan 

Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 

negara; 

g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

h. daftar Piutang Daerah; 

i. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; 

j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 

k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 

l. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

m. daftar Dana Cadangan; 

n. daftar Pinjaman Daerah; 

o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan 

p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial. 

 

Pasal 99 

(1) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 

(2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati setelah memperoleh 

pengesahan dari dari Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah 

Pusat bagi Daerah. 

(2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta lampirannya 

disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak 

mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda 

tentang APBD. 

(3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur Jawa Tengah 

sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan 

Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan 

Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati. 

 

Pasal 100 

(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati 

melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas 

jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya. 

(2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi 

hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Ketiga 

Evaluasi Rancangan Perda tentang 

APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang  

Penjabaran APBD 
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Pasal 101 

(1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan 

rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disampaikan kepada 

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari sejak 

tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi 

sebelum ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang 

penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 

RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji 

kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan 

Bupati tentang penjabaran APBD dengan: 

a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 

b. kepentingan umum; 

c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan 

d. RPJMD. 

(4) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 

evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati 

tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, maka 

Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan 

rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan 

Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 

evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati 

tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, 

maka Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 

(tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. 

 

Pasal 102 

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat 

(5) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan 

anggaran. 

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan keputusan pimpinan DPRD. 

(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan 

dasar penetapan Perda tentang APBD. 

(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan 

pada sidang paripurna berikutnya. 

(5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah keputusan 

tersebut ditetapkan. 

 

Bagian Keempat 

Penetapan Perda tentang APBD dan 
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Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 

 

Pasal 103 

(1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang 

penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi 

Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.  

(2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati 

tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. 

(3) Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang 

penjabaran APBD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling 

lama 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Peraturan Bupati ditetapkan.  

(4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda 

tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

 

 

BAB VII 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 104 

(1) Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan 

dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. 

(2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan 

pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut. 

 

Pasal 105 

(1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau 

badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib 

menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang 

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau 

pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap 

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti 

dimaksud. 

(3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban 

APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan. 
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Pasal 106 

Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat 

dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 107 

(1) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran 

atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut 

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. 

(2) Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

(3) Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban 

APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 

 

Pasal 108 

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan: 

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 

b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 

c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban; 

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran 

pembantu; dan 

g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 

(2) Bupati dalam menetapkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. 

 

 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Kas Umum Daerah 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 109 

 

Pelaksanaan penatausahaan Kas Umum Daerah meliputi: 

a. Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah; 

b. Pembukaan Rekening Operasional; 

c. Pembukaan Rekening SKPD; 

d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek; 

e. Penatausahaan oleh BUD; dan 
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f. Pelaporan oleh BUD. 
 

 

Paragraf 2 

Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah 

Pasal 110 

(1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka 

Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat. 

(2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam 

perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan. 

 

Paragraf 3 

Pembukaan Rekening Operasional 

 

Pasal 111 

(1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran 

Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening 

pengeluaran pada bank umum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2). 

(2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari. 

(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan 

sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya 

dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah paling sedikit sekali 

sehari pada akhir hari. 

(4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat 

dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

(5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan 

sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan 

Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  

(6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening 

pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan 

atas perintah BUD.  

 

Paragraf 4 

Pembukaan Rekening SKPD 

 

Pasal 112 

(1) Bupati dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening 

penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2). 
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(2) Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka 

rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank 

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menampung UP. 

 

Pasal 113 

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan 

lainnya atas dana yang disimpan pada bank umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 110 ayat (2) berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro 

yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 114 

 

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank 

didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 5 

Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek 

 

Pasal 115 

(1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan 

dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang 

sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas 

Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik. 

(2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 

Desember. 

 

Paragraf 6 

Penatausahaan oleh BUD 

 

Pasal 116 

(1) PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua penerimaan 

daerah dan pengeluaran daerah dari Rekening Kas Umum Daerah.  

(2) Proses penatausahaan oleh BUD memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

 

Paragraf 7 

Pelaporan oleh BUD 

 

Pasal 117 

(1) BUD membuat laporan atas Kas Umum Daerah yang berada dalam 

pengelolaannya.  

(2) Proses pelaporan oleh BUD memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 
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(3) BUD menyampaikan laporan atas Kas Umum Daerah kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah.  

(4) Laporan BUD disusun dalam bentuk: 

a. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan 

b. Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian. 

(5) Laporan BUD dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari kerja pertama 

setiap minggunya kepada Bupati atau dapat diserahkan sesuai kebutuhan. 

(6) BUD membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register SP2D secara 

otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang 

terintegrasi. 

 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris 

 

Pasal 118 

(1) Jenis-jenis kas transitoris, antara lain : 

a. Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendahara 

pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

b. Potongan gaji pegawai; 

c. Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak 

ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan 

yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan 

lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja 

daerah dan/atau pendapatan daerah. 

(3) Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun 

perhitungan fihak ketiga (PFK).  

(4) Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada 

akun perhitungan fihak ketiga (PFK). 

(5) Penerimaan kas transitoris, tidak dapat digunakan untuk operasional 

belanja karena dalam jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak 

ketiga. 

(6) Kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan sebagai 

berikut: 

a. dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai 

kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui uang 

jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah. 

b. pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketiga yang 

tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, digunakan untuk 

mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut 

dalam mencapai target kinerja sub kegiatan SKPD yang ditetapkan. 
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(7) Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran kas 

transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau 

Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

(8) Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

 

Bagian Keempat 

Penyiapan DPA SKPD 

 

Pasal 119 

(1) PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan 

menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lama 3 (tiga) hari setelah 

Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan. 

(2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, 

anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran, rencana penerimaan 

dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan 

yang diperkirakan. 

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun 

kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari setelah pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(4) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup : 

a. rancangan ringkasan DPA-SKPD; 

b. rancangan DPA-Pendapatan SKPD; 

c. rancangan DPA-Belanja SKPD; 

d. rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD; dan 

e. rancangan DPA-Pembiayaan SKPD. 

 

Pasal 120 

(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala 

SKPD yang bersangkutan. 

(2) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselesaikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Peraturan 

Bupati tentang penjabaran APBD. 

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD 

mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan 

Sekretaris Daerah.  

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai 

dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, maka SKPD melakukan 

penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan 

persetujuan Sekretaris Daerah. 

(5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (4) disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja 

yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lama 7 (tujuh) 

hari sejak tanggal disahkan. 

(6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA. 



57 

 

 

 

Bagian Kelima 

Anggaran Kas dan SPD 

 

Pasal 121 

(1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk 

mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan 

rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD. 

(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus 

kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas ke luar 

yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode. 

 

Pasal 122 

(1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan 

mempertimbangkan: 

a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah; 

b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan 

c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam 

DPA SKPD. 

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk 

ditandatangani oleh PPKD. 

 

Pasal 123 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 122 diatur dalam peraturan 

Bupati. 

 

Bagian Keenam 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah 

 

Pasal 124 

(1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening 

Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. 

(2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, 

transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi 

objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Bupati. 

(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas 

setoran.  

(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen 

elektronik. 

(5) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan surat tanda setoran. 
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Pasal 125 

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

124 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau nontunai. 

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah 

Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga 

yang dalam penguasaannya: 

a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 124 ayat (2); dan/atau 

b. atas nama pribadi. 

 

Pasal 126 

(1) Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 

5 bulan berikutnya.  

(2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan 

terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

(3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

(4) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

(5) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan 

pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. 

 

Pasal 127 

(1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang 

dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan 

dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan. 

(2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 

berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan 

membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan. 

(3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 

berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan 

membebankan pada rekening belanja tidak terduga. 

(4) Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:  

a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;  

b. rekomendasi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah;  

c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;  

d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada 

upaya hukum lainnya; dan/atau  

e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  
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Bagian Ketujuh 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah 

 

Pasal 128 

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai 

hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan 

sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan 

dalam lembaran daerah. 

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk 

pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 129 

(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD 

berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

(2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan 

lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit 

SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

(3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran 

Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui 

PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 

SPD. 

(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. SPP UP; 

b. SPP GU; 

c. SPP TU; dan 

d. SPP LS. 

(5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas: 

a. SPP TU; dan 

b. SPP LS. 

 

Pasal 130 

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. 

(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

(4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan 

melampirkan Keputusan Bupati tentang besaran UP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 

(5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan 

dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP. 
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Pasal 131 

(1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu 

mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak 

dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU. 

(2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD 

dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU 

disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. 

(4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dikecualikan untuk: 

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau 

b. kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan 

sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA. 

(5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

daftar rincian rencana penggunaan dana. 

 

Pasal 132 

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran untuk pembayaran: 

a. gaji dan tunjangan; 

b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan 

c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat juga dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian 

kewenangannya kepada KPA. 

 

Pasal 133 

(1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b, oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 

(tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. 

(2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 134 

(1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 

ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan 

menerbitkan SPM UP. 

(2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 

ayat (2), PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada 

Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU. 
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(3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 

ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan 

menerbitkan SPM TU. 

 

Pasal 135 

(1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 132 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi 

atas: 

a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih; 

b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan 

ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan 

c. ketersediaan dana yang bersangkutan. 

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA 

memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS 

kepada Kuasa BUD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak 

menerbitkan SPM LS. 

(4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 

(satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP. 

 

Pasal 136 

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA 

yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya. 

(2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) 

hari sejak SPM diterima secara sah dan lengkap. 

(3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa 

BUD berkewajiban untuk: 

a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang 

tercantum dalam perintah pembayaran; 

c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan 

d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah. 

(4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila: 

a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau 

b. pengeluaran tersebut melampaui pagu. 

(5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung 

sejak diterimanya SPM. 

 

Pasal 137 

(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan 

pembayaran setelah: 
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a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh 

PA/KPA beserta bukti transaksinya; 

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam 

dokumen pembayaran; dan 

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak 

melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi. 

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung 

jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. 

 

Pasal 138 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib 

pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh 

penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum 

Negara. 

 

Pasal 139 

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran 

berkenaan setelah tahun anggaran berakhir. 

 

Pasal 140 

(1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib 

mempertanggung-jawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui 

PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD 

wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang 

yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. 

(3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan 

pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian 

laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

(4) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban 

pengeluaran oleh PA/KPA. 

(5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, 

pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan 

paling lambat tanggal 31 Desember. 

 

Bagian Kedelapan 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pembiayaan Daerah 
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Pasal 141 

(1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan 

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD. 

(2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

(3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD 

melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran 

Pembiayaan Daerah tersebut. 

 

Pasal 142 

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun 

anggaran berjalan untuk: 

a. menutupi defisit anggaran; 

b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya; 

c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang 

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; 

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 

e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya 

kebijakan Pemerintah; 

f. mendanai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tersedia 

anggarannya; dan/atau 

g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang 

telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat 

diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam 

tahun anggaran berjalan. 

 

Pasal 143 

(1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai 

peruntukannya. 

(2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah 

Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan 

Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi. 

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 

sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya 

pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan 

Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. 

(4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat 

perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 
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Pasal 144 

(1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun 

anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda 

tentang pembentukan Dana Cadangan. 

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan 

dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan. 

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 

 

Pasal 145 

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban 

untuk: 

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala 

SKPKD; 

b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum 

dalam perintah pembayaran; 

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan 

d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran 

Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

 

 

Pasal 146 

(1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 

perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui 

tahun anggaran dapat terjadi akibat: 

a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 

100% (seratus persen) pada tahun berkenaan; 

b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan 

jasa; 

c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang 

dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

d. kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan 

yang bersifat tetap. 

(2) Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap 

pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun 

berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 

a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung 

dalam perda perubahan APBD; 

b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, 

kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.  

c. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai 

dasar pelaksanaan pembayaran.  
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(3) Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai 

berikut: 

a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan 
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung 
dalam perda perubahan APBD; 

b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, 
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan. 

c. mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar 
pelaksanaan pembayaran. 

(4) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali 

Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan 

kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang- undangan, pemerintah 

daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 

a. kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk 
memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena 
kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa; 

b. Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan 
perundang-undangan; 

c. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan 
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung 
dalam perda perubahan APBD; 

d. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, 
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan. 

e. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai 
dasar pelaksanaan pembayaran. 

(5) Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan 

pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan 

sebagai berikut: 

a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah 
sebagai dasar penganggaran dalam APBD; 

b. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan 
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung 
dalam perda perubahan APBD; 

c. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, 
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan. 

d. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai 
dasar pelaksanaan pembayaran. 

(6) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 

perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui 

tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan 

reviu terlebih dahulu oleh aparatur pengawas internal pemerintah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

(7) Hasil reviu aparatur pengawas internal pemerintah menjadi salah satu dasar 

Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam perubahan peraturan 

Bupati tentang penjabaran APBD. 
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(8) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun 

anggaran diatur dalam peraturan Bupati. 

 

 

Bagian Kesembilan 

Pengelolaan BMD 

 

Pasal 147 

(1) Pengelolaan BMD merupakan keseluruhan Kegiatan yang meliputi 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

(2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda 

tersendiri. 

 

 

BAB VIII 

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD 

 

Bagian Kesatu 

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 

 

Pasal 148 

(1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD 

dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD 

paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. 

 

Bagian Kedua 

Dasar Perubahan APBD 

 

Pasal 149 

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 152 menjadi dasar perubahan APBD. 

(2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

apabila terjadi: 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar 

organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar 

sub kegiatan dan antar jenis belanja; 

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus 

digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 

d. keadaan darurat; dan/atau 

e. keadaan luar biasa. 
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Bagian Ketiga 

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 

 

Pasal 150 

(1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya: 

a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; 

b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau 

c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. 

(2) Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan 

KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. 

(3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang 

ditetapkan sebelumnya. 

(4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disertai penjelasan: 

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat diusulkan untuk 

ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa 

waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; 

b. capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang 

harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak 

tercapai; dan 

c. capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang 

harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi 

KUA. 

 

Bagian Keempat 

Pergeseran Anggaran 

 

Pasal 151 

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, 

antar Program, antar Kegiatan, antar sub Kegiatan, antar Kelompok, dan antar 

jenis belanja, antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan/atau antar 

sub rincian objek. 

 

Pasal 152 

(1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, 

antar Kegiatan, antar sub Kegiatan, antar kelompok dan antar jenis belanja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dilakukan melalui perubahan 

Perda tentang APBD. 

(2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek 

belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dilakukan melalui 

perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 

(3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar 

rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (2) melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang 

ditetapkan oleh Bupati. 

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD. 

(5) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda 

tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran. 

(6) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran 

apabila: 

a. tidak melakukan perubahan APBD; atau 

b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan 

APBD. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur 

dalam peraturan Bupati. 

 

Bagian Kelima 

Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD 

 

Pasal 153 

(1) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf c, diformulasikan 

terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD. 

(2) Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus 

digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa: 

a. menutupi defisit anggaran; 

b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia 

anggarannya; 

c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang 

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; 

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 

e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya 

kebijakan Pemerintah; 

f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia 

anggarannya; dan/atau 

g. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan 

dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, 

yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian 

pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. 

 

Bagian Keenam 

Pendanaan Keadaan Darurat 

 

Pasal 154 

(1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan 

darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 60 ayat (1) dalam rancangan perubahan APBD. 
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(2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal 

Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran 

tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih 

dahulu melakukan Peraturan Bupati perubahan penjabaran APBD.  

 

 

Bagian Ketujuh 

Pendanaan Keadaan Luar Biasa 

 

Pasal 155 

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 149 ayat (2) huruf e. 

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran 

dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% 

(lima puluh persen). 

(3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

Pasal 156 

(1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan 

dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) dapat dilakukan 

penambahan Sub Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran 

Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam tahun anggaran 

berkenaan. 

(2) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan 

dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) dapat dilakukan 

penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 

berkenaan. 

 

Bagian Kedelapan 

Penyusunan Perubahan APBD 

 

Pasal 157 

(1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling 

lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan 

KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus 

dalam tahun anggaran berkenaan. 
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Pasal 158 

(1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama 

DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) menjadi pedoman 

perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. 

(2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Perangkat Daerah disertai dengan: 

a. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan baru; 

b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah; 

c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau 

d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, 

format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan 

perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan. 

(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 

minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan. 

 

Pasal 159 

(1) Bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan 

RKA-SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), sebagai acuan kepala SKPD dalam 

menyusun perubahan RKA-SKPD. 

(2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: 

a. prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan 

yang terkait; 

b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan 

sub kegiatan SKPD; 

c. batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-

SKPD kepada PPKD; dan 

d. dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, 

kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, 

analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman 

penyusunan APBD. 

(3) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan 

Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan 

paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 

(4) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan 

perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) serta 

surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD 

sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD. 
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Pasal 160 

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 90 berlaku secara mutatis mutandis 

terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD. 

 

Pasal 161 

(1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 

(2) huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan 

dalam perubahan DPA SKPD. 

(3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, 

obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum 

dilakukan perubahan maupun setelah perubahan. 

 

Pasal 162 

(1) RKA SKPD yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan baru dan 

perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang 

telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk 

diverifikasi. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk 

menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan: 

a. perubahan KUA dan perubahan PPAS; 

b. prakiraan maju yang telah disetujui; 

c. dokumen perencanaan Iainnya; 

d. capaian Kinerja; 

e. indikator Kinerja; 

f. analisis standar belanja; 

g. standar harga satuan; 

h. standar kebutuhan BMD; 

i. perencanaan kebutuhan BMD; 

j. Standar Pelayanan Minimal; dan 

k. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan 

DPA SKPD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 

 

Pasal 163 

(1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen 

pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah 

disempurnakan oleh kepala SKPD. 

(2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas: 

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 
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b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; 

c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, 

Program, Kegiatan, sub Kegiatan, akun kelompok, jenis pendapatan, 

belanja, dan Pembiayaan; 

d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan 

Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan; 

e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 

negara;  

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

g. daftar Piutang Daerah; 

h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; 

i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 

j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 

k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan 

dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan; 

l. daftar Dana Cadangan daerah; dan 

m. daftar Pinjaman Daerah. 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota 

keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan 

APBD. 

(4) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri 

atas: 

a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut jenis, 

obyek, dan rincian obyek, dan sub rincian obyek, pendapatan, belanja, 

dan Pembiayaan; 

b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, 

organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan 

d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial. 

 

Pasal 164 

Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD 

disampaikan kepada Bupati. 

 

 

Bagian Kesembilan 

Penetapan Perubahan APBD 

 

Pasal 165 

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada 

DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam 

rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan 

September tahun anggaran berkenaan. 
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Pasal 166 

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh 

Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang 

perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada 

perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS. 

 

Bagian Kesepuluh 

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD 

 

Pasal 167 

(1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan 

APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan 

sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. 

(2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan 

Perda tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang 

telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan. 

(3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah 

ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

tahun sebelumnya. 

 

Bagian Kesebelas 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD 

dan Rancangan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan APBD 

 

Pasal 168 

(1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama 

dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD 

disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah 

Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda 

tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan 

Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan 

PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.  

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji 

kesesuaian rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan 

Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD dengan: 

a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 

b. kepentingan umum; 

c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan 

d. RPJMD. 
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(4) Dalam hal Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat 

menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan 

rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, 

dan RPJMD, Bupati menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan 

Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(5) Dalam hal Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat 

menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan 

rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, 

dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 

7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. 

 

Pasal 169 

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat 

(5) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan 

anggaran. 

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan keputusan pimpinan DPRD. 

(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan 

dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD. 

(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan 

pada sidang paripurna berikutnya. 

(5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk perubahan APBD paling 

lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan. 

(6) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu 

yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara 

DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD. 

(7) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 

(tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah, Bupati 

menetapkan Perda Perubahan APBD berdasarkan hasil penyempurnaan 

evaluasi. 

(8) Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi 

dari Gubernur Jawa Tengah. 

 

BAB IX 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH 

 

Bagian Kesatu 

Akuntansi Pemerintah Daerah 
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Pasal 170 

(1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan: 

a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 

b. SAPD; dan 

c. BAS untuk Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. 

 

Pasal 171 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 170 ayat (1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan 

keuangan dan kebijakan akuntansi akun. 

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi 

sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. 

(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur 

definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan 

transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP. 

 

Pasal 172 

(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b, memuat 

pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi 

transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, 

penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. 

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit meliputi: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. neraca; 

d. laporan operasional; 

e. laporan arus kas; 

f. laporan perubahan ekuitas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 

(3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi 

SKPKD dan sistem akuntansi SKPD. 

 

Pasal 173 

(1) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf 

c, merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan 

kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan 

keuangan secara lengkap. 

(2) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk 

mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang 

selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
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Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan 

keuangan. 

(3) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan 

dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 

Pasal 174 

(1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan 

sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas 

akuntansi. 

(2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan 

disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling 

sedikit meliputi: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. neraca; 

c. laporan operasional; 

d. laporan perubahan ekuitas; dan 

e. catatan atas laporan keuangan. 

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 175 

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 

174 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai 

entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka 

memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit meliputi: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. neraca; 

d. laporan operasional; 

e. laporan arus kas; 

f. laporan perubahan ekuitas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 

(3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 



77 

 

 

Pasal 176 

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

174 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum 

disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan 

pemeriksaan. 

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(3) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil 

pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan 

keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD. 

 

Pasal 177 

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan 

hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3). 

 

Pasal 178 

(1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan 

daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan 

dan semesteran untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan 

daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan 

semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB X 

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN APBD 

 

Pasal 179 

(1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang 

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan 

kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir. 

(2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersama DPRD untuk 

mendapat persetujuan bersama. 

(3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
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(4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

 

 

Pasal 180 

(1) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 

telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang 

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada 

Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 

(tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum 

ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur Jawa tengah sebagai wakil 

Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung 

sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1).  

(3) Dalam hal Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat 

menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda 

tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang 

penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, 

dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Perda menjadi Perda 

dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati. 

(4) Dalam hal Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat 

menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda 

tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang 

penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, 

dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan 

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. 

 

Pasal 181 

(1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak 

mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan 

menetapkan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD. 
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(2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Gubernur Jawa Tengah sebagai 

wakil Pemerintah Pusat. 

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati 

terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Gubernur Jawa Tengah 

sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan 

Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan rancangan 

Peraturan Bupati tersebut menjadi Peraturan Bupati. 

 

BAB XI 

KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH 

 

Bagian Kesatu 

Pengelolaan Piutang Daerah 

 

Pasal 182 

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan 

kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah 

diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. 

(2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, 

diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat 

dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara 

penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 183 

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari 

pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali 

mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 184 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang 

mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat 

(4) dan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, 

diatur dalam Perda tersendiri. 

 

Bagian Kedua 

Pengelolaan Investasi Daerah 
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Pasal 185 

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh 

manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 

 

Pasal 186 

Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 185 diatur dalam Perda tersendiri. 

 

Bagian Ketiga 

Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 

Pasal 187 

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Keempat 

Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah 

 

Pasal 188 

(1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah 

dibebankan pada anggaran Belanja Daerah. 

 

BAB XII 

BLUD 

 

Pasal 189 

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD 

dalam Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD. 

(3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung 

jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian 

Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan 

yang dihasilkan. 
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Pasal 190 

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) 

meliputi: 

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; 

b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan 

kepada masyarakat; dan/atau 

c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan 

perekonomian masyarakat atau layanan umum. 

 

Pasal 191 

(1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola 

untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran. 

(4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP. 

 

Pasal 192 

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD 

dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan 

yang bersangkutan. 

 

Pasal 193 

(1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai 

belanja BLUD yang bersangkutan. 

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan 

BLUD sesuai kebutuhan. 

 

Pasal 194 

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD 

disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja 

dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. 

 

BAB XIII 

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH 

 

Pasal 195 

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar 

hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 196 

(1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang 

karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, 

baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti 

kerugian dimaksud. 

(2) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera 

diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian kerugian daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati. 

 

 

BAB XIV 

INFORMASI KEUANGAN DAERAH 

 

Pasal 197 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi keuangan daerah 

dan diumumkan kepada masyarakat. 

(2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan 

laporan keuangan. 

(3) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

untuk: 

a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan laporan 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah; 

c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah; 

d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah; 

e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; 

f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan 

g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(4) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

 

 

Pasal 198 

(1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik 

dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi 

dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Pemerintah Daerah berkwajiban menerapkan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: 
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a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah 

Daerah; 

b. penyusunan rencana kerja SKPD; 

c. penyusunan anggaran; 

d. pengelolaan Pendapatan Daerah; 

e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; 

f. akuntansi dan pelaporan; dan 

g. pengadaan barang dan jasa. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penerapan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati. 

 

 

BAB XV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 199 

Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh: 

a. Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah 

Daerah; dan 

b. Bupati bagi perangkat daerah. 

 

Pasal 200 

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dilakukan dalam 

bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian 

dan pengembangan. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dilakukan dalam 

bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk 

pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 201 

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dan Pasal 

200 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 202 

(1) Bupati menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan Daerah untuk mencapai Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

(2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 203 

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK 

dalam APBD dilakukan dengan cara supervisi, pemantauan, dan 

pengevaluasian. 

(2) Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, dan 

DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: 

a. memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara optimal untuk 

membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan 

sesuai dengan prioritas daerah termasuk Urusan Pemerintahan tertentu 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 

b. memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara optimal untuk 

membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

terutama untuk penyediaan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

c. memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan secara optimal untuk 

membiayai Urusan Pemerintahan pada Kegiatan khusus yang menjadi 

kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional pada tahun 

anggaran berkenaan. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan 

pengevaluasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 204 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 205 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

 

ETIK SURYANI 

Diundangkan di Sukoharjo  

pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, 

 

 

WIDODO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021, NOMOR …… 

 



 

 

 

 

 

PENJELASAN 

ATAS 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR ….. TAHUN ….. 

 TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

I. UMUM. 

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah 

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja, yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah 

dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa hak dan 

kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola 

dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari 

sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah, Bupati dan DPRD selaku penyelenggara 

pemerintahan daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum 

bagi Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan 

kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. 

Peraturan Daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-

batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Namun demikian, Peraturan 

Daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi 

tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Di 

samping itu, setiap peraturan daerah yang telah ditetapkan harus bersifat 

dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan 

perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara 



satu Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah lainnya manakala 

terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi 

tafsir maupun tumpang tindih antar Peraturan Daerah tersebut. 

Dalam rangka mewujudkan dan menjaga agar pengelolaan 

keuangan daerah senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan dinamika di masyarakat, perlu dilakukan 

evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, 

mengingat telah terjadi perkembangan baru yaitu terbitnya peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan keuangan 

daerah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

Sehubungan dengan adanya perkembangan baru dalam peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan pengaturan pengelolaan 

keuangan daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diganti dengan Peraturan Daerah 

baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "tertib" adalah Keuangan Daerah 

dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang 

didukung dengan bukti administrasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "efisien" adalah pencapaian 

Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau 

penggunaan masukan terendah untuk mencapai 

Keluaran tertentu. 



Huruf c 

Yang dimaksud dengan "ekonomis" adalah perolehan 

masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada 

tingkat harga yang terendah. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "efektif" adalah pencapaian Hasil 

Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu 

dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah prinsip 

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-

luasnya tentang Keuangan Daerah. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah 

perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja 

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah keseimbangan 

distribusi kewenangan dan pendanaannya. 

Yang dimaksud dengan "kepatutan" adalah tindakan atau 

suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan 

proporsional. 

Yang dimaksud dengan "manfaat untuk masyarakat" 

adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan 

kebutuhan masyarakat. 

Yang dimaksud dengan "taat pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan" adalah Pengelolaan Keuangan 

Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 4 



Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "koordinator" adalah terkait 

dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu 

Bupati dalam menyusun kebijakan dan 

mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 



Cukup jelas. 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan "melaksanakan Pemberian 

Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah" adalah 

hanya terkait eksekusi Pemberian Pinjaman Daerah 

bukan kebijakan Pemberian Pinjaman Daerah. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 



Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan "mengelola Utang dan Piutang 

Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 

dipimpinnya" adalah sebagai akibat yang ditimbulkan 

dari pelaksanaan DPA SKPD. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 



Cukup jelas. 

Huruf l 

Cukup jelas. 

Huruf m 

Cukup jelas. 

Huruf n 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "Unit SKPD" termasuk unit pelaksana 

teknis daerah. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “Unit organisasi bersifat khusus” 

adalah Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi yang 

memberikan layanan secara profesional melalui pemberian 

otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 

serta bidang kepegawaian.  Namun dalam melaksanakan 

otonomi tersebut direktur Rumah Sakit Daerah tetap 



bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. 

Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah keadaan 

tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan 

pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dibebaskan dari 

jabatan, atau diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri 

Sipil. 

Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” adalah 

keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan karena 

sedang melakukan pendidikan dan pelatihan/kursus, 

kunjungan kerja ke luar negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah 

haji, atau alasan lain yang serupa dengan itu. 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan 

menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" 

adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan 

langsung pejabat yang bersangkutan. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang 

ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan 

yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja 

yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu: 

a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan; 

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan; 

c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan 

anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; 

dan 

d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur pengadaan barang/jasa. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 



Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab 

kepada PA. Sedangkan PPTK pada Unit SKPD bertanggung 

jawab kepada KPA. 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” adalah 

keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan karena 

sedang melakukan pendidikan dan pelatihan/kursus, 

kunjungan kerja ke luar negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah 

haji, atau alasan lain yang serupa dengan itu. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 



Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada 

pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "fungsi otorisasi" adalah anggaran 

daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan 

belanja pada tahun berkenaan. 

Yang dimaksud dengan "fungsi perencanaan" adalah anggaran 

daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam 

merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan. 

Yang dimaksud dengan "fungsi pengawasan" adalah anggaran 

daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

Yang dimaksud dengan "fungsi alokasi" adalah anggaran daerah 

harus diarahkan untuk menciptakan lapangan 

kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya 

serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 

Yang dimaksud dengan "fungsi distribusi" adalah kebijakan 

anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan. 

Yang dimaksud dengan "fungsi stabilisasi" adalah anggaran 

Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan 

mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian 

Daerah. 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 26 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 



Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan "dianggarkan secara bruto" adalah 

jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh 

dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka 

menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan 

bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "ekuitas" adalah selisih antara aset 

lancar dengan kewajiban jangka pendek. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 



Cukup jelas. 

Pasal 36 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "pajak bumi dan bangunan" 

adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau 

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan di kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha, antara lain perkebunan, perhutanan, 

dan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Huruf a 

Hibah baik dalam bentuk devisa, rupiah, barang, dan/atau 

jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu 

dibayar kembali. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 



Cukup jelas. 

Pasal 40 

Hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak 

mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak 

mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban 

kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan 

ekonomi biaya tinggi. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "belanja modal" antara lain 

berupa belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan 

mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja 

modal jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 



Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain 

berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan 

Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan 

anggota DPRD serta Bupati/ Wakil Bupati, insentif 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan 

honorarium. 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Cukup jelas 

Huruf f 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 49 



Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "Pegawai ASN" adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Ayat (1) 

Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan 

KUA. 

Ayat (2) 

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan 

kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk 

menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja 

normal. 

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan 

kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya 

berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah 

terpencil. 

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan 

kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya 

berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. 

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 

diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas 

memiliki keterampilan khusus dan langka. 

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan 

kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi 

dan/atau inovasi. 

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 

lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan 

oleh peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 



Cukup jelas 

Pasal 51 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain 

berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa 

kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, 

cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, 

sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan 

peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan 

atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari 

tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, 

pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa 

ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain 

pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja 

barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada 

masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang 

dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa 

pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 

bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang 

diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. 

Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan 

atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah 

barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas 

Daerah yang tercantum dalam RPJMD. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Yang dimaksud dengan "belanja bunga" antara lain berupa belanja 

bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Ayat (1) 

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang 

disampaikan kepada Bupati. 

Pemberian hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan 

kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "belanja modal" antara lain berupa 

belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, 

belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, 

irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "tujuan tertentu lainnya" adalah dalam 

rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima 

bantuan keuangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 



Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas 

Pasal 60 

Ayat (1) 

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-

masing Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang mengenai Keuangan Negara. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 61 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang 

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah 

longsor. 

Yang dimaksud dengan “bencana non-alam” adalah bencana 

yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa 

nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal 

modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang 

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial 

antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. 

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa” adalah timbulnya 

atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian 

yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam 

kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat 

menjurus pada terjadinya wabah. 

Ayat (2) 



Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "bukti penerimaan" seperti dokumen 

lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup Jelas. 

Pasal 71 



Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "surplus APBD" adalah selisih lebih 

antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 

Yang dimaksud dengan "defisit APBD" adalah selisih kurang 

antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Pasal 76 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "pembayaran cicilan pokok Utang yang 

jatuh tempo" adalah pembayaran pokok Utang yang belum 

cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran Pembiayaan 

sesuai dengan perjanjian. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 



Pasal 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Strategi pencapaian memuat langkah konkret dalam 

mencapai target. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 82 

Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD berdasarkan 

RKA SKPD yang disusun dengan mengacu pada RKPD, rancangan 

KUA, dan rancangan PPAS yang disusun oleh Bupati. 

Pasal 83 

Ayat (1) 

Huruf a 



Cukup jelas. 

Huruf b 

Kegiatan Tahun Jamak mengacu pada Program yang 

tercantum dalam RPJMD. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "pekerjaan atas pelaksanaan 

Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung 

pada pergantian tahun anggaran" antara lain penanaman 

benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, 

makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan 

pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan 

kebersihan (cleaning service). 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD 

mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) 

tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama 

tahun anggaran berjalan. 

Ayat (4) 



Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 

Ayat (1) 

Penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan Kerangka 

Pengeluaran Jangka Menengah dilakukan secara bertahap 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

Pasal 90 

Cukup jelas. 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

Pasal 92 

Ayat (1) 



Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi Kinerja 

berdasarkan Sasaran capaian Kinerja dan indikator Kinerja 

masing-masing Program dan Kegiatan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

Pasal 94 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "penjelasan dan dokumen pendukung" 

antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah keadaan 

tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan 

pemberhentian sebagai Bupati atau dibebaskan dari jabatan 

Bupati. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” adalah 

keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan karena 

sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, sakit, cuti, 

menunaikan ibadah haji, atau alasan lain yang serupa dengan 

itu. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

Pasal 96 

Cukup jelas. 



Pasal 97 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "angka APBD tahun anggaran 

sebelumnya" adalah pagu jumlah pengeluaran APBD yang 

ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah 

belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus 

dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang 

cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran 

berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan 

jasa. 

Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat wajib" adalah 

belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan 

pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain 

pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak 

ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga 

pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 98 

Cukup jelas. 

Pasal 99 

Cukup jelas. 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

Pasal 101 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "menguji kesesuaian" adalah untuk 

menilai kesesuaian Program dalam rancangan Perda tentang 



APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan 

yang digunakan dalam menentukan Kegiatan yang ada dalam 

RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara 

rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

Pasal 104 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Contoh Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak 

dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, antara lain 

sumber penerimaan yang berasal dari Pembiayaan pinjaman 

dan/atau hibah luar negeri tidak harus dilakukan melalui 

Rekening Kas Umum Daerah namun tetap harus dibukukan 

dalam Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 105 

Cukup jelas. 

Pasal 106 

Cukup jelas. 

Pasal 107 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan 

dengan SPD" antara lain keputusan tentang pengangkatan 

pegawai. 

Ayat (3) 



Cukup jelas. 

Pasal 108 

Cukup jelas. 

Pasal 109 

Cukup jelas. 

Pasal 110 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "bank umum yang sehat" adalah bank 

umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai perbankan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 111 

Cukup jelas. 

Pasal 112 

Cukup jelas. 

Pasal 113 

Cukup jelas. 

Pasal 114 

Cukup jelas. 

Pasal 115 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "mendepositokan" adalah penempatan 

deposito dilakukan pada bank umum di Indonesia yang 

aman/sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai perbankan dan tidak 

melampaui tahun anggaran berkenaan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 116 



Cukup jelas. 

Pasal 117 

Cukup jelas. 

Pasal 118 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kas transitoris” adalah kas non 

anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan 

pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan. 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “Pajak Pusat” adalah pajak 

yang dipungut dari setiap transaksi pemerintah daerah 

dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, 

PPh Pasal 23 dan/atau PPN. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “potongan gaji pegawai” adalah 

seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah antara lain 

Kepala Daerah, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat 

Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, 

PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran 

jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. 

Huruf c 

Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain 

uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, 

uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; 

sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau 

penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak 

dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi 

milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini 

pemerintah daerah. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4)  



Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Ayat (7)  

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Pasal 119 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Rencana penerimaan dana hanya diberlakukan bagi SKPD 

yang memiliki tugas dan fungsi pendapatan. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Pasal 120 

Cukup jelas. 

Pasal 121 

Cukup jelas. 

Pasal 122 

Cukup jelas. 

Pasal 123 

Cukup jelas. 

Pasal 124 

Cukup jelas. 

Pasal 125 

Cukup jelas. 

Pasal 126 



Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Yang dimaksud dengan “Laporan pertanggungjawaban (LPJ) 

Bendahara Penerimaan” adalah penggabungan dengan LPJ 

Bendahara Penerimaan Pembantu dan memuat informasi 

tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas 

yang ada di Bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan: 

1) Buku Kas Umum 

2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran 

3) Register Surat Tanda Setoran 

4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah 

5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 127 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "Penerimaan Daerah yang sifatnya 

berulang" adalah penerimaan yang setiap tahun rutin 

dianggarkan, seperti pendapatan pajak, pendapatan retribusi, 

dan lainnya. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "Penerimaan Daerah yang sifatnya 

tidak berulang" adalah penerimaan yang tidak setiap tahun 

dianggarkan, seperti pendapatan tuntutan ganti rugi, 

pendapatan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lainnya. 

Ayat (3) 

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

Cukup jelas.  



Pasal 128 

Cukup jelas. 

Pasal 129 

Cukup jelas. 

Pasal 130 

Cukup jelas. 

Pasal 131 

Cukup jelas. 

Pasal 132 

Cukup jelas. 

Pasal 133 

Cukup jelas. 

Pasal 134 

Cukup jelas. 

Pasal 135 

Cukup jelas. 

Pasal 136 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "perintah pembayaran" adalah 

perintah membayarkan dari PA/KPA. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 



Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Pasal 137 

Cukup jelas. 

Pasal 138 

Cukup jelas. 

Pasal 139 

Cukup jelas. 

Pasal 140 

Cukup jelas. 

Pasal 141 

Cukup jelas. 

Pasal 142 

Cukup jelas. 

Pasal 143 

Cukup jelas. 

Pasal 144 

Cukup jelas. 

Pasal 145 

Cukup jelas. 

Pasal 146 

Cukup jelas. 

Pasal 147 

Cukup jelas. 

Pasal 148 

Pasal Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "prognosis" adalah prakiraan dan 

penjelasannya yang akan direalisir dalam 6 (enam) bulan 

berikutnya berdasarkan realisasi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 



Pasal 149 

Cukup jelas. 

Pasal 150 

Cukup jelas. 

Pasal 151 

Cukup jelas. 

Pasal 152 

Cukup jelas. 

Pasal 153 

Cukup jelas. 

Pasal 154 

Cukup jelas. 

Pasal 155 

Cukup jelas. 

Pasal 156 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "lebih besar dari 50% (lima puluh 

persen)" adalah batas persentase minimal selisih (gap) 

kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 157 

Cukup jelas. 

Pasal 158 

Cukup jelas. 

Pasal 159 

Cukup jelas. 

Pasal 160 

Cukup jelas. 

Pasal 161 



Cukup jelas. 

Pasal 162 

Cukup jelas. 

Pasal 163 

Cukup jelas. 

Pasal 164 

Cukup jelas. 

Pasal 165 

Yang dimaksud dengan "penjelasan dan dokumen pendukung" 

antara lain nota keuangan, perubahan RKPD, dan perubahan KUA 

dan PPAS. 

Pasal 166 

Cukup jelas. 

Pasal 167 

Cukup jelas. 

Pasal 168 

Cukup jelas. 

Pasal 169 

Cukup jelas. 

Pasal 170 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "laporan realisasi anggaran" 

adalah laporan yang menggambarkan perbandingan 

antara anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) 

periode pelaporan sesuai struktur APBD yang 

diklasifikasikan ke dalam kelompok, jenis, obyek dan 

rincian obyek pendapatan, belanja dan Pembiayaan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 



Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 171 

Cukup jelas. 

Pasal 172 

Cukup jelas. 

Pasal 173 

Cukup jelas. 

Pasal 174 

Cukup jelas. 

Pasal 175 

Cukup jelas. 

Pasal 176 

Cukup jelas. 

Pasal 177 

Cukup jelas. 

Pasal 178 

Cukup jelas. 

Pasal 179 

Cukup jelas. 

Pasal 180 

Cukup jelas. 



Pasal 181 

Cukup jelas. 

Pasal 182 

Cukup jelas. 

Pasal 183 

Cukup jelas. 

Pasal 184 

Cukup jelas. 

Pasal 185 

Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan 

Pendapatan Daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

peningkatan pelayanan masyarakat, dan/atau tidak mengganggu 

likuiditas Keuangan Daerah. 

Pasal 186 

Cukup jelas. 

Pasal 187 

Cukup jelas. 

Pasal 188 

Cukup jelas. 

Pasal 189 

Cukup jelas. 

Pasal 190 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "penyediaan barang dan/atau jasa 

layanan umum" antara lain rumah sakit daerah, 

penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan 

dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik, dan 

pelayanan jasa penelitian dan pengujian. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "dana khusus untuk meningkatkan 

ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat" antara lain 

dana bergulir, usaha mikro, kecil, menengah, dan tabungan 

perumahan. 

Huruf c 



Cukup jelas. 

Pasal 191 

Cukup jelas. 

Pasal 192 

Cukup jelas. 

Pasal 193 

Cukup jelas. 

Pasal 194 

Cukup jelas. 

Pasal 195 

Cukup jelas. 

Pasal 196 

Cukup jelas. 

Pasal 197 

Cukup jelas. 

Pasal 198 

Cukup jelas. 

Pasal 199 

Cukup jelas. 

Pasal 200 

Cukup jelas. 

Pasal 201 

Cukup jelas. 

Pasal 202 

Cukup jelas. 

Pasal 203 

Cukup jelas. 

Pasal 204 

Cukup jelas. 

Pasal 205 

Cukup jelas. 
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